BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

TAHUN 2020 NOMOR |2 SERIF NOMOR &30

PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN SAMOSIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Samosir Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah,
perlu ditetapkan Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Paj‘ak
Daerah Kabupaten Samosir;

bahwa dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak
daerah, maka perlu dilakukan perubahan Peraturan
Bupati Samosir Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Daerah ‘Kabupaten
Samosir; | .
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Samosir tentang Tata Cara Pelaksanaan

Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Samosir;

Undang-Undang Nomor - 14 Tahun 2002} tentang
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4189); |

Undang-Undang Nomor 36 Tahun' 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang
Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 151 Tahun 2003, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4346);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keu?ngan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran{l\ﬁlegara Republik Indonesia Tahun 2004

,\‘S .



10.

Nomor 126~ » f?_f«,,"l‘ambaham - Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438) |

Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah Dan Retrlbu51 Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Repubhk Indonema Nomor 5049j;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.(Lembaran
Negara Republikf Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembérén Negara Republik Indonesia Nomor
5234); . o

Undang-Undang‘ +Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan - - D_éérah- (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun"_Q,O‘v;14 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik_lnglénesia Nomor 5587);

Peraturan Perherintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberlan dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan "Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonema Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5161);
Peraturan Pemerlntah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 244, . [I‘arnbahan . Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5§%O),

Peraturan Daerah‘ Kabupaten Samosir Nomor 11 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten'
Samosir Tahtm 2011 Nomor 40 Sei C Nomor 31);
Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten
Samosir - (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun

2016 Nomor 40 Serl D Nomor 28);

MEMUTUSKAN ..ccoerevnennne /



S

Menetapkan

MEMUTUSKAN

TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN SAMOSIR

: BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati 1n1 yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten ‘Samosir.

B ]
t

Pemermtah Daerah adalah Bupati Samosir dan Perangkat

Daerah Kabupaten Samos1r sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah Kabupaten Samosir.

3. Bupati adalah" Bupat; Kabupaten Samosir.

10.
11.

12.

Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan
Daerah Kabupatén Sa.mosfi_r.[

Badan Pengelola:KeUangéh dan Aset Daerah adalah Badan
Pengelola KeUe{nga:n’ dan Aset Daerah Kabupaten Samosir‘.
Pejabat adalahapeg?wai yaﬁg diberi tugas tertentu di bidang
Perpajakanﬁ'Daeréh_{ ;»rseisuai dengan Peraturan Perundang-

undangan: ;~‘_,'~~~.-1_f“ e

Petugas Pajak adalah petugas Badan Pendapatan Daerah

yang menangam Perpajakan Daerah.

Pelayanan;’ adala_h pelayanan Perpajakan Daerah yang
dlselenggareii{an} olﬁe}"); Badan ‘Pendapatan Daerah.

Peraturan- Bupat1 adalah Peraturan Bupati Sam031r

Kas Daerab adalah Kas Daerah Kabupaten Samosir.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah

kontrlbu31 W&jlb kepada Daerah yang terutang oleh orang

tidak mendapatkan imbalan

secara langsungfdan”mgunakan untuk keperluan Daerah
bagi sebesar-besamya 'einakmuran rakyat.

Badan adalah seku’mpu}an orang dan/atau modal yang
rnerupakan kesatuan balk yang melakukan usaha maupun
yang tidak:- melakukan ,~usaha yang meliputi Perseroan
Terbatas, Perseroan Komandlter Perseroan Lainnya, Badan
Usaha M111k Negara(BUMN) atau Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun,

Firma, Kongsi, “Kopérasi, Dana Pensiun, Persekutuan,

Perkumpulan .............. /




13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Perkumpulan Yayasan orgamsam Massa, Organisasi Sosial
Politik, atau Orgamsam lalnnya Lembaga dan Bentuk
Badan lamnya termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan
Bentuk Usaha Tetap ‘

Wajib PaJak adalah orang pr1bad1 atau Badan, meliputi
pembayar Pajak Pemo ng Pajak dan Pemungut Pajak yang

rnempunyal hak dan Ke ajlban Perpajakan sesuai dengan
Ketentuan Peraturan ¢rundang -undangan Perpajakan
Daerah. _

Penanggu:ng,Pajak ‘éd‘aléfl*'ll‘ orang pribadi atau Badan yang

bertanggung*jawgb;atas pembayaran pajak, termasuk wakil

yang menjalankan -hak dan memenuhi kewajiban Wajib

Pajak menuruk Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
Perpajakan Daerah.

Masa Pajak adalah:jangka waktu 1 (satu) bulan kalender
atau jangka.waktﬁ rlain‘ yang diatur Peraturan Bupati paling
lama 3 (tiga) ‘_bulalri‘.-kale'_nder, yang menjadi dasar bagi Wajib
Pajak untuk .menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak
yang terutang -;: | "
Tahun Pajak adalah Jangka waktu yang lamanya 1 (satu)
tahun kalender kecuah bila Wajib Pajak menggunakan
tahun buku yang tldak sama dengan tahun kelender.

Pajak yang: terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada
suatu saat dalam Masa Pajak dalam Tahun' Pajak, atau
dalam Baglan Tahun Pajak sesuai dengan Ketentuan

q i

Peraturan: Pérﬁndang undangan Perpajakan Daerah.

L A,;; ‘.
!

Nomor quok;*‘Waﬂb Rajak Daerah, yang selanjutnya

‘ ’;—adalah momor yang diberikan kepada
Wajib Pajék éebagal' sarana dalam administrasi perpajakan
yang dlpergunakan Is'ebagal tanda pengenal diri atau
identitas - Wa_]lb "Pajak 'dan usaha Wajib Pajak dalam
melaksana-qu;;ha_k dan kewajiban Perpajakan Daerah.

Pemungutjari’ "a'dalah'l suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghlmpunan data Objek .dan Subjek Pajak, penentuan
besarnya Pajak yang sterutang sampai kegiatan penagihan
Pajak kepadar—_ Wajlb PaJak serta pengawasan

penyetorannya

20, Self Assesment ........ /



20.

21.

22.

23

24.

25.

26.

27.

28.

Self Assesment _adalah Wajib Pajak menghitung,
memperhltungkan melaporkan dan menyetor jumlah

Pajak yang terutang

Official Assesmen ":adalah Pajak yang terutang ditetapkan
oleh Pejabatl ajak; 'berdasarkan Objek Pajak yang diterima,
dimiliki, atau dlmanfaatkan oleh Wajib Pajak.

Formulir Pendaftaran Wa_]lb Pajak Daerah, yang selanjutnya
disingkat’ F‘PWPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak
untuk me_pdaftarkan_ dlrl dan melaporkan objek pajak atau

usahanya ke Badan Per}dépétan Daerah.

. Surat Pcmberitéhuanj;;__'}?_ajeik "Daerah, yang selanjutnya

disingkat -SPTPD; ‘adalah éurat yang oleh Wajib Pajak

digunakan: untuk- melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran. - Pajak Objek Pajak dan/atau bukan Objek
Pajak, dan/atau, har;.ta, ,dgn kewajiban sesuai dengan
Ketentuan- ,Pé_raturan;_{ .‘P,eriimdang-undangan Perpajak'an
Daerah. j ’

Surat Setoranji‘j}?ajakj-;Daeréh, yang selanjutnya disingkat
SSPD, adalah"i'»buk'ti‘ -pembéyaran atau penyetoran Pajak
yang telah dllakukan dengan menggunakan formulir atau
telah dllakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui
tempat pembayaran ya‘ng telah ditunjuk oleh Kepala

Daerah. 4

Surat Ketetapan Pa_]a :Daerah ‘yang selanjutnya disingkat
SKPD, adalah Surat;
besarnya 1umlah pokok

..... , X

__-e‘tetapan pajak yang menentukan

Jak yang terutang

Surat Ketetapén Pa_]ak Daerah Kurang Bayar, yang-
selanjutnya dlsmgkat“SKPDKB adalah Surat Ketetapan

Pajak yang _men,e‘_.n%tukan besarnya jumlah pokok pajak,

jumlah kfeélit’ Péjak Jumlah kekurangan pembayaran

pokok Pajak besarnyan sank31 admlmstratlf dan jumlah
Pajak yang ma31h harus dlbayar

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,
yang selanjutnya’:‘“dmngkat -‘SKPDKBT adalah Surat
Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah
Pajak yang- telah dxtetapkan

Surat Ketetapan Pajak ‘Daerah Lebih Bayar, yang
selanjutnya dlslngkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan
Pajak yangfimen‘e_nt:ukani jumlah kelebihan pembayaran

e - e Temy

®
4



29.

30.

31.

32.

33.

d1t Pajak lebih besar daripada
Pajak yang teru eharusnya tidak terutang.

Surat Taglhan Paja _aerah yang selanjutnya disingkat

STPD, adalah_‘ surat”untuk melakukan tagihan Pajak
dan/atau sank51 admlnlstra31 berupa bunga dan/atau

denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang

membetulkan kesalahan tuhs ‘kesalahan hitung dan/atau
kekellruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam
Peraturan Perundang undangan Perpajakan Daerah yang

terdapat dalam Surat Pembqutahuan Pajak Terutang, Surat

Ketetapan PaJak Daerah Surat Ketetapan Pajak Daerah

Kurang Bayar Surat Ketetapan PaJak Daerah Kurang Bayar
Tambahan, Surat Ketetapan Pgjak Daerah Nihil, Surat
Ketetapan Pajak: Daerah;;LeblhBayar, Surat Tagihan Pajak
Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat
Keputusan Keberatan: -~ |

Surat Keputusan; Keberatanj adalah Surat Keputusan atas
Keberatan terhadap -Surat Pemberltahuan Pajak Terutang,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar - Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayai ;
Nihil, Surat

ambaharv Surat Ketetapan Pajak Daerah

‘ete‘tapan Pa_]ak Daerah Lebih Bayar, atau
terhadap - pemotongan atau, pemungutan oleh pihak ketiga
yang dlajukan%Waij Pajak. :

Putusan Bandmg adalah Putusan Badan Peradilan Pajak

atas bandmg‘terhadap Surat Keputusan Keberatan yang'
digjukan: oleh Wajlb Pajak )

Pembukuanh_ a:dalah 4'

i suatu proses pencatatan yang
dxlakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan

informasi? keuangan iyang rnellputl harta, kewajiban, modal,

penghasxlan danﬂblv. . ,_sérta Jumlah harga perolehan dan

penyerahan barang atau Jasa yang ditutup dengan

menyusun Laporan Keuangan berupa Neraca, dan laporan

Laba Ruglrr,untuk;-}_?;_grlode:_tahun pajak tersebut.




(2)

(5)

(8)

IETHIRN TS I BAB II
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN NPWPD

IR Pasalz
Setiap Wajlb Pajak/ Penanggung Pajak/ Pemilik/

Pengelola/ Penanggun qawab usaha wajib mendaftarkan

diri pada Badan*"Pendapatan Dacrah dan melaporkan

usahanya denga menglsl FPWPD
Wajib Pajak |

: ;Penanggung %',_.;Pajak/ Pemilik/Pengelola/
Penanggung Jawab usaha fﬁengambll sendiri FPWP di
Badan Pendapatan Daerah atau diberikan oleh petugas
kepada Waij Pajak/ ‘Penanggung Pajak/ Pemilik/
Pengelola/' Penanggung JaWab usaha.
FPWPD harus diisi dengan ;bcnar, jelas dan lengkap dalam
bahasa Indonesia serta ditzaindatangani oleh Wajib Pajak/
Penanggung- Pajak/ Penjilik/ Pengelola/ Penanggung
Jawab usaha atau orang la%n'yang diberi kuasa khusus..
Kuasa Khusus -adalah ‘ora_rjig yang diberi wewenang untuk
menandatangani‘F‘WPD dla‘:x*;i ﬁemberi kuasa secara tertulis.
Pendaftaran sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dengan
melamplrkan persyaratan sebaga1 berikut :
a. fotokopl 1dent1tas d1r1 (KTP/SIM/Paspor) dengan
menunjukkan aslmya, R ' )
b. bagi Wapb Pajak Badan -dilengkapi fotokopi Surat Izin
Usaha bagl yang memlllkl Surat Izin Usaha.
Wajib Pajak/ Perﬁanggung Pajak/ Pemilik/ Pengelola/

Penanggﬁn o a\yab usahg 'vang telah mengisi FPWPD

lc;gngkap sebagalmana dimaksud-

i Lo

selambaf; lambat Mya »r14 (empat belas) hari sejak tanggal
dltenmanya FPWPD } - ’

FPWPD yang telah dlsampalkan diberi tanda dan tanggal
penerlmaan yang selanlutnya dicatat dalam Daftar Induk
Wajib Pajak serta dlkukuhkan sebagai Wajib Pajak dan
kepadanya dlberlkan kartu; NPWPD

Badan Pendapatan Daerah menyerahkan kartu NPWPD
selambat lambatnya L 7 (tujuh) hari sejak FPWPD

it

dlkembahkan ole ,Wajlb Pa_]ak atau Penanggung Pajak.

(9). Kepala Badan .......... /



(9) Kepala Badan dapat menerbltkan NPWPD secara Jabatan
dalam hal Wa_]lb Pajak/ Penanggung Pajak, Pemilik/
Pengelola/ Penanggung Jawab usaha tidak melaksanakan
Kewajlban sebagalmana dlmaksud pada ayat (1).

(10) Wajib Pajak yang :bersdat‘ m31dent11 dan atau mempunyai

usaha yang tlda'k'tmenetap fldak dibuatkan NPWPD serta

tidak dlcatat dala__ Déftar Induk Wajib Pajak.

(11) Untuk mempermudah pelayanan kepada Wajib Pajakb
NPWPD harus dlcantumkan ' pada setiap dokumen
Perpajakan } Daerah dalin ‘surat-surat yang ada
hubungannya -:dengan «-;;-:-_:pemberian pelayanan yang
dilakukan oleh:Pemerintah ?;K‘abupaten Samosir.

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

A Baglan Kesatu
. Slstem Pemungutan Pajak

“h e Pasal 3.
Sistem pemungutan Pajak Daerah dlbedakan menjadi :

a. Pajak dlbayar sendm oleh Wa_]lb Pajak (Self Assesment);

PaJa‘k D1b‘ayar Send1r1 oleh Wajib Pajak

Pajak yang dlbas;ar sendlurllz ieh Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ‘huruf a mellputl

a. Pajak Hotel o ‘ff ;;'; Ly

SR P [FA R
U AN N

b. Pajak Restprani v

c. Pajak Hibﬁfan | ’, L ‘

d. Pajak Penerangan Jalan .;”{ f ‘

e. Pajak Mmeral Bukan Logam dan Batuan
f.  Pajak Parkir. A :: -

Pasal § ................ /



(1)

(2)

(6)

o et e e 2Ny 4 e

, Dl Pasal 5 N
Setiap Wa_]lb Pajak yang pajaknya dibayar sendiri, wajib

menghltung, menyet "'{'_dan melaporkan sendiri pajak yang

terutang berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-
undangan Perpajakan Daerah

Untuk usaha mlkro kecﬂ dan rnenengah Bupati dapat
memberlkan fasﬂltas bebas pajak sampai dengan 6 (enam)
bulan sejak usaha tersebut berdiri apabila pemilik usaha
melaporkant ‘dém’ "" mendaftarkan usahanya dengan
kesadaran sendm ke Badan Pendapatan Daerah atau
dllaporkan oleh SKPD pemblﬂna atau SKPD pemberi izin.

—— e 4
- ke B TR

pasal6
Wajib Pajak;—yang--jmcmefntgihi' kewajiban pajaknya sendiri
sebagaimana dimaksud\délam Pasal 5 dibayar dengan
menggunakan SPTPD.- _
Wajib Pajak mengamb11 sendm formulir SPTPD di Badan
Pendapatan Daerah-- atau disampaikan oleh petugas
kepada Wajlb Pajak g T
SPTPD sebagalmana dlmaksud ‘pada ayat (1) harus diisi
dengan- benar Jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh

Wajib Pajak/Penanggung*; p ; Pajak/Pemlhk/Pengelola/

Penanggung Jawab
SPTPD = sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) harus
disampaikan kepada Bupat1 -melalui Badan Pendapatan
Daerah - selambat lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah
berakhlrrllya masa pajak

Apabila:] batas waktu penyampalan SPTPD jatuh pada hari

libur, maka batas ‘aktu penyampalan SPTPD jatuh pada

Penyampalan SP’I‘PD,sebagalmana dimaksud pada ayat
iil ¢

(4), dengan ~jmelamp1rkar} keterangan atau dokumen

pendukung_;, ang dlgunakgn sebagal dasar perhitungan
pengenaan paJak 1 -

SPTPD dapat dlanggap tldak disampaikan, apabila tldak
dltandatangan;h . -oleh - -t Wajib Pajak/Penanggung
Pajak/Pefhflik%Péngelolé/ H Penanggung Jawab
sebagalmana dlmaksud pada ayat (3) dan/atau tidak

sepenuhnya d,\lampm‘ “keterangan  atau  dokumen

pendukung ........... /




(8)

(9)

th)

pendukung sebagalmana dlmaksud pada ayat (6).

SPTPD yang telah dlsarnpalkan dengan benar, jelas dan
Iengkap sebagalmana dlmaksud pada ayat (3) dan ayat (4)
diberi tanda '“;an tanggal penerlmaan

Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran pajak

terutang berdasafkan SP’I‘PD kepadanya diberikan tanda
bukti pembayaran' serta dlcatat dalam Kartu Data Pajak

Daerah

SPTPD yang tldak dlsampalkan dalam batas waktu yang
telah dltentukan sebagalmana dlmaksud pada ayat (4) dan
telah dl_b‘eglkanf,rsuravt,_»Af\pcrI‘ngatan/ teguran, maka jumlah

pajak yang- ter_utang;-.dit_eéapkan.. secara jabatan dengan

| menerbitkan SKPDKB.-

(11)

(12)

(1)

SKPDKB-diterbitkan ‘berdalsiarkan Laporan Hasil Penelitian
atau Pemeriksaan atasusaLa Waj‘ib Pajak.
Bupati ,mende'legasikan 'kevaenangan kepada Kepala Badan
Pendapatan»-_- - Daerah' o ‘}?«tarenag jabatannya, untuk
menandatangani:;SKPilDKB. !

N e, :. S

Bt Pasal 7
Kepala Badan Pendapatan Daerah atas permohenan Wajib
Pajak - atau , Penanggung Pajak dapat memberikan
perpanjangan ‘batas*‘waktu penyampalan SPTPD paling
lama menjadl 2 (dua) ‘bulan.-
Permohonan §ebaga1mana dimaksud pada ayat (1)

dlajukan ‘szeeareg ‘prtulls dlsertal alasan yang jelas sebelum

berakhlrrfya} 0 ]

penyampalan SPTPD

; — Bagxaanetlga
PaJak leayar Berdasarkan Penetapan Bupati

.\-r\—\ f"\f\ A;»—;«»

Pasal 8-

Pajak yang dlpungut berdasarkan penetapan  Bupati

sebagaxmana dlmaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi :

a.
b.

Pajak Reklame o
Pajak A1r Tanah ’ ,

- « Pasal9 ... /



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(3)

N , Pasal 9
Wajib Pajak yang dlpungut berdasarkan penetapan Bupati

sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 8 memenuhi

kewajlban pajaknya dengan‘:‘menggunakan SKPD atau

dokumen lam' an: "dlpersamakan

SKPD dlterbltkanﬂde'nga' : membuat nota perhitungan atas
dasar SP’I‘PD yang telah _usl'oleh ‘Wajib Pajak.

Bupati mendelegamkan kewenangan kepada Kepala Badan

Pendapatan - Daerah }(grena jabatannya untuk
menandatangam SKPD. % | |

SKPD dlsampalkan kepada Wajlb Pajak oleh Petugas
Pajak. - T

SKPD -yang -tidak-atau - kurang dlbayar setelah waktu 30
(tiga puluh) hari-sejak- SKPD diterima dikenakan sanksi
admmlstratlf berupa bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan dan d1tag1h melalug STPD

Wajib “Pajak -yang . telah melakukan pembayaran pajak
terutang- berdasarkan,S_KF;?D---_kepadanya diberikan SSPD
atau tanda bukti- pembdyairahgéerta dicatat dalam Kartu

‘ }
Data Pajak Daerah, » |

x R BAB v
TATA CARA PENGGUNAANt DATA TRANSAKSI USAHA

! : ;
3 St aglan Kesatu
k Pelaporan»Data Transak51 Usaha

transal%sf séhaﬂya kepada Badan Pendapatan Daerah.
Data traglrll;sa{k‘m usaha Sebagalmana dimaksud pada ayat
(1) merupakan dasar perhlt{ungan pajak yang terutang dan
wajib dllamplrkan pada penyampdlan SPTPD.

Data transak31 usaha sebagalrpana dimaksud pada ayat
(1) berupa bon penjualan (Elll)»--- l.I’;VOICC struk, karcis, neta

|
kartu anggota dan/(atau _;-;' _.:ntuk lainnya yang sejenis

5 "|

perhltungan tlket tanda masuk kartu berlangganan,

5

sebagal pembayaran‘atas pelayanan yang disediakan di

hotel, pelayanan yang dlsedlakan oleh restoran,

toa.
N v T e -
PO

Penyelenggaraan ............ /

B I R
R



(2)

(3)

a.

penyelen ggaraan

iburan dan penyelenggaraan tempat

parkir dlluar badan alar

' agian. Kedua
Penggunaan‘i_ o Penjualan (Blll) pada Pajak Hotel

' Pasal 11 ‘
Setiap - Wa_]lb Pajak Hotel Wa_]lb menggunakan bon

penJualan (b111) untuk setlap transaks1 pelayanan hotel.
Bon penjualan (blll) sebagalmana dimaksud pada ayat (1)
wajib dllegahsamkan ke Badan Pendapatan Daerah dengan
cara dlperfora51 o g

: { 1.
e f\ —‘Ja R

leecuahkan dar1 kewajlban sebagalmana dimaksud pada

- ayat (2) adalah Wa_]lb Pajak yang menggunakan mesin kas

registrasi. R S
Dalam - hal -Wajib “Pa{jakt yang rﬁenggunakan mesin kas
reglstra31 sebagalmana dimaksud pada ayat (3), Wajib
Pajak Wajlb melaporkan data transak31 usaha melaiui
mesin ‘kas register ‘;,secara,_ »berkala dengan melampirkan
print oyt hasil’;‘transaksi »fgadgg' waktu menyampaikan

Ilﬂ ““‘, Pasal 12 G

Bon penjualan (blll dlbuat sekurang kurangnya rangkap 3

(tiga) dengarrwarna berbeda dan ‘memuat:

1. Pelayanan yang dlsedlakan oleh Hotel dengan
pembayaran a termasuk -jasa penunjang, fasilitas-
olahraga darl hlburan i et
Nom@r urut da}n ser1 ’ 1 -

Macél;ndjenl uantum harga satuan per item {jenis)
dan Jurnlalh—,.—_harga_]ualg dan -+

5. Jumlah Pajak Hotel yang harué dipungut.

Bon penjualan (blll) sebagalmana ‘dimaksud pada huruf a,
harus dlserahkan kepada Subjek Pajak pada saat Wajib
Pajak mengajukan Jumlah, yang harus dibayar oleh Subjek
Pajak; v~ oo e :,_:} _

Bon pémualan (blll) harus dlgunakan secara berurutan

d1mula1 dar1 nomor terkecﬂ dan seri huruf menurut abjad.




(1)

_untuk setlap transaksi pelayanan

(2)

cara d1perforas1 T i

(3) leecuallkan dar1 kewajlban sebagalmana dimaksud pada
ayat (2) adalah Wajlb PaJak yang menggunakan mesin kas
registrasi: - : : T

(4) Dalam hal Wa_]lb Pajak yang menggunakan mesin kas
registrasi- sebagalmana dlmaksud pada ayat (3), Wajib
Pajak -wajib 'melaporkan data,»'t_;ransak31 usaha melalui
mesin kas register secara berkala dengan melampirkan
print outhasﬂ Ftransa.kﬁs‘i;j pada waktu menyampaikém
SPTPD, - ino it - S

_ Pasal 14

Penggunaan ?bon pemualan» (blH) dllakukan dengan cara

sebagai berxkut . TR

a. Bon peruualan (blll) dlbuat sekurang kurangnya rangkap 3
(tiga) dengan warna berbeda dan memuat: '

1. Pelayanan yang dlsedlakan oleh restoran meliputi

pen)ual i ‘makanan dan/atau minuman yang
G i L. SR

dlkons, ms ﬁembell oo

Macam Jems klilaritum hargé satuan per item (jenis)
dan Jumlahwharga Jual dan’,
5. Jumlah: Pajak:;Restoran yang. ‘harus dipungut.

b. Bon penjualan (blll) «Sc»bagaimapa\_dimaksud pada huruf a,
harus diserahkan . kepadé Subjek Pajak pada saat Wajib
Pajak mengajukan )umlah yang- harus dibayar oleh Subjek
Pajak; I, e

c. Bon penjualan (b}ll) harus digunakan secara berurutan

d1mu1a1 darl nomor terkecﬂ dan serl huruf menurut abjad.




(1)

(4)

()

(1)

Penggunaangi

berikut:

a.

L Bagxan Keempat
Penggunaan Tanda Masuk pada Pajak Hiburan

Pasal 15
Pajak Hiburan wajib

Penyelen ggara
memberlkan kepada setiap

ﬁletiap penyelenggaraan

nasuk . s :agalmana dlmaksud pada ayat (1)
dllegallsa51kan ke Badan Pendapatan Daerah dengan cara
dlperforasx o 1
leecuahkan dari kewajlban sebagalmana dimaksud pada
ayat (2) adalah_Wayb Pa;a,k ya}ng3 memberikan tiket cuma-
cuma/bebas tanda masg}g,.gdan tiket masuk hasil print out
aplikasi elektronik..

Dalam--hal -Wajib. PaJak yang mernber1kan tiket cuma-
cuma/bebas. : tanda masuk sebagalmana dimaksud pada
ayat (3), Wajib Pajak hards melaporkan data jumlah
pengunjung-pada- Walgtu:mcnyampalkan SPTPD.

Dalam hal wajib pajak,-me;nggunakan tanda masuk hasil
print .out .aplikaéi;‘_ elektropik, maka wajib pajak
menyampaikan- da;,tavba,_s_e- jumlah pengunjung dan jumlah
transaksi padg_a saéﬁ{ péla}sofan /pembayaran pajak.

)

.t ot 1. (RN
[ RCORR AT o} D R L

e ,l Pasal 16 '

Tanda masuk, sebagaimana dlmaksud pada Pasal 15 ayat

(1) harus-‘ mencéntumkan ] lmmal tanda masuk yang

-y ca
P l
N N T LSRN



(2)

(3)

(%)

Nomor urut dal e

banyak,__’ OO (ser.

] mbadan setiap seri ditentukan

paling. banya,

Tanda masuki tharus dlgunakan "secara berurutan dimulai

dari nomor terkecﬂ dan serl huruf menurut abjad.

: SN Baglan Kehma
Penggunaan Kar01s pada Pajak Parkir

. , Pasal 18
Penyelenggara atau Wa_]lb Pajak Parklr wajib memberikan

karcis - kepada ‘_Su_bjek_ Pajak_pada setiap penyelenggaraan
EERSAa SNt AR e
Parkir. ‘ ;

iy

Karcisu ’ sebagalmana ‘ dlmaksud pada ayat (1)

R B )
dllegallsa51kan ke Badan Pendapatan Daerah dengan cara

dlperforas1 8

leecuahkan darl kewajlban Tsebagalrnana dimaksud pada
ayat (2) adalah | Wajib .,P@J%& yang memberikan karcis
cuma-cum.a/rbebas‘-f-:parki'i"csliér;-,:tikét masuk hasil print out
aplikasi elektronlk * '

Dalam- hal Wa_]lb Pajak yang..memberlkan karcis cuma-

cuma/bebas parklr‘ sebaga1mahf “c’hmaksud pada ayat (3),

Wajib PaJak harus mélaporkan data jumlah kendaraan

" )‘“

yang parklr pada wakt fnenyampalkan SPTPD.

__menggbhakan tanda masuk hasil

Dalam’ hal waJ1b~

i ‘aphka‘m | elektromk maka wajib pajak
menyampat_kan»data base Jurnlah pengunjung dan jumlah
transaksli‘f)adé saat pelaporan / pgmbayaran pajak.

Pasal 20»; -

;;): RS e

Penggunaan karms dllakukan dengan cara sebagai berikut :

a.

Karcis d1buat sekurang kurangnya memuat :

L. nommal karc1s yang harus dxbayar




(1)

(2)

t p,é;ﬁyeifé‘nggaraan parkir;

§
H

Nomor urut dalam 1 (satujv"jaﬁdel ditentukan paling

banyak 100 (seratus) lembair dan setiap seri ditentukan

palmg banyak -100 (seratu%) bandel

Baglan Ke'e
Fasﬂltasx Keglatan Usaha

’I‘erhac'lvé;i{'"i\'}\‘léj\iﬁ; ‘Pajak " yang melaporkan  dan
menyampaikan data transaksi usahanya serta melakukan
perforasi-‘atas’ bill, ‘ti‘ketf tanda masuk dan karcis parkir
sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13,
Pasal 15 dan Pasal 18, "-P‘.;erh‘e'riri\tah Kabupaten Samosir
dapat memberikan bén'tuah/fas'ili'tasi mesin kas register
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau
sumber pendanaan lamnya "(

Pemberlan ‘ bantuan berﬁpé ‘mesin kas register
sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dilakukan secara
bertahap- sesual ~dengan Jumlah unit yang disediakan
dengan 1_;,.memp:_c.r;t;lmbangkan_ .- -kemampuan keuangan

daerah..: - .-

:':»(-«_»;‘Baglan Ketujuh

Sank31 ata’é Pelaporan Data Transak51 Usaha

Rt

ek

11, Pasal ,‘.,.;_. andl 2Pl ren

perpajakan berl.;pa A

a. dllakukan pemerlksaan secara, berkala dan dikenakan
sank31 sesua1 dengan Ketentuan Peraturan Perundang-
undangan dl bldang Perpajakan

b. dllakukan pengawasan rutm atas data transaksi usaha

Wa_]lb PaJak

(2) Selain ........ /




iy

(1)

(2)

Selain’ sankm sebagaxmana dlmaksud pada ayat (1), Wajib

Pajak dapat dlkenakan sank51 admmlstratlf

Badan* Pef“‘dapatan Daerah - memberikan  sanksi

adminliks___tre_l_tlf:_s,ebagalmana dll‘r'_n_a}<s__vud pada ayat (2) berupa

an ‘ dan kedua dengan
tenggang waktu masmg rnasm' (tujuh) hari kerja.
Dalam? ‘hal Wa_ubv' “Paja’ fnenlndak]anjutl teguran
sebagalmana dlmaksud pada ayat:(3) Badan Pendapatan
Daerah merekomenda31kan kepada Satuan Polisi Pamong
Praja dan/atau_ Tim Terpadu ‘Penertiban Pendapatan Asli
Daerah;.»._—{' - untuk -~ - melakukan pemasangan
spanduk-/stiker/plank- peringatan ‘dan hingga penutupan
sementara kegiatan-usaha., - -

celedy s BABV
PENGELOLAAN PAJAK DAERAH
Baglan Kesatu
PaJak Hotel

s ....._;.' - T,h,ﬂpasal 23
Dasar. pengenaan Pa Jak I—Iotel adalah jumlah pembayaran

v

atau yang seharusnya dlbayar kepada Hotel.

Pelayanan yang d;sqdlakan oleh Hotel yang dijadikan

AN e

dasar pepgenaan PaJak Hotel sebagalmana dimaksud pada

teleks, internet dan-

f. ’I‘ransportam ,.‘;:,. g Ll
g. Fasﬂltas olahraga gntuk tamu hotel-dan bukan tamu

hotel; ' |

\

‘ O
h. Fasﬂltas hlburan urjl

'J X l,‘ a
}( tamu hotel dan bukan tamu
hotel dan

i Perﬁﬁwa@nawanga—w

Pasal 24 ........ /



(2)

(3)

f ,' Pasal 24

Pemungutan Pajak Hotel dllakukan dengan cara sebagai

berlkut ]

a. Slstem ;elaporan}; dan
b. Slstem Wajlb Pungut (WAPU).‘ g

Slstem pelaporan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)

huruf a, adalah sebagal berlkut

a. Wa_]lb Pajak menglsl SP’I‘PD

b. Wa_]lb Pajak membayar sendlrl pajak hotel berdasarkan
SPTPD dan N _

c. bagl Wa_]lb Pajak’ yang txdak menglsl SPTPD, maka
dlterbltkan‘ SKPD‘ secara Jabatan

Sistem- Wajlb Pungut (WAPU) sebagalmana dimaksud

ayat (1)-huruf.b;- adalah sebagau berlkut

a. dilakukan oleh- Bendahara Pengcluaran SKPD/ Instan31
Vertlkal/Orgamsasl_Pcnerlma Hibah dan Bansos untuk
kegiatan- dengan- -;sumb{cr,;bda-na Anggaran Pendapatan
dan ~Bel}ar_1j.a;;Dae_rah/A‘nggaran Pendapatan Belanja
Negar'a"danv Bendahara Pengeluaran Desa untuk untuk
keglatan dengan sumber dana Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa~ ey o

b. tata cara’] pembayaran pajak “hotel oleh bendahara

‘pungut adalah dengan

pengeluaran. selaku r wa""

' ; ?ajak Restoran

A .

i

: : ’ ’
Pasal 25,
Pajak Restoran adalah jumlah

: “‘-("

'[elaganan penjualan makanan

oo

dan/atau mlﬁuman yang alkonsum51 oleh pembeli, baik

dlkOl’lSleSI d1 ternpat pelayanan maupun di tempat lain.

b
¥




S

(1)

(2)

(4)

(2)

sebagal berlkut S

a. Slstem Pelaporan dan » 3
b. Slstem Wa_]lb Pungut (WAPU)

Slstem pelaporan"‘ sebagalmana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, adalah sebaga1 berxkut

a. Wajlb Pajak meng1S1 SP’I‘PD _

b. Wa_]lb Pajak :. membayar sendlrl pajak restoran
berdasarkan SP’I‘PD dan ‘:; S

c. bagi Wa_]lb Pajak yang tldak mengls1 SPTPD, maka
dl_terp1tkan “SKPD secara ]a_bat_an.

Sistem- Wajib- Pungut (WAPU) ‘sebagaimana dimaksud

ayat (1)- huruf b, -adalah-sebagai berikut: _

a. dilakukan oleh Bendahéra ;Pengeluaran SKPD/Instansi
Vertikal/Qrganisasi Penerima Hibah dan Bansos untuk
kegiatan dengan sumber- d'an:a Anggaran Pendapatén
dan:-Belanja- Daerah/Anggaran Pendapatan Belanja
Negara da‘n‘ iBendahar‘a Pengelﬁaran Desa untuk untuk
keg1atan dengan sumber dana Anggaran Pendapatan
dani Belanja Desa; ~ ; e ,

b. Tata Caralpembayaran pajak restoran oleh bendahara

pengeluaran selaku Wajlb pungut adalah dengan

melamplrkan kw1tan51 pembayaran

Baglan Ketlga
Pajalg Hlburan

, fAse arusnya diterima  oleh

Jumlah be}hbayaran atau yang seharusnya diterima

sebaga:mrana cllfmadedh;ada ayat (1) termasuk potongan
hargav dan tl’ik_etqcuma Cuma yang diberikan kepada
penerlma Jasé h;bvlllfan |

Penyelenggaraan I—Ilburan yang dljadlkan dasar pengenaan
Pajak Hlburan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)
melxputl C '

oy
\’;‘

a. Sewa ruangan (room charge) 3_?;_"




(4)

(5)

(3)

b. I—Iarga tanda masuk/ kar01s /tlket atau sejenisnya;atau
C. Kartu anggota (membershlp) atau sejenisnya.

Penyelenggaraan Hlburan berupa dlskotlk karaoke, klab

malam danﬁﬁ :

Hlburan seb_
sebesar R 81 ;lbu ruplah) dikalikan
dengan Jumlah pe’ng : : ‘

Penyelenggaraan Hlburan selam sebagalmana dimaksud
dalam - ayat (4), yang tidak mengenakan karcis tanda
masuk atau gratls maka dasar pengenaan Pajak Hiburan
dltetapkan sebesar Rp 2 OOO (dua ribu rupiah) dikalikan
dengan Jumlah pengunjung

“”-*vPaSai 28
Pemungutan Pajak Hlburan ‘dilakukan dengan cara
sebagal’ berlkut | '
a. Slstem Pelaporan; dan pi
b. Sistemn’ Wa_]lb Pungut (WAPU)
Sistem pelaporan sebagalmana dimaksud pada ayat (1)
huruf a; adalah’sebagal berlkut
a. Wajlb Pajak menglsl SP’FPD |
b. Wajlb_“uPaJa“k rrtlembayar s’e»ndiri pajak hiburan
berdagmk ”,SP’I‘PD dan

11’..

S“

.....

C. bagli Wajlb i)ajak, yang tldak mengisi SPTPD, maka

dlterbitkan SKPD' | ;'ecarai]abatan

(

a. dllakukan‘ l»Bendaharaﬁ.TPeJngeluaran SKPD untuk
keglatan dengan sumber dana Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah

b. d11akukan kepada Wa_]lb ‘Pajak yang mendapatkan

';,?melaksanakan - event/hiburan di



(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(1)

a. Pagelara'n keseman tradlslonal musik, tari dan/atau
busana . » _A ERREN e E

b. Kontes kecantlkan dan bmaraga

c Pamera;n o

d. Slrkus akrobat dan sulap, L

e. Pacuan kuda dan kendaraan berrnotor

f. Pertandlngan olahraga Lot
g. Pasar Malam... - - 1 g ~
Apabila»' T -sampai -, ~der:1g’an‘}~_ ~ akhir pelaksanaan

penyelenggaraan Hlburan tefdapat sisa karcis,
Penyelenggara - Hiburan: - Wajlb melaporkan ke Badan
Pendapatan Daerah dengan disertai berita acara.
Pembayaran .';polizbk»_—.~~pajé}<:§%j-y:a‘ng‘w terutang sebagaimana
dimaksud padé ‘ayaf (1) dikembalikan sesuai pengenaan
besarnya pokok pajak atau ‘sisa karcis sebagaimana
dlmaksud pada: ayat (3); R

Penyelenggaraan Hlburan 1n31dent11 pada saat melakukan

pembayaran pokok pajak v_ yang terutang sebagaimana

dlmaksud‘ Rada ayat (1'_'_wa11b menunjukkan surat izin

Penyelenggaraan Hlburan darl Kepolisian dan
R U &
menyesuaukamk tanda masuk yang diperforasi dengan

kapaSItag;v atau daya tampung, maksimal sebanyak

kapasn;a» ‘yang duzmkan oleh Kepohslan

Penyelenggaraan“hlburan m51dent11 yang tidak memenuhi

Ketent{ua‘ﬁ -'sé:b’ :'almana dlmaksud pada ayat (1) dan (5)

»»»»»

: .‘B'a.iglari Keempat
, ‘ \quak Reklame

~ Pasal 30,
Dasar pe_ngenaan Pajak 1 Reklame adalah Nilai Sewa

Reklame RN

(2) Dalam hal .......... /




(6)

(1)

(2)

(3)

Dalam hal reklame ‘selenggarakan oleh pihak ketiga,
nilai sewa reklame sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)
dltetapkan berdasarkan n11a1 kontrak reklame.

Dalam hal reklame dlselenggarakan sendiri, nilai sewa

reklame sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) untuk

reklame | “ 'papan/bllboard/v1deotron/megatron dan
sejemsnya 'reklame kam ﬁreklame melekat, reklame
selcbaran ; n11a1 sewa reklame dihitung dengan
memperhatlkan mdeks _]CI.’IIS tarlf jenis, indeks lokasi,
jangka waktu penyelenggaraan jumlah reklame dan
ukuran medla reklame. - : '
Dalam.«-l'laﬂ-»-re}‘<l_a_lrne«,d1s_e_leg;_nggaral«:an~ sendiri, nilai sewa
reklame - sebagaimana - dirhaksud! pada ayat (1} untuk
reklame film/slide; - reklame peragaan dan reklame suara,
nilai - sewa reklame - dlhltung dengan memperhatikan
indeks - ~Jents, - - tarif- - ~.].€.IZ‘HS. -dan jangka waktu
penyelenggaraan

Dalam hal reklame dxselenggarakan sendiri, nilai sewa
reklame - sebagalmana dlmaksud‘ ‘pada ayat (1) untuk
reklame: berjalan reklame udara dan reklame apung, nilai
sewa : reklame ffdlhltung dengan memperhatlkan indeks
jenis,- tarlf Jems Jangka» waktu penyelenggaraan jumlah
reklame dan ukuran media, reklame

Tata oara rr;enghltung Pajak ‘Reklame Terutang adalah
nilai sewa reklame dlkah tanf pajak reklame.

Nilai sewa reklame sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lamplran yang merupakan bagian tidak

'sebagalmana~ dlmaksud pada ayat (1)

i - 1zm . penyelenggaraan  reklame

perméﬁéh dan izin penyelenggaraan reklame insidentil.

Izin penyelenggaraan reklame permanen adalah izin yang
diterbitkan- ’atas peny(,lenggaraan reklame dengan jenis
papan/bzllboard/ bahho dan Jems reklame berjalan dengan

Jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

(@) 1zin .coeveaenn /




[zin penyelen garaan reklame 1n51dent11 adalah izin yang
dlterbltkan

ballho : E"k,a?_m spanduk, : stlker selebaran udara/suara,

I enyelenggaraan reklame dengan jenis

ﬁlm/sllde ;‘dengan‘E'Jangka waktu palmg singkat 30 (tiga

puluh) ‘har1~dan 1dak:‘,dapa d;per,panjang melebihi waktu

YE : harus ’memenuhl persyaratan
kelndahan,‘keprlbadlan '_dan __\:budaya bangsa serta tidak
bertentangan dengan . norma 'agama kesopanan,
ketert1ban umum, keselamatan dan kesusilaan serta
kesehatan sesuai dengan Pcraturan Perundang-undangan

yang berlakus~mmnm onilnm s e
Pasal 32

Kewajlban memperoleh IZII’I sebagalmana dimaksud dalam

Pasal 31 ayat (1), tldak berlaku bagjl penyelenggaran reklame :

a.

melalul 1nternet telev131 _{rad10 warta harian, warta
mlngguan warta bulanan dan sejeﬁlsnya

hanya memuat pemlhkan/ peruntukan tanah dengan
ketentuan luas bidang reklame tldak melebihi 0,5 m? (nol
koma’ hma ‘metet’ persegl) dan. dlselenggarakan diatas
tanah / bangunan yang bersan"gkijtan

hanya memuat nama pengenal usaha atau profesi yang

dlpasang melekat pada-- bangunan tempat usaha atau

profes‘;dengan ketentuan tldak ‘melebihi ukuran 0,5 m?

(nol koma llma meter persegl)

B
u‘ \'\

em_/ at_ nama lembaga yang bergerak di bldang

hanyal

dlselenggarakan e lee}_:tag iwtanah/ bangunan  yang

bersangk _J'an e g =4

O
S

dlselcnggarakan pada acara acara formal atau seremonial
Pemermtah Daerah Pemermtah Prov1n51 dan Pemerintah
Pusat dengan ketentuan waktU« penyelenggaraan reklame
tidak-melebihi- waktu penyelenggaraan acara-acara formal
atau seremomal dlmakbudf , [ ;‘ :

hanya memuat tuhsan atau benda benda yang dipasang

{ i
semata: mata untuk menjamm'

keselamatan umum

sepanjang tanpavadanya'pesan sponsor
dlselenggarakan dalamw ranOka pelaksanaan Pemilihan

Umum - yaxtu untuk pemlhhan calon anggota Legislatif,

el - P P TP

O S pemilihan ........ /



(1)

tidak. J::meleblhl waktu :';pelaksanaan» Pemilihan Umum

dlmaksud_,‘
oleh KOI’I’IISI Pemllxhan Umum (KPU)

terhltung sejak penetapan pasangan calon oleh

dlselenggarakan dalam rangka pelaksanaan Pemilihan
Calon Kepala " Desa dengan ketentuan  waktu
penyelenggaraan ‘ reklame ‘ tldak melebihi  waktu
pelaksanaan-Pemilihan- Kepala ‘Desa dimaksud, terhitung
sejak’ penetapan: calon Kepala Desa diterima oleh Panitia
Pemilihan Kepala- Desa.. { i

terhadap- - »penyelenggararan ;--reklame sebagaimana
dlmaksud pada Poin a, Pom b -Poin ¢, Poin d, Poin e, Poin
f, Poin:g, Boin . h; ;selalr_m f—-t'ldak dikenakan kewajiban
mengurus izin, juga dibebaEkaﬁ kewajiban Pajak reklame.

dalam- hal reklame dlselenggarakan oleh usaha mikro kecil
dan menengah bmaan pemermtah kewajiban mengurus

izin dan pa]ak reklame dapat dibebaskan apabila

'_':‘\secara tertuhs kepada Bupati melalui Badan

: _ De
Pendapatan Daeraht(oleh Satuah Kerja Perangkat Daerah

kemasyafakat&n keagamaarb ‘kewajlban mengurus izin
dan pajak ’reklame dapat dlbebaskan apabila dimohonkan
secaraw {ertulls kepada» Bupa{l melalm Badan Pendapatan
Daerah cian mater1 reklame hanya memuat informasi
tentang penyele?ggaraan keglatan atau acara seremonial

orgamsam dlmaksud

penyelenggaraan reklame

%’harus :mengajukan permohonan

permanen pemoho

secara-rtertuhs;3 epada Bupat1 melalul Dinas Penanaman

Modals: dan Pelayanan Perlzman Terpadu Satu Pintu;

- , R (2) Setiap ....c.c.... /




melampm persyaratan s

Setlap permohonan ,_ 1zmk permanen harus

7aga1 berlkut

a. Reklarne Papan & Sejemsnya

1. F‘otokop 1d’ent1tas d1r1 (KTP/SIM) atau yang

i
!

§'§?d1kuasa1‘<an

2. ;';"Sufat Kuasa 'bermateral (apabila dikuasakan/
:“dlwakllkan) _ | T R R
3. Gambar desaln produk/pesan Reklame yang akan

lz‘.dlsajlkan , .

4. Surat Pernyataan ' 'R"e}%lameA belum terpasang
= (b_@?fﬁj%?@?&i)if‘f "* “ &

3.-'\_«S_ur§;1t~.‘/ :Perny_a_taa‘n%mﬁ;ﬁ:idak'- ~keberatan Reklame
~dipasang dari pemilik ~IQI<:asi pemasangan;

6. Fotokopi pelunasan PajakBumi\dan Bangunan.

Reklame-Berjalan

I. Fotokopi- identitas. -diri-- (KTP/SIM) atau yang

di_ktl_asakan-'

2. Sufat Kuasa bermateralw(apablla dikuasakan/
dlwakllkan) ‘

3. Fote Kendaraanw—p;

4, E‘ptqkopl STNK ! e

Perpanjangan 1zm Reklame Papan & Sejenisnya

1. thekepl L;dentltas - dirl- (K’I‘P/SIM) atau yang
dgkuasakan, T sl B

(apabila dikuasakan/

: ‘,:a‘lsa bermatera1

[

, Sebelumny§, Vo }.
S. Fotokop zm Eahun lalu
Ffetokopl pelunasan Pajak Burm dan Bangunan;
7;»»_—Surat Pepnyataan tldak berubah bentuk baik fisik
maupurr ukmran (bermateral)
Perpa‘n]angan 1zm Reklame Berjalan )
1. Fotokop1 1dent1tas ~diri-- (KTP/SIM) atau yang
dlkuasakan,{ :
2. 'Surat A Kuasa bermaterau (apabila dikuasakan/
dlwakllkan)
I"Gto Kendaraan

I




Sy

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(1)

(2)

“enyeienggaraan reklame

TRl terleblh dahulu mendapatkan

pert1mbangan/ rekomenda31 darl ’I‘1m Teknis Reklame;

Tim ’I‘ekms Rek]ame sebagalmana ‘dimaksud pada ayat (3)

beranggotakan BT

a. Unsur - ‘Dinas - Penanaman.-Modal dan Pelayanan
Perizinan-Terpadu; |

b. Unsur Badan Pendapatan Daerah; _

c. Unsur Dinas-Pekerjaan Umum-dan Penataan Ruang;
dan;r--";:z R 1 '

d. Unsur Dinas. Perhubungan

Tim Tekms Reklame sebagalmana dxmaksud pada ayat (3)

dlajukan ~~ole-h : DmasPenanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan Terpadu untuk. selanjutnya ditetapkan dengan

Keputusarl Bupatl

Penyelenggaraan , reklame-- pérmanen yang  tidak

memcflu:één ’pertlmbangan/rekomendam dari Tim Teknis

Hl‘lfi

Reklame adalah _]CI‘IIS reklame berjalan.

PUORPRSIRE

1zm! reklame-

| v penyelenggaraan
m31dent11 g

secard - tertulls k?a*pé'
Daerah;- Vi i TR G T
1zin penyelenggaraan r;elﬁl.?@_g; _J_‘insjldentil sebagaimana
dlmak§}gd,._ »p_ggla_l:'. ayat ‘ (11):‘.' diberikan dalam bentuk
penggsa}'}an atau perfora51 pada saat pembayaran Pajak.

| Pasal 35

memenuhl persyaratanff’; dltex‘uskan kepada Badan

Yas»

ebagal ”dasar " penetapan Surat

Pendapatan Daerah -

Ketetapan_;PaJ ak (Dalerah

: g nvalel
Izm_. penyelenggaraan ireklam@ -diberikan  apabila

- ' _‘ - N " . - ! b_ » A . ‘ penyelenggara ........ /



(3)

(4)

(5)

(2)

penyelenggara reklamc tcldh meluna31 pembayaran pajak

reklame yang telah dlt apkan :

Setlap pemasangan reklam”f'j-yang telah berizin wajib

menempelkan en‘andaan ‘yang memuat nomor,

masa be :vak_ izin dan stikér lunas“ PaJak Reklame;

Stiker pe andaa' ,yang memuat riomor dan masa berlaku

izin dlsedlakéh oleh Badan Pendapatan Daerah.
Stiker - lunas Pajak Reklame “disediakan oleh Badan

Pendapatan Daerah

e e Pasal 86

Perpanjangan --izin - ,pe,_ny“e:len_ggaréan reklame diajukan
sebelum- masa- b¢rlaku~_i_z_,ir:1q-»_rel<-‘la_1_fr_1¢ tersebut habis masa
pajak.r.lya" R '::::" i ?i,.-?,':‘I;‘; _
Apabila - perpanjangan 1zm penyelenggaraan reklame
dilakukan - m‘eleblhlﬂbatas masa pajaknya, dikenakan
denda- pajak sebesar 2% (duar persen) perbulan dari
nommal ketetapan pajak untuk pahng tinggi 48% (empat
puluh delapan persen)

ik
‘-i<

j Qo , X Pasal 37 ol

Agar- penytialenggara reklam‘e tldak;menggangu keamanan,

s i
K

keselamatant okebersman aan kemdahan penyelenggara

a. melakukamperawatan dan pemehharan secara rutin;

b. segera melakukan perbalkan ﬁterhadap reklame yang
rusak yang keberadaannya mengganggu keamanan
dan keselarnatan serta mengganggu kebersihan dan
kemdahan, ot

C. segera mencacbut mémbongkar menurunkan,
memmdahkan dan menghenukan reklame apabila :
1.~ Telah habls»masa pajaknya dan- tldak diperpanjang.
2. Dlpermtahkan o]eh Pernefrmtah ‘Kabupaten Samosir

--‘--?_,vsehubungan dengan T adanya kepentingan
~:-‘;T}'_‘Pemermtah kepentmoanxﬁmum atau hal lain yang

»-"dltentukan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir.

e T - -o we- we-o - (2) Penyelenggara .......... /



(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

merighalangl pandangan rambu rambu atau pengatur

lalu lintas;

b. Memasang reklame ;dl tlang hstrlk tiang telepon dan

atau:_,v faéllltas lalnnya ser_‘ta,dl. pohon penghijauan

dengan dlpaku

Penyelenggara rek]ame bertanggung jawab sepenuhnya
terhadap segala aklbat yang dltlmbulkan karena kegagalan
konstruks1 ataupun sebab Ialn sehlngga menimbulkan

keruglan terhadap plhak lalnw '; \'i’j ‘

e e iy ey 4 P

. e ':-',l?a_;sagil’ 38

Pengawasan, - pengendaliaﬁ dan penertiban
penyeler;ig‘gér_a}anﬂ' ' r<ek1ame_i» -dilakukan untuk menguji
kepatuhan: - _fpe_riycl;cngga‘rg .. reklame. dalam rangka
memenuh1 kewajlbannya

Pengawasan dan pengendallan penyelenggaraan reklame
d1lakukan Badan Pendapatan Daerah ‘Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Penzman Terpadu Satu Pintu -dan
Satuan Pohsr Pamong Praja

Penertlban/ pembongkarap reklame ~dilakukan apabila

penyelanggaraan reklame PP

a. ’I‘anpa izin;: .

b. Melanggar ketentuan Pasa] 31 Ayat (5), Pasal 35 dan
Pagal 37:4n wr Lo

C. ’I‘erdapat perubahan -jenis,: ukuran, ketinggian, titik
loka51 dan konstruk31 sehingga tidak sesuai lagi’
dengan 1zm yang dltetapkan ‘

Penertlban/pembongkaran reklame sebagaimana

dlmaksud ayat (3) da at’d‘xlakukan langsung oleh Badan

Pendapatan Daerahxata 2 :melalul Satuan Polisi Pamong

Praja, berdasarkén\_ reko cndasx darl Badan Pendapatan

Daerah, ] o s ‘

LA ‘,.‘/\'r

Khusu_ }‘S‘penertlban 5‘Reklamé.';berjalan dapat dilakukan

Dinas yPérhubungan‘ Satuan ‘Polisi Pamong Praja atas
rekoménda31 Badan Pendapatan Daerah dengan menahan
kendaraan atau dokumen pentmg lainnya sampai

dlpenﬁhl,kewajlban perpajakarmya




(7)

(8)

(2)

(3)

&

Pendapatan Daerah dapat melakukan kerjasama dengan
plhak ketlga untuk melakukan pembongkaran
Reklame yang dlbongkar sélanjutnya dimusnahkan, dijual

atau menjadl m111k Pemermtah Daerah

sebagalmana penenmaan ]aln laln A

Terhadap pencabutan 1zm pcnyelenggaraan reklame atas
penyelenggaraan-reklame sebagaimana dimaksud pada
Ayat (3)-poin c-.,»Vti\dakwmem_b:at_alkan~pembayaran Pajaknya.
, , Baglan Kellma |

Pa_]ak Penerangan Jalan

. | Pasal 39 ‘
Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah N11a1
Jual Tenaga Listrik.
Nilai Jual ’I‘enaga Llsfrlk sebagalmana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan'? B . ,
a. dalam hal tenaga hstrlk -berasal dari sumber lain

dengan pernbayaran Nilai Jual Tenaga Listrik adalah
Jumlah taglhan Blaya beban/ tetap ditambah dengan
blaya tpemakalan kWh / Varlabel yang ditagihkan dalam

)

rekcnmg llstrlk Ve b
"‘mk dlhasﬂkan sendiri, Nilai Jual

hltuhg berdasarkan kapasitas

,nd

1, g, e
’péng'gunaan-l llStrlk jangka waktu

A

tersedla, T tmgkat

pemakalan ~hstrrk«‘dalam -1:- (satu) bulan, dan harga
satuan llstrlk yang berlaku bagi PT. PLN.

Jangka; waktu pemakalan hstrxk dalam 1(satu) bulan
sebagalmana dimaksud pada ayat. (2) huruf b ditetapkan
sesuai- dengan kegunaannya sebaga1 berlkut

a. tenégé 1str1k dlgunakan untuk kebutuhan utama,

Jangka waktu pemakalan hstrlk minimal dltetapkan
240,_, dua ratus empat puluh) jam perbulan;
b. tenaoa llstrlk dlgunakaln untuk kebutuhan cadangan,

A o i
.

k‘ waktu pemakalan llstnk mmlmal ditetapkan

120 (seratUS dua puluh) Jam perbulan dan

C. tenaga hstrl < djlgunakanv“untuk kebutuhan darurat,

SRR,




Jangka waktu pemakalan llstrlk mmlmal ditetapkan 30

(tlga puluh) Jarn perbulan

(4) L LlStI‘lk sebagalmana

Harga Satu n L1str1 X Tarlf Pajak sebesar 1,5 %,

b. untuk pemakalan daya < 10 KVA dikecualikan dari
Objek Pajak Penerangan Jalan sebagalmana dimaksud

pada» Ketentuan Pasal ; 23‘ayat (4) poin d Peraturan

tentang Pajak Daerah T
P, - B ’ AR S

e Baglan Keenam ‘
Pa_]ak Mmeral Bukanh Logam Dan Batuan

el B Pasa,l 40 .
(1) Dasar pengenaan Pajak Mmeral Bukan Logam dan Batuan

adalah N11a1 Jual Hasﬂ Pengambllan Mmeral Bukan Logam

dan Batuan iy

(2) Nilai Jual sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dihitung

\

dengan mqngallkanf" volume/tonase hasil pengambllan

dengan mlal pasar eatau harga standar masmg masing

""I

(3)

.‘, .L...‘ ; : :
(1) Pemungutan Pajak Mlneral Bukan Logam dan Batuan

oIS R thean

v oA

a
dllakukan dengan cara sebagal berlkut

S
'
it

a. Wajrb PajakmerjlglerPTPD o

;
Coje et

b. Wapb* Pajak'*membayar send1r1 pajak mineral bukan

looam dan batuamz berdgsarkan SPTPD; dan

C. bag1 Wajlb Pajak yang tldak mengisi SPTPD, maka
dlterbltkan SKPD. secaraJabatan

.‘,‘. DL "".,‘,_‘- -
P A \’

(3) Sistem ............... /




(3)

(1)

Sister_ﬁ W_a bagaimana dimaksud

a. dllak kan Bend’ahara l:;Pengeluaran SKPD/Instansi

Veftlkal/OrgamsaSI Penerlma Hlbah dan Bansos untuk
pekerjaan kostruksx dengan ‘sumber dana Anggaran
Pendapatan dan ) Belama Daerah dan Anggaran
Pendapatan dan Belama Negara serta Bendahara
Pengeluaran Desa untuk pekerjaan kostruksi dengan
sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

dllakukan kepada Wa_]lb Pajak yang mendapatkan
jasa pemborongan pekerjaan konstruk31 di Kabupaten
Samosw R N T
dasar-- -pengenaan.’ pajak mmeral bukan logam dan
batuan - dlhltung berdasarkan -komponen bahan
material -yang tertuang dalam rencana anggaran dan
blaya;_:;-dldasar;kgn atas -»?anahms kebutuhan bahan
rriiher'al bukan Jlogam 'daﬁ batuan dikalikan volume

dan- harga standar bahan mineral bukan logam dan

batuan

2. berdasarkan' ~kontrak dlmaksud Wa_]lb Pajak
,te‘rleb}h dahulu ke Badan Pendapatan Daerah

“_untuk~menyampa1kan SPTPD

3. gi Wa_]lb Pajaklmelakukan pe’mbayaran pajak mineral

‘ BaglanI KetuJuh
' Pa_]ak Parklr -

S
[ vx.

e s Pasal 42

Setlap orang pr1bad1 atau, badan yang menyelenggarakan

tempat parklr di luar badan Jalan ‘baik yang disediakan

-,;_

berkalté dengan pokok usaha maupun yang disediakan
’ .




(3)

(2)

sebagéi‘» suatu\ usaha ermasuk penyedlaan tempat

Dalam hal Wajlb PaJak tldak menmdaklanjutl teguran

sebagalmana cl_lmaksud pafia ayat (2), Badan Pendapatan

Daerah »mergkoméndasil{aﬁ;a~_-p‘_éngh,entian sementara

penyelenggaraan --- tempat - --parkir-  kepada Dinas

Perhubungan ‘dan';»Satuarf, Polisi- Pamong Praja sampai

dengan Kewajiban Pajak: pehyelengga_raan parkir dipe.nuhi.
.~ . Pasaldg

Dasar pengenéa’n Pajak - —Pafkir adélah. jumlah pembayaran

l

atau.-yang- seharusnya dlbayar kepada penyelenggara
tempat parklr ;-,_:' ‘ ;

Jumlah yang seharusnya dlbayar sebagalmana dimaksud
pada -ayat (1«) ter-masuk potongan fharga parkir. dan parkir
cuma- cuma yang dlberxkan kepada penerima jasa parkir.

Dasar‘ pengenaan Pajak Parklr sebagaxmana dimaksud

yang tidak

maka yang

dljadlkai;—?__dasar pengenéén~~i5éjak Parklr sebagaimana
dlmaksud pada -ayat-(1)- adalah jumlah kendaraan yang
parklr dlLallkan tarif parklr khusus dikali 20% (dua puluh
perseratus) 5

Ketentuan mengena1 tarlf parkir khusus diatur dalam

Peraturan Bupat1 T L I T,




(1)

(2)

(1)

(3)

: Baglan Kedelapan
i PaJak A1r Tanah

i S Pasal 44
Dasar pengenaan Pajak;:mr Tana

Air ’I‘anah

Nilai * Pefoleha

éiéi.ah Nilai Perolehan

ir’ Tanah :dltetapkan sesuai dengan

penetapan. rnlal_ perolehan ,alr tanah oleh Gubernur

Sumatera Utafé untuk Kabupaten Sam051r
Tata Cara menghltung PaJak Alr Tanah Terutang adalah

N11a1 Perolehan Air Tanah dlkah tarlf Pajak Air Tanah.

e

- BAB VI .
TATA CARA PEMBAYARAN PENYETORAN, TEMPAT
PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN
- ~PENUNDAAN- PEMBAYARAN PAJAK

o Baglan Kesatu
Tata Cara Pembayaran; Penyetoran -dan Tempat
Pembayaran

e o Pasal 45 S
Pembayaran pajak d11akukan d1 Kas Daerah atau melalui
Bendahara Penerlmaan Badan Pendapatan Daerah.

Dalam' hal pembayaran pajak dilakukan melalui

Bendahara Penerlm_aan hasﬂ ‘penerlmaan paJak harus

, \ 1be . (tiga) hari kerja
setelah SPTPD d;sampalkam ke Badan ‘Pendapatan Daerah.
SKPD; SKPDKB SKPDKBT STPD ~Surat Keputusan
Pembetulan,‘ Surat Keputusan Keberatan dan Putusan |
Bandmg, menyatakan Jum‘lahw pajak yang harus dibayar

bertambah me_f

pakan;‘ asar.: penaglhan pajak dan harus

dlluna31 dalami Jangka wakty pahyng larna 30 (tiga puluh)
hari seJak tanggal dlterbltkgan | )

Apablla batas~waktu pembayaran Jatuh pada hari libur,
maka bata& waktu pemb;ayaran jatuh pada hari kerja

f l'

berlkutnya R Ie T EAR e

(4) Pembayaran........ /

et ISR SRS SR



(4) dilakukan setelah

bulan dlhltung penuh 1 (satu) bulan

(5) Pembayaran pajak yang terutang -sebagaimana dimaksud
pada - ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan
menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atau
tanda-- bukti -pembayaran lam—‘ yang -sah berdasarkan
peraturan perundang undangan e

(6) Untuk Pajak Reklame Permanen -selain- SSPD disertakan
pula stlker/cap -tanda lunas Pajak Reklame dan ditempel

pada-objek- reklame

~~~~~~ Baglan Kedua- -

Tata Cara Angsuran dan Penundaan ‘Pembayaran Pajak
J‘.‘lv. . J 1_ . I

Pasal a7 ; e‘.l L

R :
(1) Bupat1 mendelegaml?an liewenangan kepada Kepala Badan
BRI

mengangsur ’atap \menuntda pembayaran pajak dalam
SRS R RIed g i

kurun jyvavk't}gm t_erte_ntu 1setelah memenuhl persyaratan
yang ditehtukan,
(2) Persetuman I\intuk Vrriieriga:n'gsur atau menunda
pembayarar;wpajak sebagalmana dimaksud pada ayat (1)

T
i

dltetapkan,dengan %jSurat Persetujuan Kepala Badan

Pendapatan Daerah
i 1 Sy

(1)

terhadap pajak yang ;_asm harus dlbayar dalam SPTPD,
SKPD," SKPDKB SKPDKBT STPD Surat Keputusan
Pembetula“n, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan
Bandmg yang menyebabkan Jumlah pajak yang harus

dlbayar‘bertambah dengamketentuan sebagai berikut :

Tl e Y e R




(2)

(1)

(1)

(2)

harus

a. Permohonan "diaju,k_va_r"; . secara tertulis,

'Paj ak, menggunakan

dltandatangam oleh Wajl_i

diri (KTP/SAIM/Paspor), bagi
Wa_]lb Pajak berbentuk Badan harus disertai
fotokopl Surat Izm Usaha Perdagangan;

2a- f.O._tOkop.l:ﬁSP’.l‘PD;:_SKPD,' SKPDKB, SKPDKBT, STPD,

.+ --Surat -Keputusan ‘Pembetulan_;q Surat Keputusan

: - Keberatan ,a,ta‘u'Pu_tlﬁs_an Banding;

3. surat - kuasa: - bermaterai - cukup bagi | yang
dikuasakan;’ -: - |

4. surat -ff;pernyataan\--ibcrmaterai cukup mengenali
‘kesanggupan = untufc ‘pembayaran angsuran atau
penundaan pajak f o

Surat permohonan ‘; xmengangsur -atau  menunda

pembayaran iIpajak d1tUJukan "kepada Kepala Badan

Pendapatan Daerah " '- | o

1
Permohonan mengangsur atau menunda pembayaran

pajak dlajukan sebelumgatuh ternpo pembayaran

leecuah ¢

ayat’ (1) adalah Palak Hlburan Ir131der1t11

Pas'a'.l 50 '

e

Pembayaran-angsuran dlberlkan pahng banyak untuk 6
(enam) kah angsuran dalam Jangka waktu paling lama 6

(enam). bulan berturut turut

o~ EIAP PN .,\,»,4.\.-'

lv,'..‘... e ': .

Pembayaran secara angsuran sebagalmana dimaksud

'," r‘




(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

Perhltungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai
berlkut : : : e

pembagian

C. pokok: paJak angsuran adalah hasﬂ pembagian antara
Jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan
Jumlah bulan angsuran; '

d. bL_mgezz—_g-adal_@h; hasil-- perkallan antara Jumlah sisa
angsuran dengan bungg sebesar 2% (dua persen);

e. besarnya- ‘pajak:ryec_:ng'; ~harus - dibayar tiap bulan
angsuran -adalah p_okg)k“ pajak angsuran ditémbah
dengan bunga seb_e'sér_- ~2°/okl(dua‘gper‘sen).

Terhadap -jiurnlah.angsu;ran:_' yang?haru_s dibayar tiap bulan

tidak ;ldap)ié:t»'--dibayar. f.deir_xgar‘li;vangsuran;- lagi tetapi harus

dilunasi‘.tiap bulan.- - - - |
o - Pasal 51 .

Penundaan pembayaran pajak -diberikan paling lama

untuk 3 (tlga) bulan terhltung mulaitanggal jatuh tempo

pembayaran e ang - i term 'c’:[;;dalam ‘SKPD, SKPDKB,

:tusan >Pembetu1an Surat
K

Keputu‘ Q‘Kebe ta 1€

L

1

Perhltungan untuk penundaan pefnbayaran pajak adalah

sebaga1 be‘rlkut DRSS O S R

a. perhltungan vburxga dlkenakanrterhadap jumlah pajak
terutangﬁyang -akarn: dltunda yaltu hasil perkalian
eintara bunga 2% (dua persen) denga jumlah bulan
yang dlturrda dlkahkan; dengan utang pajak yang akan

dltunda"’ o

b. besamya TJ ’mvlah ya,-ng‘harus dlbayar adalah jumlah

ut:angI paja i_:yang d],tunda dltambah dengan jumlah
bunga 2% (dua persen) per bulan

c. penundaan........ /




: pa k‘ E.::‘harus dilunasi

) _ Pasal .52
(1) Terhadap utang pajak yang telah diterbitkan surat

keputusan:'angsuran atau penundaan pembayaran pajak,
tidak dé};éi lagl dlajukan permohonan untuk mengangsur
atau menunda pembayaran pajak ‘ .

(2) Wajib- Pa_]ak atau« Penanggung Pajak yang mengajukan
permohonan -untuk - mcnga_ngs.ur --atau  menunda
pembayaran - pajak- sebaga:imana;' dimaksud dalam Pasal
49, f‘,térrliyata 'fnerripunyai ESKPDLB maka pengembalian
kelebihan pembayaran pajak "yang telah ditetapkan
tersebut'langSung diperhitungkan untuk melunasi terlebih
dahulu_;u~fa{ngf-pajak§\yang aéia-~ e

(3) Utar‘lg;gpajékn_- sebagaimana - dimaksud pada ayat (2)
merﬁpa‘-kén sisa utang -p'ajak»--atas nama Wajib Pajak yang
tercantum pada STPD SKPDKB SKPDKBT dan utang

pajak lamnya yang sudah terutang

Surat Perset juan - angsuran; ;atau "penundaan pembayaran

pajak dlnyaﬁakam tldak ber]aku(.apablla Wajib Pajak atau
Penanggung; ¢Pa_]ak mengajukan-~»permohan pembetulan,

keberatan;:: gugatanm--;- watau - banding, atau

pengurangan-/‘ipembatalan suratf v ketetapan pajak, yang
ISR

berkaitan® dengan utang{

paj_ak yang;duzmkan untuk diangsur

atau dltunda

Wajib Pajak atau Penanggung Rajak yang melanggar ketentuan
dalam Surat Keputusan angsuran ~atau  penundaan
pembayaran pajak ~maka- Kepala Badan Pendapatan Daerah

melaksana}gan: tindakan »penagl,ha_n‘_ pajak. -



- bmemberlkan ‘Surat Persetujuan/

(2) Apablla Janﬂgka waktu»*sebagavlména idlmaksud ayat (1)
telah lewat tetapl Kepala Badan Pendapatan Daerah tidak
memberlkan suatu Pesetujuan/ Penolakan permohonan
pembaya_ran angsuran at,aupenundaan pembayaran pajak
yangjd_i.‘ajul_{ar_l;_te_rs‘ebup d_iaﬁggap dikabulkan. |

(3) Dalam jangka waktu paling-lama.7 (tujuh) hari terhitung
sejak . waktu sebagaimana‘dimaksud»padé ayat (2), Kepala
Badan- Pendapatan- Daerah - harus- menerbitkan Surat

Perse’tuj@a_n angsuran ,atau?pcnundaan pembayaran pajak.

. Pasal 56
(1) Permohonan angsuran- atau‘ penundaan pembayaran pajak
yang - dlSGtUle harus & dibuatkan -Surat Persetujuan
Pembayaran yang . d1tandatangan1 oleh Wajib - Pajak dan
Kepala-l Badan Pendapatan Daerah ,
(2) Wajib!- PaJak yang telah mendapat persetujuan pembayaran

T

secara angsuran atau penundaan pembayaran pajak pada

’
P:o‘

,‘Pajalc _Kelpala Badan Pendapatan

t{‘.




(1)

(2)

(4)

(5)

(6)

(7)

BAB VII :
KEBERATAN DAN BANDING

Baglan Kesatu
Keberatan

: Pasal 57, R
Bupat1 mendelegas1kan kewenangan kepada Kepala Badan

Pendapatan untuk
menyelesa;kan:‘keberatan yang dléiukan oleh Wajib Pajak
atau Penanggung Pajak atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDLB dan SKPDN.

Kebcratan 2 diajukan __»s,,‘cjc.atg, tertulis dalam bahasa
Indonesia d;e_nganj{meh'g‘e;nvu:kakanj”jumlah pajak yang
terutang menurut penghltungan Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak dengan dlsertal alasan yang menjadl
dasar penghitungan. . . . _
Keberatan -~ harus‘diajl;lkér{ dalam jangka waktu paling
lama -3 (tiga) bulan: sejak tanggal dlterlma surat ketetapan
pajak sebagdimana. dlmaksud ppada‘ayat (1) kecuali apabila
Wajib - Pajwakvwdapatp-_m_cnumukkan bahwa jangka waktu
tersebut rtidak" dapat dlpqnuhl karena keadaan di luar
kekuasaannya ~ e '

Dalam -::hal - Wa_]lb mPaJak - atau ‘Penanggung Pajak

mengajukan keberatan ata{s ‘surat ketetapan pajak, Wajib

Pajak 'Wajlb meluna31 pajék" yang mas1h harus dibayar
A
palmg sedlkat sejum ah‘iyan rtelfah dlSGtu_]Ul Wajib Pajak

'é_._—'{pe : “‘erlksaan sebelum

dlmaksud. pad _‘ay‘at (2) ay‘atf«:(B), ;dan ayat (4) bukan
bl ée ;
merupakang] ’urat ,j;_;_:-‘;k¢b_erataf1<1;- - - sehingga tidak

‘h« ﬂi‘ ik

dlpemmbemgkan

Dalam ,héf 7pengajuan keberatan ‘belum memenuhi
k ‘ ‘,tetap1~~ maslh dalam jangka  waktu

sebagaxmana dlmaksud r,pada ayat (4) Kepala Badan
i AL

Pendapatan Daerah dapat memlnta Wa_]lb Pajak untuk

n"! AR

Badan Pendapatah Daerah atau tanda pengiriman surat
keberatan melalu1 pos dengan buktl pengiriman surat
menjadl tanda bukfl penerlmaan surat keberatan.

Pasal 58 ........ /



,-;'%DKB, SKPDKBT,

;- berpendapat bahwa
omset/ukuran/kuantltas/volume objek pajak tidak

sebagaxmana }mestmya dan/atau

b. Terdapat perbedaan penafswan peraturan perundang-
undangan Pajak Daerah sebagalmana tertuang dalam
Peraturan Daerah

Keberatan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) digjukan

secar_a‘pc;rorangan_. pom e d T

.......

Pengajuan keberatan. secara -perorangan sebagalmana

dlmaksud ‘daiam Pasal- 58- harus memenuhi persyaratan :

a. satu . -surat . - ::--.ks_ibc,rat.an-;: ~untuk 1 (satu)
SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN'

C. dlajukan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah;

d. ~d11amp1r1 asll SKPD/r SKPDKB/ SKPDKB’I‘/ SKPDLB/

e.
f. jumlah»i-i{Pajal{ ~daerah yang terutang
menurut« perh1tungan Wa_]lb Pajak disertai dengan
g. dla)ukarr K alam Jangka waktu 3: (tlga) bulan sejak
' SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN

h.

Waybx Pajak harus dllampm dengan surat kuasa.
Tanggal rpenerlmaan surat Keberatan yang dijadikan dasar

untuk;’ memproses surat Keberatan adalah :

'-q, i

-k 5._:,

a. tanggal .............. /




l :'l,lterlma surat ata ‘dar ‘tempat pelayanan

atau_petugas dalam _a;;»_vlsampalkan secara langsung

oleh Wéyb Pajak atau.kuasanya ke kantor Badan

Pendapatan Daerah atau_"

b. tanggal an:da penglrlmah surat Keberatan dalam hal

pos dengan buktl pengiriman

dlsampalkan' _melalul

Dalam hal‘pengajuan Keberatan tldak dapat dipertimbangkan
sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 59 ayat (1), Kepala Badan
Pendapatan Daerah dalamqangka waktu pahng lama 14 (empat
belas) hari- kerja fvscjalg;_itangga} penerimaan- surat Keberatan
sebagaimana ~dimaksud- -_da}ar‘;n “Pasal -39 ayat (2), harus
memberitahukan secara ter‘tulis;(_:lvisertai alasan yang mendasari
kepada Wajib ' Pajak. atau -kuasanya dalam hal pengajuan

i

Keberatan secara 'perorangan. ; --

‘ ‘ ‘ Pasal 61
Pengajuan Keberatan tldak menunda ‘kewajiban membayar
Pajak Daerah yang_ teru\tang»-gign p_elak_san_aan penagihan pajak.

O P -
A T .
' o

o -~ Pasal 62

(1) KepalaABadan Pendapatan Daerah dalam jangka waktu

paling:: 1ama 12 (dua”’
\é( ‘

i 'drterlrna secara lengkap harus memberi

’,las) bulan' sejak tanggal surat

keberatz*m i

‘i'eberataﬂn yang dlajukan
(2) Apab'ilf
(1) telah lewat teta_

mefnberl ,..f;, ‘

K keputusan,
: ‘yang A

yang- 'dltunjukm ;
perrﬁohonan - keberatan r'
dlkabulkan .

(3) Keputusan Kepala Badan/fPendapatan Daerah atas

gijiéjukan dianggap

keberatan - fdapat»«berupar - menga-bulkan - seluruhnya atau
sebagian; menolak atau menambah besarnya jumlah pajak
yang masih harus dlbayar .

(4) Keputusan - Kepala - Badan Pendapatan Daerah atas
keberatan tidak - menghllangkan hak: Wa_]lb Pajak untuk

mengajukan permohonanlmengangsur pembayaran




(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 63

Keputusan keberatan ; dltetapkan berdasarkan hasil

1€ lltlan lapangan

peneht1an kantor dan/atau pe
elitian saiman: ‘ada ayat (1) dilakukan

a§:;1nyg :.d1tuangkan dalam

Dalam hal ke;;utusan Kégéjratan fnenyebabkan perubahan
data dalam SKPD/ 'SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDLB/
SKPDN Kepala Badan* Pendapatan Daerah menerbitkan
SKPD/ SKPDKB/-- SKPDKBT/ "SKPDLB/ SKPDN baru
berdasarkan keputusan Keberatan. - “-

SKPD/‘_-»__S_KPD‘KB/»~_~,_SKPDI<;BT-/. - SKPDLB/ SKPDN baru
sebagaimana d_i,mak_sp_d;.pafda ayag_}(l‘«)_-:tidak bisa diajukan

Keberatan.- s - - u «}

) Baéian;Kedl\i’a‘
o Banding.

T Pasal 65
Wa_]lb Pajak dapat mengajukan permohonan banding

hanya kepada Pengadllan PaJak terhadap keputusan

mengcinal _keberatan yang }dltetapkan oleh Kepala Badan

dengan alas‘an'yang ‘elas“tdalam Jangka waktu paling lama-
Hri " .?

3 (tlga). bulan sejak ;'keputusan keberatan diterima, dengan

A p\,« s

d11arnp1r1 sahnan darl surat keputusan keberatan tersebut.

[

Pengajuan . permohonan , bandmg menangguhkan
kewajlban membayar Pajak sarnpa1 dengan 1 (satu) bulan
sejak:tanggal-penerbitan .PL}.tusa,n -Banding.

. - : e e .
B N T I a a LT
PR A . . R S .7 RN

bvi";‘ o '* ' - S Pasal 66 y

Wapb Pajak hanya dapat méngajukan 1 (satu) kali

ps-l (satu) keputusan

Terhadap 'Eandlng dapanfdlajukan surat pernyataan

pencabutan kepada Pengadllan Pajak oleh Wajib Pajak.
! l] )

Pasal 67 ..coco..oe.n/




seluruhnya, keleblhan embayaran pajak dikembalikan

dengan dlltarnbah 1mba1an ;bunga sebesar 2% (dua persen)

sebulan';'f ntuk Jangka waktu palmg lama 24 (dua puluh
empat) bulan SRR | 5 B
(2) | Imbalan bunga sebagalrh;na dlmaksud pada ayat (1)
dlhltung ‘ sejak bulan pelunasan . sampai dengan
dlterbltkannya SKPDLB ‘ , |
(3) Dalam- hal keberatan Wajlb PaJak dltolak atau dikabulkan
sebagian; Wajib: Pajak d1kena1 sank31 administratif berupa
denda-sebesar -50% (hma puluh persen) dari jumlah pajak
berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak
yang;,telah‘; dlbayar sebelum? r_r;iepgajuka_n keberatan.
(4) Dalam ~ha1—»~Wéjib- Pajak fnerglgéjukaén‘per»mohonan banding,
sanksi Ladmlmstratlf berupa denda sebesar 50% (lima

puluh persen)»-v-sebagalmana dlmaksud pada ayat (3) tidak

dlkenakan T =

(5) Dalam hal* permohonan bandmg ;dltolak atau -dikabulkan

sebaglan Wajlb PaJak d}kena"{sankm adlmmstratlf berupa

‘:"“' ersen) darl jumlah pajak

‘ 'andlng i~ d1kurang1 dengan

-~'h-ftelah -dibayar sebelum

.

TATA CARA PEMBETULAN PEMBATALAN PENGURANGAN
KETETAPANi DAN PENGHAPUSAN 'ATAU PENGURANGAN
v SANKSI ‘ADMINISTRATIF_IPAJAK DAERAH

Pendapatan Daerah karena Jabatannya atas permohonan Wajlb

Pajak dalam hal:

a. membetulkan SKPD, SKPDKB SKPDKBT atau STPD,
SKPDN*’ atau SKPDLB yang tidak benar dalam

’ - -

pener_bltannya,

.. b. membatalkan ..../

i

l

l
\

i
i
K\..
!

H

i




membatalkan : S __P

"DKB JZSKPDKBT atau STPD,
SKPDN atau SKPDLB yang tidak-benar;

mengurangkan,:;ketetaf)an". pajak térutang berdasarkan
pert1mbangan kemampuan mernbayar Wajib Pajak atau
kOI‘IdlSl tertentu obJek Pajak dan »

mengurangkan,atau menghapuskan sank31 administratif

berupa bunga deznda an kenalkan Pajak Yang Terutang

menurut peraturan pe:rurl ang undangan perpajakan

daerah dalam hal Sal’lkSI : tersebut dlkenakan karena

kekhllafan Wajlb Pajak atau bukan karena kesalahannya.

oA g TN T T

o Baglan Kedua
Tata Cara Pembetulan Ketetapan Pajak Daerah

Pasal 69

Pembetulan SKPD SKPDKB SKPDKBT atau STPD, SKPDN
atau SKPDLB yang ‘tidak benar mehputl

a.
b.

C.

(1)

kesalahan tuhs ' Ly
kesalahan hltung, dan/ atau

kekellruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan

perundang undangan perpajalban daerah

Pasal 70
D "’,'}H By "‘f "

n sebagalmana dimaksud dalam

'u'\i t ’1

vdlajukan ' secara  tertulis,

b. surat"' permohonarr»dlajukan untuk 1 (satu) surat

. .
-ketetapan g LR 2 SRt

C. melamplrkan persyaratan \
fotokopr 1dent1tas d1r1 (kartu tanda penduduk/surat

1zm mepgemudi/ paspor)

,‘2 surat 1kuasa bermaterai- qukup bagi yang

f’ dlkuasakan dan G

s ‘r3 data pendukung ..../




(3)

(M

(4)

3 data pendukung yang dapat menunjukan bahwa
SKPD SKPDKB SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau
SKPDLB tersebut tldak_fbenar

Waktu'ipenerlmaan permohonan yang dljadlkan dasar

: empat ~.pelayanan atau

petugaé | atéu ‘
b. tanggal bukti | péﬁca‘;rirriaan-' “surat permohonan

pcmh_etulgnad_gljagn- ha}l-é_d_isampa‘ikanr melalui pos, jasa

’éks'ped‘isia'tau jasa :kuri%r.“,

e i

e s s Pasal 71 -
Untuk«memastlkan SKPD SKPDKB SKPDKBT atau S’I‘PD
SKPDN ‘atau - SKPDLB l yang —-tidak benar dalam
penerbltannya sebagalmana dimaksud - dalam Pasal 68
huruf- a, wa_]lb dllakukan penehtlan setempat dan/atau
penehtlan adrnmlstrasx oleh Badan Pendapatan Daerah.
Dalam - rangka penehtxan --setempat-- atau penelitian
admmlst:jasr Kepalav Badan ‘Pendapatan Daerah dapat
menugaskan pe_]abat dan/atau pelaksana yang memiliki

kemampuan tekms dan admlmstras1

‘L

a‘ngg'tldak benar dalam

ud_tuk membetulkan

Has11 penehtlan admlmstratlf sebagalmana dimaksud ayat

(1) - d1£uangkan _dalam formuhr penehtlan administrasi



(2)

(3)

(2)

Daerah tldak'ﬁmemberl Suatu keputusan permohonan

pembetulan yang dlajukan dlanggap dikabulkan dan
dlterbltkan keputusan | pembetulan sesuai dengan
permohonan Wa_]lb Pajak dalam Jangka waktu paling lama
1 (sa_tu) bulan yseja}kjangkazwaktu berakhir.

e Baglan Ketlga :
Tata Cara Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah

o] Pasal 73"
Pembatalan SKPD SKPDKB SKPDKB’I‘ atau STPD, SKPDN
atau. SKPDLB yang tldak benar sebagalmana yang
dlmaksud dalam Pasal 68 huruf b, mellputl
a. ‘SKPD SKPDKB SKPDKBT ‘atau STPD, SKPDN atau
"SKPDLB ganda o
b. .‘Objek Pajak tldak ada, ,

: N
3 - -

- g
13

C. ‘Objek atau subjek pajak yang dlnyatakan batal demi

hukum dan/ata{l R T
d. 'penetapan“ sebag‘al"iWajlb m:aJa _ atas obJek Pajak yang

be]um Jelas dlketghul Wajlb Pajaknya
Permehonan’* pembatalan sebagalmana dimaksud pada

ayat 1) dapat dlajukan‘WaJ} 4 Pajak atau kuasanya secara

R

perseorangan atau secara k!olekt"f. L

’.

"»,yang dx?Jukan oleh Wajib Pajak

.‘:Z ! 1«
2 —perseorangan sebagalmana

2),: déngan ketentuan

a. permohonarﬁ_f‘r harusw dlajukan ~secara tertulis,

»dztandatangam.;{oleh Wajlb Pajak atau kuasanya
.menggunakany v bahasa1 1ndon631a ~dan menyebutkan
-alasan yang mendukung permohonannya

b. surat permohonan diajukan untuk 1 (satu) surat

ketetapan

e e T

c. melampirkan ...... /




.
b

1T bermateralcukup bagi yang
iff:d1kuasakan, | 'I
‘.'Si.i.:data pendukung yang dapat menunjukan bahwa
"’§SKPD SKPDKB SKPDKBT atau 'STPD, SKPDN atau
”§'}JSKPDLB:ersebut tldak benar '

(2) Permohonan pembatalan yang dla_]l.»lvkan secara kolektif
sebagaxmana dxmaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dengan
ketentuan sebaga1 berlkut |
a. dxajukan oleh Camat{ Kepala De%a/ Lurah setempat;

b. mel_a,mplrkan:\p.ersyar.at@n‘data.pe,ndukung yang dapat
menunjukkan bahwa SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau
STPD, SKPDN atau SKPDLB tersebut tidak benar.
(3) Waktu: fpe_nerimaan»»--pervm,c?)honan- -yang dijadikan daéar
diterirﬁé'atau-tidaknya permohonan Wajib Pajak adalah
a. tanggal terima surat permohonan pembetulan dalam
--—hal *dlsampeukan secara langsung oleh Wajib Pajak
-atau kuasanya melalm tempat = pelayanan atau
vpetugas atau . |

b. ‘tang%gal ‘buktl : penerlméan surat permohonan

KA
perri‘bqtulan dalam hal dlsampalkan melalui pos, jasa

eks ‘dlSl at: “ ujasa kurlr

(1)

DU T T
:ajib }dttakulian» penehtlan setempat

i,;‘

Daerah~ .

(; Lt T

(2) Dalam rrangka penelltlah"" se’tem‘pat “atau penelitian
admmlstra31 :Kepala-. Badan Pendapatan Daerah dapat
men%)‘gaskan pejabat dan/ atau pelaksana yang memiliki
kemampuan teknis dan’ adrmmstram

(3) Hasil: penelltaan setempat- sebagalmana dimaksud ayat (1)

dltuangkan dalam ‘Laporan- ‘Hasil Penelitian.

(4) Laporan ..eeu........ /




(4)

(5)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Laporan Hasﬂ Penehtlan sebagalmana dimaksud pada ayat
(3) harus memastlkan SKPD SKPDKB SKPDKBT atau
STPD 'SKPDN atau SKPDLB yang tldak benar dalam

untuk membetulkan

: zdasar

Pasal 76

Permohonan ‘pembatalan-yang-tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud da}am Pasal 74 ayat (1) dan ayat
(2 )""‘dianggap--? bukan 'vmérupakan surat permohonan
sehingga, tidak dlpertlmbang,kan _

Dalam hal permohonan ‘pembatalan tidak memenuhi
ketentuan,, Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam
jangka waktu palmg lama 1,4 (empat belas) hari kerja sejak
tanggal penerlmaan surat permohonan pembatalan harus
memberltahukan secaré | tertul kepada Wajib
Pajak/kuasanya atau kepala *desa/ lurah disertai alasan

yang mendasar1~- - « R I N

- ;Pasal 7T

k' rPendapatan D.aerah dalam jangka waktu

;bulam sejak t%nggal penerimaan

yang~d1a3 :kan

Keputusan’sebagalmanar'di'méksud'pada ayat (1) dapat

berupa'mengabulkan atau ~menolak permohonan Wajib
Pajalc - 1 U

oo

Apablla dalam Jangka waktu sebe;galmana dimaksud pada
ayat (1) telah lewat'*tetapr‘Kepala Badan Pendapatan
Daerah' tldak memberl suatu keputusan permohonan
pembatalan yang d1ajukan dxanggap dikabulkan dan
dlterbltkan keputusan} pembatalan sesuai  dengan

s i i

permohonan Wajlb Pajak d§alam jangka waktu paling lama

Bagian Keempat ..../



Chy

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

T : Baglan Keempat N
Tata ra Pengurangan Ketetapan Pa_]ak Daerah

ksud: :.:dalarn Pasal 68

ﬂ{az‘ri;fpfermohonan Wajib

Penguran a'n PaJak teru ang Wajlb Pajak sebagaimana
dlmaksud-;:epada ayat (1) hanya dapat diajukan secara

perorangan o i

i
4 .

Pasal 79
Permohbnan‘l-v i~pen‘gurangan-- yang ~-diajukan  secara
perorangan sebagalmana dlrnaksud dalam Pasal 78 ayat
(2} harus - memenuhl persyaratan dan dokumen
pendukung sebaga1 berlkut l}
a. ‘setlap permohonan dlajukan untuk 1 (satu) SKPD,
- SKPDKB; SKPDKB’I‘ atauw STPD atau SKPDLB;
b. -idlajukan secara tertulls dalam Bahasa Indonesia;
rsurat kuasa (apablla dlkuasakan)
d. SKPD SKPDKB SKPDKBT atau STPD atau SKPDLB
‘yang belum kadaluwarsa menurut  ketentuan

--perpajakan yang berlaku

a. tanggad terlma' surat permohonan pernbetulan dalam -
R ‘i‘x ‘AT)"
a"disampalkana secara langsung oleh Wajib Pajak

At : Wajib Pajak
berdasarkankan’ pert1mbangan«~ kemampuan membayar
Wa_]lb ’Pajak dalam hal - ‘

1. objek Pajak yang Wa_]lb Pajaknya orang pribadi veteran

pejuang kemerdekaan veteran pembela kebenaran,

e 'tf:.. 1

penerima .............. /




ey

(4)

(1)

_penghasﬂannya sernata mata berasal dari pensiunan

“dapat dlberlkan pengurangan pahng tinggi sebesar

: / (tLULlh puluh hrna persen)

3. -:objek ';"Pajak yang Wa_]lb Pajaknya orang pribadi yang
.'berkategorl mlskm dan dlkuatkan dengan surat
'keterangan mlskm dan desa/ kelurahan sehingga
kewajlban/ ‘membayar- 1Pajak Daerah sulit dipenuhi
dapat diberikan pengurangan palmg tinggi sebesar
75% (tujuh puluh lima persen.);

4. objek paja_k yang w’ajil.;) pajakﬁya orang pribadi atau
ba_dan; - mengalami - ikesulitan - atau  berkurang
ke‘mampuan'se,cara; _ek(imomiv sebagaimana akibat dari
kond‘isi _internal “-dan -eksternal wusahanya yang
mengaklbatkan berkurcmgrgya kemampuan membayar

pajak dapat d1ber1kap1pengurangan paling tinggi

sebesar 50% (hma puluh perscn)

itu sendlrl,_dalam hal ; -
1. Kejadran dxluar ﬁ}gemampuan manu51a seperti bencana

:’dan lamnya yang dmyatakan sebagai

Pengurangan dan pembebasan -atas pokok pajak harus

dlsampalkan kepada Badan Pendapatan Daerah dalam

a. 3 (tlga)§;- bulan terhltung sejak tanggal SKPD, SKPDKB,
SKPDKB’I‘ atau STPD atau SKPDLB

4 eewar e




(3)

(4)

terhltung seJ ak tanggal

" ‘bulan terjadinya

dllaksanakan apab11 ‘ :

a. tldak mem111k1 tdnglgékén Peijék Tahun Pajak
‘sebelumnya atas obJek pajak yang dimohonkan
pengurangan,- dan e o

b. tidak -diajukan-- -keberatan atas SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT-atau -STPD- atau-SKPDLB yang dimohonkan
pengurangan atau dalam hal diajukan keberatan telah
ditérbitkan;sura‘_t--kevputiusan keberatan dan atas surat
keputus_an_--pkebera_tan;; ~dimaksud tidak diajukan
-banding.- - - U

Khusus untuk ,pe_rr.no‘honar»_l pembebasan atas pokok pajak

sebagaim‘ana;dimaksud ~--péda~--Pasal»380 ayat (4) poin 2

harus- dlsampalkan kepada Badan Pendapatan Daerah

sebelum pelaksanaan fungql objek.

. ‘ ;’.l
tl ) J

Dalam rqngk& ~pe_ell "an setempat atau penelitian

admxmstrasg rKepalal__:ad.ian Pendapatan Daerah dapat
menugaskan -pejabat dén/atau pelaksana yang memiliki
kemampuan teknis dan admmxstram

I—Iam‘l penelltlan setempat sebagalmana dimaksud ayat (1)
dltuangkan dalam Laporan Hasﬂ Penehtlan

Laporan hasﬂ penehtlan sebagalmana dlmaksud pada ayat
(3) harus memastxkan ‘kegnampuem membayar Wajib Pajak

atau kOl’ldlS} tertentu:;objéi pajalc sebagau dasar untuk




(S)

(1)

(1)

(2)

(3)

. tldak memenuhi

ketentuan sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 80

dlanggap‘ b kah merupakan surat perrnohonan sehingga
tidak dlpertlmbangkan

Dalam hal permohonan pengurangan tidak memenuhi
ketentuan, Kepala- Badan Pendapatan Daerah dalam
jangka- waktu paling-lama- 14 (empat belas) hari kerja sejak
tanggal -penerimaan surdt ,per;rnohonan pengurangan
sebagalmana dlmaksud dal‘am_‘“v Pasal 80 harus
memberltahukan sqcara tertuhs kepada wajib
pajak/ ’-kuasanya:«-~ CaT T ” |

- - Pasal-83 -

Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam jangka waktu
palmg lama -6 (enam}- bulan -sejak - tanggal penerimaan
permohonan( penguranga‘:n - secara - -lengkap, harus

member kan keputusan atas permohonan pengurangan

g “',.,»-a-.-. b

}.\ R

i
i
.

Keputusa%i $ 'bégalmana dlmak ud pada ayat (1) dapat

s
|
1
i

Apablla‘dalam Jangka 'waktu sébégalmana dimaksud pada
ayat ' (II) telah 1ewat *tetapr'Kepala Badan Pendapatan
Daerah "txdak memben suatuA keputusan, permohonan
pengurangan yang: dlajukan dlanggap dikabulkan dan
dlterbltkan ‘keputusan pengurangan sesual dengan
permohonan Wajlb Pajak dalam Jangka waktu palmg lama

1 (satu) bulan sejakjangka?waktu berakhlr




Ty

(2)

(1)

Baglan Kellma _
Tata Cara Penghapusan atau Pengurangan Sanksi
o Admmlstrastlf Pa_]ak Daerah

B - Pasal 84
Permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi

adrnmlst'ratlf sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 68

hurufdfdlajukan secara perorangan |

Permohonan : penghapusan atau pengurangan sanksi

admmlstratlf sebagalmana dlmaksud dalam ayat (1) harus

memenuhl persyaratan sebagal berlkut

a. setlap permohonan dlajukan untuk 1 (satu) SKPD,
V‘SKPDKB SKPDKBT atau STPD atau SKPDLB;

b. leajukan secara tertuhs dalam Bahasa Indonesia;

c. mengemukakan besamya persentase penghapusan
~atau--pengurangan- sank31 -administratif yang diminta
~disertal alasan-yang jelas; <"~

d. v‘m‘elampifrk'an sufat j‘-akuaisa ~dalam hal surat
-.permohonan dltandatangam bukan oleh Wajib Pajak;

e. ;melunam pokok pajak fyang dlmmtakan penghapusan

i

'fatau pengurangari sani(SIIadmlnlstratlf

IR .
drpie ity

v menurut ketepttlja“rr pérpalalgan‘ yang berlaku dan

pelunasan pokok pajak’yang dlmmtakan penghapusan

atau pengurangan sanks1 admlmstratlf

‘u| Sou

Waktug fpenerlmaan permohonan yang dijadikan dasar

dlterlma;iatau tldaknya perrpohonan Wajlb Pajak adalah
é . .
a. tanggal er;ma surat permohonan pembetulan dalam

SKPD SKPDKB,{ SKPDKBT atau STPD atau SKPDLB yang

telah dlajuka.‘ permohonan1 penghapusan  atau

pengurangan’ sank31 admmlstratlfh tidak dapat diajukan

kemball



(2)

(3)

Permohonan penghapusan ataﬁ pengurangan sanksi
admmlstrauf lyang: tldak ‘memenuhi  ketentuan
sebagalmana dlma'ksud'dalam Pasal 84 dianggap bukan
al permohonan _ sehingga  tidak

dipéfr'tifr}{‘ﬁ ngk f

Jangka wéktﬁ fJalmg lama 14 (eﬁqpat belas) hari kerja sejak
tanggal penerlmaan surat permohonan pengurangan
Sebagalmana dimaksud - dalam ayat (1) dan ayat (2) harus
memb»e‘rﬂg_tahukan:;»- ~-—secara_» ~'~ tertulis -~ kepada Wajib
Pajak/kua_sanya atau--kepala-desa/lurah disertai alasan
yang mendasari: - - - -
_‘ . . Pasal 86 - -

I(epala~;-Badan Pendapatanﬁ Daerah dalam jangka waktu
paling :lama -6 A_~(er:1_ar_r1)—-;»bu§lan' .sejak -tanggal penerimaan
perm(:aﬁon‘:an- Avpenghapus_aél; ‘atau * pengurangan sanksi
admlmstratlf secara : le‘ngkap,«--« harus  memberikan
keputusan atas permohonan pembatalan yang diajukan.

[

Keputusan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1), dapat

t

. H.'

berupa fmengabulkan atay menolak permohonan Wajib

penghapusan atau par}g .angan ﬁank31 administratif yang

R

dlajukan dlanggap dlkabulka dari dlterbltkan keputusan

permohonan penghapusan ~atau | pengurangan sanksi
admlmstratlf sesua1 dengan permohonan Wajib Pajak
dalam Jangka waktu pahng Iama 1. (satu) bulan sejak

Jangka waktu berakhlr b

BAB X e/




(2)

(3)

(4)

: BAB X
 TATA CARA PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

gan kepada Kepala Badan
: ,tannya ‘atas permohonan
; : ..:_f’;‘;pgngembahan kelebihan
pembayaran paJak ; i
Keleblhan pembayaran '.Esebaééi"r‘nana dimaksud pada
ayat(l) terjadl apablla - |
a. :Pajak ‘yang dibayar ternyéta besar dari yang
seharusnya terutang, atau
b. "dllakukan pembayaran{ Pajék yang tidak seharusnya
| terutang. ‘ o .is; o
Permohonan sebagalmana.dlmaksud pada ayat (1) harus
memenuhi- persyaratan e ; S

a. _permohonan dxajukantsecara tertuhs dalam bahasa
|

t

Indonesia-- dengan . mencantumkan besarnya
@pengemballan yang- dlmohonkan dlSCI‘tal alasan yang

- jelas;» _:,r~~_v~;l;';-j R L
b. ! permohonan dllampm ‘fotokopl 1dent1tas wajib pajak

“atau - foto'kopl 1dent1tas pepe\mr\na kuasa apabila

dalam hal dltandatanganb oleh -bukan wajib pajak
’ n'f o ’
. har "srdﬂamplrl surat kuasa bermateral cukup.

i

Waktu

‘:pénerlmaan permehonan ‘yang dijadikan dasar

dlterima afau tldaknya permohonan Wajib Pajak adalah :

l

a. tanggal terlma surat permohonan pembetulan dalam

hél dlsampalkan secara langsung oleh Wajib Pajak

I
’1

aiau,___fkuasanya ‘ melalLu 3 :tedmp‘at - pelayanan atau




(1)

(1)

Perrﬁbh’?ﬁ_‘néh pengembahan yang tldak memenuhi

ana dlmaksud pada ayat (3)
¢ bagal permohonan SChmgga tidak dapat

Berdasarka ‘hasﬂ pemerlksaan atau penelltlan terhadap

permoho\na J‘}:)ti“rl‘g<3mba1llar1 sebageu dimaksud pada Pasal

87 ayat (3) dalam Jangka Waktu palmg lama 12 (dua belas)

bulan seJak tanggal dlterlmanya permohonan

pengembahan keleblhan pembayaran pajak Kepala Badan

Pendapatan Daerah - harus menerbitkan :

a. .._SKRI;)LB,',-apabila,jvumlaih;ﬁp_aja{k-~ yéng dibayar ternyata
lebih:besar-dari yang seharusnya terutang;

b. Surat: Pemberitahuan, apabila jumlah pajak yéng
dlbayar sama dengan- Jumlah pajak yang seharusnya
«terutang, AtAU" v c T e

C.. SKPDKB -apabila Jumlah pajak yang dibayar ternyata
,kurang dari, Jumlah pajak yang seharusnya terutang.

Apablla Jangka waktu sebagalmana dimaksud pada Pasal

87 ayat (9) - terlampaul dan Kepala Badan Pendapatan

n suqtuL keputusan permohonari

Shihh

Daerah tldak me;rnberd

pengemb ‘_‘han pembayara‘n Pajak dlanggap dikabulkan

‘-’U“'i“ T

Pengembahan ;keleblhan pembayaran Pajak dilakukan

U’if&

Jlka pengemb llan‘_kel‘eblhanl pembayaran Pajak dilakukan

keleblhan pembayaran PaJ&k _

AL 1 B TR S T 'j [N [h R
Es ,'" J: ,"7 :: A“{ N ‘~. ..’I:" - Pasal 89
Keleblhan pembayaran paJak dlperhltungkan terlebih

dahulg»fie.ngan utang-.pajalﬁ-}amnya, :




(2)

(3)

(2)

Atas dasar persetujuan;WaJlb Pajak yang berhak atas
keleblhan pembayaran paJak keleblhan tersebut dapat

dlperhltungkan dengan" pajak yang akan terutang atau

Keleblhan‘ Pernbayaran'. péjé}é"""*ya’ng" masih tersisa

sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 89 dikembalikan
dalamh,Jangka_\—fw_a_}g_tgﬂ_vl ‘(satu) "bulan - sejak diterbitkan
SKPDLB: sesuai--hasil penelitian-atau pemeriksaan Kepala
Badan Pendapatan »Daverah;;f -

Pengembalian --sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan _dehgan menerbitkan Surat Perintah Membayar
Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP).

Pasal 91
Surat - Perinfah‘ ’I\/Ierrll:myar'é Kelebihan- Pembayaran Pajak
dibuat. dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan
sebaga,x berlkut e hE o |
lembar ke 1 untuk. Bank (Kas Daerah);

b.. lembar ke 2 untuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah i

(SPMKP) d;bebarlka da mata anggaran pengembalian

pendapatan pajak pad'aff‘tahun anggaran berjalan, yaitu
pada mata anggaran yiahé éama atau sejems dengan mata
anggaran penerlmaan semula

Dalam rangka memngkatkan pelayanan kepada Wajib
Pa_]ak Surat Permtah Membayar -Kelebihan Pembayaran
Pajak (SPMKP) beserta SKPDLB harus dlsampalkan secara
langsqng oleh“Petugas yang, dltquuk oleh Kepala Badan

Pk I

Pendapatan Daerah, pahng lambat 12 (dua) hari kerja

(satu) bulan sebagalmana



(4) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah wajib
menerbitkan Surat Permtah Pencalran Dana (SP2D) paling
ba ( °ter1ma

Aset Daerah

(5)

Pendapata Y Daerah

Pasai 92 |
Kepala- B.e,tdan-;‘P?:indaﬁa,tar_r_rs.Dae_r;ahr mcnyampaikan specimen
tanda - ~-tanga‘n-~~ pejabat . 'yang"’*~- diberi wewenang untuk
rnenandatangam SKPDLB .dan. SPMKP kepada Bank atau Kas

Daerah.” , e e RS -.;f

T e S,
T ,

e _BAB XI'

TATA CARA PEMBUKUAN

-t ..+ Pasal93
(1) Setlap Wa_]lb Pajak yang melakukan usaha dengan omzet

pahng Sedlklt Rp 300 OOO OOO OO (tlga ratus juta rupiah)
per. tahun Wa_]lb menyelengg,arakan pembukuan

(2) Tata cara pembukuan sebagalmana dlmaksud pada ayat

,‘ , e .

ggarakan "secara kronologis
R : P

berdasarkan urutan waktu

b. :p.ernbukuan ',d1“sele

C. ‘apablla Wa]lb pa]ak mempunyal lebih dari 1 (satu)
"-1usaha maka pembukuan dllakukan secara terpisah;

d.-,fpembukuan dldukung dengan "dokumen lain yang
fmenjadl ~dasan~ per‘hltungan» -pajak berupa nota atau
-»;dokumen lamnya sehlyngga dapat diketahui omzetnya;

e. ,-neraca dan

f. laporan rugl ‘L:‘

(3) Setiap- Wajlb pajak ya:rr melakukan usaha dengan omzet
dlbawah Rp 300 OQQ OOO QQ (tlga ratus juta rupiah) per
tahun harus rrgs:lakukan rekapltula81 nilai omzetnya yang




(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

. menyelenggarakan rekap1tu1a31 . »tentang pendapatan

b-gbrutto usahanya secara lengkap dan benar;

b."‘"rekapltulam kdlselenggarakan secara  kronologis
: berdasarkan urutan waktu
c."“apablla Wa_]lb pajak mempunyal leblh dari 1 (satu)

‘usaha maka rekapltulaSI dllakukan secara terpisah;

B
4

dan
d. '-~rekap1tula51 dldukung dengan« dokumen lain yang
“menjadi dasar perhltungan paJak berupa nota atau

- dokumen lainnya. |
Rekapitulasi- --se,bagéimana 5-5»{di,r_r}1,al_<sud pada ayat (3)
diselenggarakan - dengan  sebaik-baiknya dan harus
men&zserminka-n keada_anata}uk?giatan usaha sebenarnya.

Pasal 94 - -

Pembukuan sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 93 harus

dllakukan secara tertlb teratur dan benar sesuai dengan

It ol

norma pembukuariryang berlaku ;»;;;

I
[
o

n atau pencatatan serta rekapltulasx serta

a. PaJak Reklame~ 4
b. Pajak Peneranga e

c. Pajak Alr Tanah

Wajlb Pajak yang tideik‘ 'mélaksanakan kewajiban
pembukuan sebagalmana dlmaksud pada ketentuan Pasal
93 ayat (1} dan ayat ﬂ(3) --akan --dikenakan sanksi
perpa_]akan berupa penetapan besarnya pajak terutang
akan dllakukan secara Jabatan berdasarkan pertimbangan

subjekt}f petugas pajak




ey

(6)

tenggang waktu masmg masmg selama 7 (tujuh) hari

\
o Jl
i

kalender |

SERPPN g e e e S e T T e T IR

. BAB XII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 95
(1) ’I‘UJuan pemberlan msentlfuntuk peningkatan :

a. *kmerja Badan Pendapatan Daerah;
b. j"semangat kerja bagl pejabat dan pegawai;
c. pendapatan asli daerah dan.
d. ‘pelayanan kepada masyarakat
(2) Pembcrlan nsentlf sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)

[

"‘esual derigan pencapalan kinerja yang telah

dlbayairkari

dltentukan

m/b

(3) Besarnya msentlf dltetapkdn dalam Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah

(1)

(2)

sebagalmana tercantum dalam Lamplran yang merupakan

g R PR °

baglan -yangf tldak terplsahkan dari Peraturan Bupati

Samosn‘ ni.

[IR]




BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan
Bupati Samosir Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Samosir
{(Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 16 Seri

F Nomor 381) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

o) T AN
rasaiys 7o

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari

2020.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
. pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

TN e o b R T oo
LiCilapDRafl ul rangururail

Pada tanggal 16 Maret 2020

BUPATI SAMOSIR,

Coan I NEn

- - - e w TPATITITIAT QATAADMAY AN
iungaanggan di rangururan ANARR AIFRAN WORIVALINS RIS AN

pada tanggal | ( M AYZ-ET 2020
SEKRETARIS DAERAH,

s
4

' Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

FIVA TYTTAY /AN VYN E /I

TATUN 2020 NOMGR ‘ SERI F NOMOR é?) O



g

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 10 TAHUN 2020
TANGGAL : 16 MARET 2020
TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN

PENGELOLAAN PAJAK
DAERAH KABUPATEN
SAMOSIR.

A. FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK PRIBADI

PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH Nomor Formulir
JI. Raya Rianiate KM. 5,5 Pangururan | = .coviieiinnnninne

200 N o oa

2.
3.

0.

DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK PRIBADI

"Kepada Yth :

PERHATIAN :
1.

Haraf diisi dalam rangkap (2) ditulis dengan huruf CETAK
Beri tanda V pa yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir atau langsung dikirim melalui Pos paling lambat 14
(empat belas) hari sejak diterimanya Formulir ini.

DIISI OLEH WAJIB PAJAK PRIBADI
1.
2.
3.

Nama lengkap :

Kewarganegaraan :

Alamat tempat tinggal

- Jalan/Nomor :

- RT/RW/Dusun/Lumban :

- Desa/Kelurahan :

- Kabupaten

- No. Telp/HP

- Kode Pos :

Tanda Bukti Diri : O krp Osmt [Oraspor

No dan tgl Tanda Bukti Diri :

(Photo Copy dilampirkan)

No dan tgl Kartu Keluarga

(Photo Copy dilampirkan)

Pekerjaan/Usaha : [ Pegawai Negeri [l Pegawai Swasta [] TNI
[ Pemilik Usaha ~ [] eveeereeerreeenens

Nama usaha

Kewajiban Pajak

Alamat

Nama jelas
Tanda tangan

DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA

Diterima tanggal : NPWPD yang diberikan :
Nama jelas L iiirsteeeerrasaesisieseesaaissaaiesaanesaaneteresaaessranssnans
Tanda tangan : Nama jelas

Tanda tangan

NS .= Gunting diSini -~ -~ cccecm oo ———-

TANDA TERIMA
Nama
Alamat :




3

B. FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN

PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR )
BADAN PENDAPATAN DAERAH Nomor Formulir
JL. Raya Rianiate KM. 5,5 Pangururan =~ | e

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN

Kepada Yth :

PERHATIAN :

1. Haraf diisi dalam rangkap (2) ditulis dengan huruf CETAK

2. Beri tanda V pada [J yang tersedia untuk jawaban yang diberikan

3. Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir atau langsung dikirim melalui Pos paling lambat 14 (empat
belas) hari sejak diterimanya Formulir ini.

DIIST OLEH WAJIB PAJAK BADAN

4. Nama Badan Usaha

5. Alamat
- Jalan/Nomor :
- RT/RW/Dusun/Lumban :
- Desa/Kelurahan :
* - Kabupaten
- No. Telp/HP
- Kode Pos :
6. Surat Izin yang dimiliki (fotocopy surt izin harap dilampirkan)
- Surat Izin Gangguan NO. vttt TEL oot
- Surat Izin Usaha Kepariwisataan NoO. .....cccccvvvvueeeireneenene. Tl e, ’
Surat Izin Mendirikan Bangunan NO. ...ccceoevvivenireennneeenn.. Tl e,
- SuratIzin ..ocoieeeeiiiiiiiieeneeeeee, NO. et rcrer e, B ¥ -1 F U
7. Bidang Usaha (harap dilingkari pada huruf sesuai dengan bidang usahanya
a. Hotel
b. Restoran/Rumah Makan
c. Hiburan
d. Reklame
e. Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan
f. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah
g. Pengambilan bahan mineral bukan logam dan batuan
h. Penggunaan tenaga listrik non PLN(Genset)

(RN 05V o1 o\ NSRRI
KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA
8. Nama Pemilik/Pengelola
9. Jabatan
10.Alamat Tempat Tinggal (melamplrkan identitas yang dilaporkan)
- Jalan/Nomor :
- RT/RW/Dusun/Lumban :
- Desa/Kelurahan :
- Kabupaten
- No. Telp/HP
Kode Pos
11. Kewajlban Pajak (diisi sesuai Bldang Usaha) :

DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA
Diterima tanggal : NPWPD yang diberikan :
Nama jelas L eiittttreeeeteetnteeetttatiern s nrrnr s b saanenr e rnnennnan
Tanda tangan : Nama jelas

Tanda tangan

No. Formulir
TANDA TERIMA
Nama
Alamat :
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C.FORMULIR PENDATAAN PAJAK DAERAH

No. Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR FORMULIR | oo,

BADAN PENDAPATAN DAERAH
PENDATAAN
Jl. Raya Rianiate KM. 5,5 Pangururan PAJAK

DAERAH

o

NAMA WAJIB PAJAK D eeteeeersreeseeeeseanieteniara et enateaaetr T er s tabttab aan s taan s bt rar e rrnneebanenaas
ALAMAT WAJIB PAJAK

- Jalan/Nomor L eeteeteteereeteceeresresesseetesersersestasenacetoeaotesteteatmasateasonsttaantanttesrssraanernsrns
- RT/RW/DUsun/Lumban : ..ottt stcstssttssas e sessasssesasastnssanssasssassasssn
- Desa/Kelurahan D ereeteeresersereieresestittteter bttt eh s ettt hbsehbtab e raretaeraetaarb et trreeateaanes
- Kabupaten L reteeeeeerierereetesrienenetrenesnrtrarrsreton et eateensiatiatattatsht s tasersbnsarannanans
- No. Telp/HP L e eeteeesteaeraeerateeeeotentennennetattutatetastentetettnonnetarstettatetattestetranreatstrres
- Kode Pos L eeeeeteeeeseeusieeeenianitaeseteas ottt et e tersta it tatth e tr e e e s btabsanresbesnasansrrnaen
NAMA USAHA D eeteeteeecsennesrasesnnteasatonntaontran st tuaaesn st st bb st bt errsearterrennatrenaseaben
ALAMAT TEMPAT USAHA

- Jalan/Nomor D eeereentrrteereesasesseseeeseseresereseasestetescenetentensenesentteeanteneraaresstanssesanssnnss
- RT/RW/DUusun/LumDbBan o ...t icreteetieetae ittt st s sas s sasasassassssansnssessenes
- Desa/Kelurahan T eeterteeseeatiaessiaatateeetta it ta et tea et etttab ettt e et s e s aanrnaeareaassanen
- Kabupaten D e et ereeretrerescuerrrteran e raaoeasatra e tnetaeasetesssersaretasensiranrenas
- No. Telp/HP D ieetettertieeeereeerarenntteeaaenn et e tateaten it serthratatenstaarars e trrentonaeen
- Kode Pos D eeeeteeteeresiaeteeter i ta ittt rattat bt tatbast et taetbesrarassaneasearearnarnserssnnann '

BIDANG USAHA (harap dilingkari pada angka sesuai dengan bidang usahanya) :

Hotel

Restoran/Rumah Makan

Hiburan

Reklame

Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan

Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah

Pengambilan bahan mineral bukan logam dan batuan

Penggunaan tenaga listrik non PLN(Genset)

D - V1 o ¥ ¢ 7= NP N

NPWPD O PPN
Kewajiban Pajak T ireeeeeeieeetsieaeranenetaeri et ehy e ta e tatae e s saateh et s n e eraeaneateenrsanesnaes

LN RAON -

(diisi sesuai Bidang Usaha)

PETUGAS PENDATA PEMILIK/PENGELOLA/PENANGGUNG JAWAB
USAHA

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN

HurufAs/d G : Diisi dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha yang berlaku

(apabila ada) atau diisi sesuai keaadaan.

Huruf E : Diisi sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD (apabila sudah ada)
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C1l. LAMPIRAN FORMULIR PENDATAAN PAJAK HOTEL

LAMPIRAN FORMULIR PENDATAAN PAJAK Nomor Formulir
DAERAH ] e
{(PAJAK HOTEL) Tanggal Pendataan
GOLONGAN HOTEL : (lingkari pada nomor)
01. Bintang lima 06. Melati tiga 11. Gubuk Wisata
02. Bintang empat 07. Melati dua 12. Wisma Pariwisata
03. Bintang tiga 08. Melati satu 13. Pesanggrahan
04. Bintang dua 09. Motel 14. Rumah Penginapan
05. Bintang satu 10. Losmen 15. Lainnya ...cc.cccvveeennenn
KLASIFIKASI KAMAR DAN TARIF
No Kelas Kamar Jumlah Tarif
RUANGAN YANG DISEWAKAN *
No Nama/Kelas Ruangan Jumlah Tarif
FASILITAS PENUNJANG
No Jenis Fasilitas yang disediakan Keterangan
1 Telephone/Fax/Teleks Ada/Tidak
2 Internet Ada/Tidak
3 Foto Copy Ada/Tidak
4 Laundry dan Washing Ada/Tidak
5 Jasa Perjalanan Wisata/Transportasi Ada/Tidak
6 Food & Baverage Ada/Tidak
7 Restoran . Ada/Tidak
8 Lainnya ......ccoeeeveinennnee. Ada/Tidak
KELENGKAPAN ADMINISTRASI
No Nama/Jenis Keterangan
1 Buku Tamu Ada/Tidak
2 Buku Penerimaan Ada/Tidak
3 Daftar Tarif yang dipasang ditempat umum Ada/Tidak
4 Laporan Neraca Ada/Tidak
5 Cash Flow Ada/Tidak
6 Rugi Laba Ada/Tidak
7 Kas Penerimaan/Pengeluaran Ada/Tidak
8 Rekening Bank Ada/Tidak
9 Kas Register Ada/Tidak
10 | Nota/Bili Ada/Tidak
11 Rekap Pemakaian Nota/Bill Ada/Tidak
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C2. LAMPIRAN FORMULIR PENDATAAN PAJAK RESTORAN

LAMPIRAN FORMULIR PENDATAAN PAJAK Nomor Formulir

(PAJAK RESTORAN)

........................

.............................

GOLONGAN RESTORAN

01. Restoran

02. Rumah Makan

03. Jasa Boga/Katering

(lingkari pada nomor)

06. Warung
07. Kedai Nasi
08. Kedai Kopi

04. Kafetaria 09. Lainnya ......ccoeeemunenes
05. Bar
DATA PENDUKUNG
1. Jumlah meja 0 irreseereeeeene st e s e eannae e
2. Jumlah Kursi T et trae et ettt s s e b s ees
3. Jumlah pegawal e s
4. Jumlah rata-rata pengunjung sehari = 1. s
5. Hargarata-rata Per POrsi ittt sttt at st asanans
6. Omzet sehari I iiiereireeiesneen st ssa e ses st e s aa s s a e eas
7. Omzet Sebulan et eesrn i res s s s e s e aaesaes st nnens
FASILITAS PENUNJANG
No Jenis Fasilitas yang disediakan Keterangan
1 Internet Ada/Tidak
2 Live Music Ada/Tidak
3 Pembayaran dengan Kartu Kredit Ada/Tidak
~ 4 | Air Conditioner (AC) |~ Ada/Tidak =
KELENGKAPAN ADMINISTRASI
No Nama/Jenis Keterangan
1 Kas Register Ya/Tidak
2 Pembukuan Ya/Tidak
3 Lainnya ..c.cocovvvininennnn. Ya/Tidak
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C.3 LAMPIRAN FORMULIR PENDATAAN PAJAK HIBURAN

Nomor Formulir
LAMPIRAN FORMULIR PENDATAAN PAJAK DAERAH | o,

(PAJAK HIBURAN} | e,
HIBURAN YANG DISELENGGARAKAN : (lingkari pada nomor)
01. Pertunjukan Film 06. Bilyard, Playstation dan permainan ketangkasan
02. Pagelaran kesenian,tari/busana  07. Golf, boling, pacuan kuda, kendaraan bermotor
03. Pameran 08. Panti Pijat, refleksi, mandi uap, fitness center
04. Diskotik, Klab Malam 09. Pertandingan olah raga, Pasar Malam
05. Karaoke, live Music 10. Hiburan lainnya.....

TARIF, FASILITAS DAN WAKTU PERTUNJUKAN
1. Untuk pertunjukan film, kesenian dan sejenisnya, pagelaran musik tari dan sejenisnya :

a. Jumlah kursi T oveerienes buah

b. Jumlah pertunjukan/hari T kali

c. Tarif/Tanda Masuk =Rp. ccureennns
2. Bilyard dan permainan ketangkasan .

a. Jumlah meja/mesin = rreereenne buah

b. Tarif per meja/game/jam /koin =Rp. cerrerenenn

c. Rata-rata kegiatan/hari = rrvereene jam

UNTUK PANTI PIJAT, KARAOKE, MANDI UAP

Jlh Rata-rata pemakaian
No Tarif (Rp) .
Kamar/Ruangan Kamar/Ruangan/Hari/Bulan

UNTUK DISKOTIK, KLAB MALAM, PANTI PIJAT, REFLEKSI, MANDI UAP, FITNESS CENTER
1. Jumlah pengunjung per hari = .......... orang

2. Tarif atau tanda masuk =RpP. ceerreeaenns
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D. STRUKTUR NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) terdiri dari 12 (dua belas) digit dengan
struktur sebagai berikut :

a. 2 (dua) digit paling depan merupakan Kode Golongan;

b. 6 (enam) digit ditengah merupakan Nomor Pokok;

c. 2 (dua) digit dibelakang Nomor Pokok merupakan Kode Wilayah Kecamatan;

d. 2 (dua) digit paling akhir merupakan Kode Wilayah Desa/Kelurahan

E. PENGGOLONGAN WAJIB PAJAK DAERAH

Penggolongan Wajib Pajak Daerah adalah sebagai berikut :

Pajak Hotel digolongkan sebagai Wajib Pajak Golongan 01,

. Pajak Restoran digolongkan sebagai Wajib Pajak Golongan 02;

Pajak Hiburan digolongkan sebagai Wajib Pajak Golongan 03;

. Pajak Reklame digolongkan sebagai Wajib Pajak Golongan 04;

Pajak Penerangan Jalan digolongkan sebagai Wajib Pajak Golongan 05;

m o o0 TP

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan digolongkan sebagai Wajib Pajak Golongan
06; )

. Pajak parkir digolongkan sebagai Wajib Pajak Golongan 07;

h. Pajak Air bawah Tanah digolongkan sebagai Wajib Pajak Golongan 08;

09
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KODE WILAYAH KECAMATAN/DESA/KELURAHAN SEBAGAI KOMPONEN
STRUKTUR NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD) KABUPATEN
SAMOSIR
No Kecamatan Desa Kelurahan Kode Kode Desa/ | Ket.
Urut Kecamatan Kelurahan
1 2 3 4 5 6 7

1 Simanindo Ambarita o1 01
2 Cinta Dame 02
3 Dosroha 03
4 Garoga 04
S Huta Ginjang 05
6 Maduma 06
7 Martoba 07
8 Parbalohan . 08
9 Pardomuan 09
10 Parmonangan 10
11 Simanindo Sangkal 11
12 Sihusapi 12
13 Simarmata 13
14 Tanjungan 14
15 Tomok 15
16 Unjur 16
17 Siallagan Pindaraya 17
18 Marlumba 18
19 Simanindo 19
20 Tomok Parsaoran 20
21 Tuk-Tuk Siadong 21




22 Onan Runggu Harian 02 01
23 Huta Hotang 02
24 Janji Matogu 03
25 Onan Runggu 04
26 Pakpahan 05
27 Pardomuan 06
28 Rinabolak 07
29 Silima Lombu 08
30 Sipira 09
31 Sitamiang 10
32 Sitinjak 11
33 Tambun Sungkea;l 12
34 Nainggolan Huta Rihit 03 01
35 Nainggolan 02
36 Pananggangan 03
37 Pangaloan 04
38 Pasaran [ 05
39 Pasaran Parsaoran 06
40 Sibonor Ompu Ratus 07
41 Sinaga Uruk 08
Pandiangan
42 Sipinggan Lumban 09
Siantar
43 Toguan Galung 10
44 Janjimarapot 11
45 Pananggangan li 12
46 Sipinggan 13
47 Siruma Hombar 14




48 Parhusip 11 15
49 Palipi Gorat Parlombuan 04 01
50 Hatoguan 02
51 Huta Ginjang 03
52 Palipi 04
53 Pardomuan Nauli 05
54 Parsaoran Urat 06
55 Saor Nauli Hatoguan 07
56 Sigaol Marbun 08
57 Sigaol Simbolon 09
58 Simbolon Purba 10
.
59 Suhut Nihuta 11
Pardomuan
60 Urat Ii 12
61 Urat Timur 13
62 Parlombuan 14
63 Huta Dame 15
64 Sideak 16
65 Pamutaran 17
66 Harian Dolok Raja 05 01
67 Hariara Pohan 02
68 Janji Martahan 03
69 Partungkot Naginjang 04
70 Sampur Toba 05
71 Siparmahan 06
72 Sosor Dolok o7
73 Turpuk Limbong 08




74 Turpuk Malau 09
75 Turpuk Sagala 10
76 Turpuk Sihotang 11
77 Hariara Pintu 12
78 Hutagalung 13
79 Sianjur Mula- Aek Sipitu Dai 06 01
Mula
80 Boho 02
81 Bonan Dolok 03
82 Ginolat 04
83 Hasinggaan 05
84 Huta Ginjang 06
85 Huta Gur-Gur * 07
86 Sari Marrihit 08
87 Sianjur Mula-Mula 09
88 Siboro 10
89 Singkam 11
90 Habeahan Naburahan 12
91 Ronggur Nihuta | Lintong Nihuta 07 01
92 Paraduan 02
93 Ronggur Nihuta 03
94 Sabungan Nihuta 04
95 Salaon Dolok 05
96 Salaon Toba 06
97 Salaon Tonga-Tonga o7
98 Sijambur 08
99 Pangururan Aek Nauli 08 01




100 Huta Nabolon 02
101 Huta Tinggi 03
102 Huta Namora 04
103 Lumban Pinggol 05
104 Lumban Suhi-Suhi 06
Dolok
105 Lumban Suhi-Suhi 07
Toruan
106 Panampangan 08
107 Parbaba Dolok 09
108 Pardomuan I 10
109 Pardomuan Nauli 11
110 Pardugul 12
111 Parhorasan * 13
112 Parlondut 14
113 Parmonangan 15
114 Parsaoran I 16
115 Rianiate 17
116 Sait Nihuta 18
117 Sialanguan 19
118 Sianting-Anting 20
119 Sinabulan 21
120 Siopat Sosor 22
121 Sitolu Huta 23
122 Situngkir 24
123 Tanjung Bunga 25
124 Pasar 26
Pangururan
125 Pintu Sona 27




S

126 Siogung-Ogung 28
127 | Sitio-Tio Buntu Mauli 09 01
128 Cinta Maju 02
129 Holbung 03
130 Janji Raja 04
131 Sabulan 05
132 Tamba Dolok 06
133 Parsaoran 07
134 Janji Maria 08
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G. KARTU NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH

halaman depan

PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
J1. Raya Rianiate KM. 5,5 Pangururan

KARTU NPWPD
No.Reg: coiiiiiiiiniiiiiiiieiiiiienienns
INAITIA f stenteseenseneaessesssssessassessessesseosessssssessastastessascansennessasssssesesrasssenssns
A AINIAL 1 eeriiii e ieteeiirsttaeastentertenatasareateraeanaanaaataaraaeanstassassutarttresnstanens
[N 24014 =1 5 T U PPN

An. Bupati Samosir,
Kepala Badan Pendapatan Daerah

.................................................

halaman belakang

PERHATIAN

1. Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang agar segera
melaporkannya ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir

2. Kartu ini agar dibawa apabila saudara akan melakukan transaksi perpajakan
melakukan pengurusan surat-surat yang ada hubungannya dengan pemberian
pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir.

3. Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Badanv

Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir.




S
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H. SURAT PENGUKUHAN WAJIB PAJAK

PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
J1. Raya Rianiate KM. 5,5 Pangururan

SURAT PENGUKUHAN WAJIB PAJAK
J\\[03 46 Lo} oSO PPN

Sesuai dengan Ketentuan .......cccicoiiiiiniieiiiiiiiiieiren sttt
dengan ini diterangkan bahwa :

Nama

NPWPD

Bidang Usaha

Alamat

Merek Usaha

Kewajiban Pajak

AL

Telah dikukuhkan pada Badan Pendapatan Daerah kami sebagai Wajib Pajak
Daerah.
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DAFTAR INDUK WAJIB PAJAK

DAFTAR INDUK WAJIB PAJAK
Halaman : ........

Pengukuhan

No Nama Alamat NPWPD Ket
Tgl Nomor

Mengetahui, Dibuat Oleh,
Kepala Sub Bidang Pendataan dan Fungsional Umum Pendataan dan
Pelayanan, Pelayanan,
(creermrermreecrrere et et e aeeae ) ((2eememmeemeer it e e e )
NIP o e NIP oot eeans
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KARTU DATA PAJAK
1. PAJAK HOTEL

01. Bintang lima
02. Bintang empat
03. Bintang tiga

06. Melati tiga
07. Melati dua
08. Melati satu

KARTU DATA Tahun Pajak @ ...covveeieniiiiiniiniiininnenn,
PAJAK HOTEL NPWPD D eeeteresientessatiieenanaaane
1. Nama Usaha
2. Alamat
3. Nama Pemilik
4. Alamat
A. Golongan Hotel (lingkari sesuai nomor)

11. Gubuk Wisata
12. Wisma Pariwisata
13. Pesanggrahan

04. Bintang dua 09. Motel 14. Rumah Penginapan
05. Bintang satu 10. Losmen 15. Lainnya ...c.cooeveeennenee
B. Klasifikasi Kamar dan Tarif
No Kelas Kamar Jumlah Tarif
C. Ruangan yang disewakan
No Nama/Kelas Ruangan Jumlah Tarif

D. Jumlah pembayaran dan setoran yang dilakukan

Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pelayanan,

Jumlah Setoran
No Tanggal Masa/Bulan Pembayaran
R (Rp)
(Rp)
Mengetahui, Dibuat Oleh,

Fungsional Pendataan dan Pelayanan,
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2. PAJAK RESTORAN

KARTU DATA Tahun Pajak : ..ccoceeeieniiniiniiniiiinnnen,
PAJAK RESTORAN NPWPD D tttteereeeneeasiiesensensnenninss
1. Nama Usaha
2. Alamat
3. Nama Pemilik
4. Alamat
A. Golongan Restoran: (lingkari sesuai nomor)
Ol. Restoran 06. Warung
02. Rumah Makan 07. Kedai Nasi
03. Jasa Boga/Katering 08. Kedai Kopi
04. Kafetaria 09. Lainnya .....cceuveeunennns
05. Bar
06.
B. Data Usaha
1. Jumlah meja L ereveeeeertertertestereetiessesseneeeneenettsersisettatirtterrittans
2. Jumlah kursi L eeteetreesnceeererereteeeeesaensrerataaanataastntasanrasreenrarns
3. Jumlah pegawai . D eeeteeeeesereseeiecavereesrasenssensreesestttnerttreernsmnrsennrres
4. Jumlah rata-rata pengunjung Sehari : .......ccocoviiiimiiiiiiiiesiiiiretrreeiee e eaaeas
5. Harga rata-rata per porsi D eeeteteeerusrerecassetesuttastorstansarsearetnterrtntranerrannaaten
6. Omzet sehari D errereeetertermereecieeserastateentosunststattasetsersaiostensersraone
7. Omzet sebulan D ettereeetereeesseeeseresesestasetnstessesetuetenstarertittraranenas

C. Jumlah pembayaran dan setoran yang dilakukan

Jumlah Setoran
No Tanggal Masa/Bulan Pembayaran :
= (Rp)
(Rp)
Mengetahui, Dibuat Oleh,
Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pelayanan, Fungsional Umum Pendataan dan
Pelayanan,
((eenerermnnenrroeereemae et et et r e ) T RUPEURRPRt )
NIP .ouiiiieererrin ettt ennes 1\ 8 O
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3. PAJAK HIBURAN

KARTU DATA
PAJAK HIBURAN

Tahun Pajak : c..ccceeveviniiniiniinnnnnnnas

NPWPD

................................

Nama Usaha
Alamat

Nama Pemilik
Alamat

PN

w

. Hiburan yang diselenggarakan:
01. Pertunjukan Film
02.
03.
04.
05.

Pameran
Diskotik, Klab Malam
Karaoke, live Music

. Tarif, fasilitas dan waktu pertunjukan :
1.

(lingkari sesuai nomor)

06. Bilyard, Playstation dan permainan ketangkasan

08. Panti

Pagelaran kesenian, musik, tari/busana 07. Golf, boling, pacuan kuda, kendaraan bermotor

Pijat, refleksi, mandi uap, fitness center

09. Pertandingan olah raga, Pasar Malam
10. Hiburan lainnya.....

Untuk pertunjukan film, kesenian dan sejenisnya, pagelaran musik tari dan sejenisnya :

a. Jumlah kursi = e buah

b. Jumlah pertunjukan/hari = cieeeeenes kali

c. Tarif/Tanda Masuk = RpP. ceereennene
2. Bilyard dan permainan ketangkasan

a. Jumlah meja/mesin = eerrrreeaes buah

b. Tarif per meja/game/jam/koin = Rp. eeveennnen

c. Rata-rata game/hari = e jam
3. Untuk panti pijat, karaoke, mandi uap

. Rata-rata pemakaian
No | Jlh Kamar/Ruangan « Tarif (Rp) Kamar/Ruangan/Hari/Bulan

4. Untuk diskotik, klab malam, Panti Pijat, refleksi, mandi uap, fitness center

a.
b. Tarif atau tanda masuk

Jumlah pengunjung per hari =
= Rp.

orang

D. Jumlah pembayaran dan setoran yang dilakukan

Jumlah Setoran
No Tanggal Masa/Bulan Pembayaran (Rp) (Rp)
Mengetahui, Dibuat Oleh,
Kepala Sub Bidang Pendataan dan Fungsional Umum Pendataan dan
Pelayanan, Pelayanan,
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4. PAJAK REKLAME

Tahun Pajak : c.cccoevvininiiniinneannnns
KARTU DATA
PAJAK REKLAME NPWPD e,
1. Nama Usaha
2. Alamat
3. Nama Pemilik
4. Alamat
. . Batas/Jangka
No Jenis Lokasi Ukuran Jumlah Waktu Setoran
Reklame Pemasangan P (Rp)
emasangan
Mengetahui, Dibuat Oleh,
Kepala Sub Bidang Pendataan dan Fungsional Umum Pendataan dan
Pelayanan, Pelayanan,
(veeneeremee et e e )
NIP oeiiiiiieiiirneeeeearernrecasnsasnronass ((vermmneemmenereeciueseinueernnreae e e e neaaans )
NIP ooeeniiieirierneeseereeaencresaecocaenass )
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5. PAJAK PENERANGAN JALAN

B. Golongan Tarif

C. Voltase

D. Daya Listrik

Tahun Pajak @ ...cocovvvniiniiiiiiinnienninnn
KARTU DATA

PAJAK PENERANGAN JALAN NPWPD o riiinnniieaes
1. Nama Usaha
2. Alamat
3. Nama Pemilik
4. Alamat
A. Sumber Tenaga Listrik {lingkari pada nomor)

1. PLN

2. Sumber Lain

3. Dihasilkan sendiri

(lingkari pada nomor)

1. Pelayanan Sosial

2. Rumah Tangga

3. Bisnis

4. Industri

5. Pertambangan

(lingkari pada nomor)

1. 110 VA 2.220VA 3. Lainnya
(lingkari pada nomor)

1,450 Watt 2. 900 Watt 3. 1200 Watt
4. 1600 Watt 5. 2200 Watt 6. 22200 Watt

E. Fungsi tenaga listrik (lingkari pada nomor)
Fungsi tenaga listrik non PLN/genset

1. Tenaga Listrik Utama
2. Tenaga Listrik Cadangan
3. Tenaga Listrik Darurat

F. Penggunaan listrik dan setoran yang dilakukan

Jumlah KWH Set
No Tanggal Masa/Bulan ugr?)akai ) e(}g;;m
Mengetahui, Dibuat Oleh,
Kepala Sub Bidang Pendataan dan Fungsional Umum Pendataan dan
Pelayanan, Pelayanan,
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6. PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

KARTU DATA Tahun Pajak : ....cocveviiiiiinninnnnnnnnn.
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUAN NPWPD D reeerenectetretesresaciinaoiinans
1. Nama Usaha
2. Alamat
3. Nama Pemilik
4. Alamat
5. Nomor dan Tanggal Izin
A. Data Objek Pajak
No Nama Bahar(;all\;llxrg:gal};ukan Logam Sumber Pengambilan Harga/M?®
B. Volume dan setoran yang dilakukan
No Tanggal Masa/Bulan Volume/M? Setoran (Rp)
Mengetahui, Dibuat Oleh,
Kepala Sub Bidang Pendataan dan Fungsional Umum Pendataan dan Pelayanan,
Pelayanan,
(ceeereeieririii e s ee e e e ) O N )
A § N NIP iy




BN

3

7. PAJAK PARKIR

(1) Luas Bangunan a. Panjang...M
(2) Luas Lahan
(3) Volume Parkir/Penitipan

a. Panjang.....M

a. Roda Dua
b. Roda Empat

a. Roda Dua
- Biasa :Rp. ...
- Nginap : Rp. ..........
b. Roda Empat
- Biasa :Rp...........
- Nginap : Rp. ..........

KARTU DATA Tahun Pajak : ...ccceeevivneiiiiniiniininninnne,
PAJAK PARKIR
NPWPD o ieiiirrcenneseaens

1. Nama Usaha:
2. Alamat
3. Nama Pemilik
4, Alamat
A. DATA USAHA PARKIR

b. Lebar....M (Menggunakan Bangunan Tetap)
b. Lebar....M (Menggunakan Lahan Tanpa Bangunan)

D eeveeeennns Buah/Hari/Bulan
T Buah/Hari/Bulan
(4) Tarif/Nilai Karcis/Pembayaran (untuk parkir Cuma-Cuma disetarakan rata-rata tarif)

B. Jumlah pembayaran dan setoran yang dilakukan

No Tanggal

Jumlah Setoran

Masa/Bulan Pembayaran (Rp) (Rp)

Mengetahui,
Kepala Sub Bidang Pendataan dan
Pelayanan,

Dibuat Oleh,
Fungsional Umum Pendataan dan Pelayanan,
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8. PAJAK AIR TANAH

KARTU DATA Tahun Pajak : .o..ccceveeveeeeeeerereeneesenens
PAJAK AIR TANAH
NPWPD D eeterereeereraearaeisearsraeas
1. Nama Usaha
2. Alamat
3. Nama Pemilik
4., Alamat
A. Lokasi SUMDET AIT & L. cerririieiiiiriierrencertttiistrnensiiinaiit et naseeeanassesaaansestrenssssenassssecoosssstassassmassssesen
2 2O TR UE TR PPPPOUIUPOPPPPPPPPR:
B. Volume rata-rata air tanah yang diambil : ................... M?/Hari/Bulan

C. Volume Pemakaian dan Setoran yang dilakukan

Setoran
No Tanggal Masa/Bulan Volume/M? (Rp)
Mengetahui, Dibuat Oleh,
Kepala Sub Bidang Pendataan dan Fungsional Umum Pendataan dan
Pelayanan, Pelayanan,
(creremreree et )
NIP .ot eeaes PO RPPOR: )
NIP ceeeeiieveeieiererteseeresnssiesansansanas
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K. SURAT PEMBERITAHUAN PAJA

K DAERAH (SPTPD)

1. PAJAK HOTEL, RESTORAN DAN HIBURAN

PERHATIAN 1. IS1 DENGAN HURUF CETAK/KETIK DENGAN TINTA HITAM 2. BERI TANDA v PADA KOTAK PILIHAN YANG TERSEDIA
. SURAT PEMBERITAHUAN No. SPTD
N PEMERINTAH PAJAK DAERAH =~ | oo,
W KABUPATEN SAMOSIR (SPTPD)
e : ] BADAN PENDAPATAN
\ X i DAERAH JENIS PAJAK DAERAH MASA PAJAK
‘es===#/ JL Raya Raya Rianiate [ ] HOTEL BULAN  TAHUN
' ‘ KM. 5,5 Pangururan [] RESTORAN [T1 L
[0 HIBURAN
IDENTITAS
NAMA WAJIB PAJAK L et tttetereesretseseeesesenreretestentasesesasaetettettetansnttitttintntietatenanerarararanas
ALAMAT WAJIB PAJAK © eettttetessesterecseetecsrsesestesesetitntasatatietetttatetrenentatttarerasaauenaans
NAMA USAHA L e ettettreteeeseeetseeeeeeseresecesusventastenesettiettttettttttheentraaatranaareearasasanas
ALAMAT TEMPAT USAHA D reeeeecrsessseseesesesesesecasesesnanseetattttttastntittteseentnrasataenenreenanaterasanasts
NPWPD L eeereeveseeseststeseserueetusesnenantacetattttestnarrttttaeerarerratranaaraenreanararnres
PENDAPATAN/OMZET
- RUPIAH PENUH
1. PENDAPATAN DARI PENYEWAAN KAMAR/RUANGAN HOTEL.............. 1
2. PENDAPATAN DARI JASA HOTEL LAINNYA....cccirtiimmimmrienricencrnacnanens 2
3. PENDAPATAN DARI PENJUALAN MAKANAN DAN MINUMAN............ 3
4. PENDAPATAN DARI PENJUALAN PRO].DUK LAINNYA. . ..ot 4
5. PENDAPATAN DARI PENYEWAAN KAMAR/RUANGAN HIBURAN........... 5
6. PENDAPATAN DARI JASA HIBURAN LAINNYA...ccorriiiirrernnincreereneees
6
7. LAIN-LAIN .eoeriiiiiiciicinireeemreatcsscestassenttessasssssssssssetasssssanssasssansnnssvssnnsacs
7
PAJAK
8. JUMLAH PENDAPATAN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK....... 8
9. PAJAK TERUTANG ( ...... % x JUMLAH PADA ANGKA 8)...ccovcvvnnrennee. 9
SETORAN
10. JUMLAH SETORAN PAJAK YANG TELAH DILAKUKAN.......c........... 10
11. D KEKURANGAN D KELEBIHAN SETORAN PAJAK............... 11
LAMPIRAN PERNYATAAN, SANKSI DAN TANDA TANGAN
D RINCIAN PENDAPATAN PERNYATAAN
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi
D SURAT KUASA sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,
NOTA/BILL saya atau saya yang diberi kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami
beritahukan tersebut beserta lampiran-lampiran adalah benar dan jelas.
D ......................................... Py
D """"""""""""""""""""" 1. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada
Badan Pendapatan Daerah, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah
I — B B B B e, soiah
2. Keterlambatan penyerahan SPTPD sebagaimana dimaksud angka 1
(satu) akan dilakukan penetapan secara jabatan dan dikenakan sanksi
TANDA TERIMA administrasi.
DIISI OLEH PETUGAS DIISI OLEH : WAJIB PAJAK / KUASA
sareeasarasrvsessrvrrseseseesesnstnIien NAMA LENGKAP
Tanggal Penerimaan SPTPD JABATAN
TANDA TANGAN
TANDA TANGAN DAN NAMA sostesestrsressescsizrrececenvarareseeseserirrate
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2. SPTPD PAJAK RESTORAN (KHUSUS JASA BOGA DAN KATERING)

f,/&\\ PEMERINTAH KABUPATEN SURAT PEMBERITAHUAN No. SPTPD
e SAMOSIR PAJAK DAERAH
7 ¥ N BADAN PENDAPATAN DAERAH (prPD) | T
"". < Jl. Raya Raya Rianiate KM. 5 ,5 PAJAK RESTORAN
i Pangururan (JASA BOGA DAN
KATERING)
NAMA WAJIB PAJAK L v eereereceeneeeeesenteeneeesttnntentotatranaenntteaasstansaeacenerantarraarrasaienitsnronaens
ALAMAT WAJIB PAJAK 2 i evereueeeenseeeencesesseseeseasteannecttanrearairenteratastrennttenrnsttarsateransornttsensns
NAMA USAHA L i eeaeteseeeesesessessesessteesensessotateeraranstatateatanrennaaearanstansatnsttsantossrsrarenn
ALAMAT TEMPAT USAHA © i eeeteesessecesessessctestesasesseatstsassasnnstratarsrenteersarasanncanssanshotstsssatansans
NPWPD L e eeeeteeeeesceenncensesessssesensensensaetsassatsenetnesaraerretenranatantannennresesanotnnsses

PERHATIAN :

1. Harap diisi dan ditulis dengan huruf CETAK.

2. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan
Daerah, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah masa pajak berakhir, sekaligus
melakukan pembayaran pajak.

3. Keterlambatan penyerahan SPTPD sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) akan dilakukan
penetapan secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi.

Pesanan/pembelian makanan/minuman (termasuk kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah

1. Pemesan/Pembeli/Nama SatKer : .....ccooiimiiimiiiiiiiiir et neee
2. Nama Kegiatan L et te st e et et e et e ae e eeneeraebeeraasaena e aee s eaeen
3. Tanggal Kegiatan ’ D etterterteeeeeressessessesenereseststtrenrtareseietaietreneaaerarriaaaees
4. Lokasi Kegiatan D eeereeieetieesereneeiseasecenarantensatesustnissnrsatsiaternaetaesrarnnaranein
Masa Pajak

lJan|Peb|Mar|AprIMei|JunlJul‘AgslSep[Okt,NoplDesI
Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak
1 | Dasar Pengenaan Rp.
Tarif Pajak 10 %
3 | Pajak Terutang (1 x 2) Rp.
Terbilang

PERNYATAAN .
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan
Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, saya atau saya yang diberi kuasa
menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut beserta lampiran-lampiran
adalah benar dan jelas.

LAMPIRAN (lingkari pada nomor)
1. Surat Pesanan
2. Kwitansi Pembayaran

TANDA TANGAN WAJIB PAJAK/KUASA

Nama Lengkap

Qe eiiiiriiietereinntcrsecaceennsrresastannnann Jabatan

TANDA TERIMA

Diisi Oleh Petugas Tanda Tangan

sesssesevesssnensessceesncenaasrnvessseney

Tanggal Penerimaan SPTPD

Tanda Tangan dan Nama = | = iiiieesesesrsiovsessesesononosssstssasnsnsnes
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3. PAJAK PENERANGAN JALAN

SURAT
PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR PEMBERITAHUAN No.
BADAN PENDAPATAN DAERAH PAJAK DAERAH D
Jl. Raya Raya Rianiate KM. 5,5 (SPTPD)
Pangururan PAJAK PENERANGAN | ~"7"""
JALAN

NAMA WAJIB PAJAK D eetereiereeeesecusetesesstsestattretartta et taaehieatatrneteettaatassiestetetietitteareans
ALAMAT WAJIB PAJAK D eeeereeeeseeseeesereseesbenietesteretnieatraaeraeabebnetantenaetuesanerasttnastrsaiieieres
NAMA USAHA D iettereeeeeseeeeeeseesseiseutetattattaei e et aaesaaetaaeerasaesttetantetiserttnanas
ALAMAT TEMPAT USAHA & oo cnereertstesesasres s e st soetn s e e s n st s sansannsnnane
NPWPD D eeteteeteesstmermecieressesmeseseaseasitettsenshatttattetsrastattiataatnanasaresaaatisenerirs

PERHATIAN :

1. Harap diisi dan ditulis dengan huruf CETAK.

2. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah,
paling lambat 15 (lima belas) hari setelah masa pajak berakhir, sekaligus melakukan pembayaran
pajak.

3. Keterlambatan penyerahan SPTPD sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) akan dilakukan penetapan
secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi.

Masa Pajak

IJan l Peb l Mar ] Apr | Mei [ Jun | Jul | Ags l Sep ] Okt l Nop [ Des ]
Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan
Tahun Pajak

DATA SUMBER LISTRIK (lingkari pada nomor)

1. Asal Tenaga Listrik 1. PLN 2. Sumber Lain 3 Dihasilkan Sendiri
2. Golongan Tarif 1. Sosial 2. Rumah Tangga 3. Bisnis
4. Industri 4. Pertambangan
3. Voltase 1. 110 VA 2.220 VA 3. Lainnya
4, Daya 1. 450 Watt 2. 900 Watt 3. 1200 Watt
4. 1600 Watt 5. 2200 Watt 6. > 2200 Watt

FUNGSI TENAGA LISTRIK (lingkari pada nomor)
Fungsi tenaga listrik non PLN/genset : 1. Tenaga Listrik Utama
" ‘ ' 2. Tenaga Listrik Cadangan
3. Tenaga Listrik Darurat

Masa Pajak
lJanIPeb|Mar|Apr|MeiIJun|Ju1|Ags|SepIOkt|Nop|Des]
Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan
Tahun Pajak

PENGGUNAAN LISTRIK/TAKSIRAN PENGGUNAAN LISTRIK
Kapasitas Daya | Jam Nyala | Jumlah KWH Jumlah Pajak
(VA/KVA) Terpakai Terutang (RP)

No Bulan

PERNYATAAN
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sésuai dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, saya atau saya yang diberi kuasa menyatakan bahwa
apa yang telah kami beritahukan tersebut beserta lampiran-lampiran adalah benar dan jelas.

TANDA TERIMA TANDA TANGAN WAJIB PAJAK/KUASA
Diisi Oleh Petugas :
Zrisstassrsesrazisessecasecsesesascsveeses Nama Lengkap

Tanggal Penerimaan SPTPD Jabatan
Tanda Tangan

Tanda Tangan dan Nama
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4. PAJAK BAHAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

PEMERINTAH KABUPATEN saMosiR | SURAT PEMBBRRITUAR
BADAN PENDAPATAN DAERAH P SPTPD
J1 Reya Raya Rianiate KM. 5,5 PAJAK MINERAL BUKAN| ............
g1 LOGAM DAN BATUAN
NAMA WAJIB PAJAK L eeeeetteetseseseststeeseacaneeteteeareetatteettetatutttabiitatantanatantiraeastsitaritsrorrans
ALAMAT WAJIB PAJAK © eeeeiesessesssseetescecasessesscasaseetetntasteatettettabireteransnsnatatsretanaterassinrans
NAMA USAHA D et eteeretiessiesesssatasasessesassstetaceetstesarietettttttttatesteteratnaanantesaatatesnienias
ALAMAT TEMPAT USAHA L eeettsstesessssessesestuenesetasastasesetar st enersnsraarersneratatnennnstastsessesnetsanononas
NPWPD D eeteeessteseesesssensemssesessessesetittssiesettteantrateateantaanrarayassestetsaiateaennes

PERHATIAN :

1. Harap diisi dan ditulis dengan huruf CETAK.

2. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan
Daerah, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah masa pajak berakhir, sekaligus
melakukan pembayaran pajak.

3. Keterlambatan penyerahan SPTPD sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) akan dilakukan
penetapan secara iabatan dan akan dikenakan sanksi administrasi.

Khusus jasa pemborongan yang melaksanakan pekerjaan kostruksi dengan sumber dana APBD dan
swakelola Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pekerjaan konstruksi

1. Nama Satker/SKPD © eeeereserssecsssssesnsesetsiessennneatatyserearesttretantabstbtetttenatrrenrrranesarenansians
2. Nama Kegiatan % eeeeeesseeseemreeeessenseesesessesaentitstastateoreenraatenrennateastanenatsessarstarates
3. Lokasi Kegiatan S reteeeestessessrasenrararersetnranatsarenrsratsrstertstrtrttabetansaasrarstrenresetstetsennt
4. No. Kontrak T o eeeeseasresesssessresessesseenastastnratatesstarirtetttanttaternssnranaasansraresestasinn
5. Nilai Kontrak D eeereraens e eeeeeereseeeeeeesoteseesasseteanaasbteeseaaateeaessaaateeeansttasearnans
Masa Pajak

|Jan|Peb|Mar‘AprIMeilJunlJul‘AgslSepIOkthoplDeil
Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan
Tahun Pajak

NN

Data Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan

Harga .
3
No Nama Bahan Volume/M Standard Dasar Pengenaan

1 2 3 4 5 (3x4)

1

2

3

4

5

6

1 | Dasar Pengenaan Rp.

2 | Tarif Pajak 20 %

3 | Pajak Terutang (1 x 2) Rp.

Terbilang
LAMPIRAN (lingkari pada nomor] PERNYATAAN
1. Kwitansi Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk
2. RAB sanksi-sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-
G T U SU RIS undangan yang berlaku, saya atau saya yang diberi kuasa

menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut
beserta lampiran-lampiran adalah benar dan jelas.

TANDA TERIMA TANDA TANGAN WAJIB PAJAK/KUASA
Diisi Oleh Petugas
srassescssereresnsesrerrocseeinseararate e Nama Lengkap
Tanggal Penerimaan SPTPD Jabatan

Tanda Tangan

Tanda Tangan dan Nama
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5. PAJAK PARKIR

SURAT
PEMERINTAH KABUPATEN
SAMOSIR PEMBERITAHUAN | No. SPTPD
BADAN PENDAPATAN DAERAH P AJ‘?é{PII?QSRAH ...............
Jl. Raya Raya Rianiate KM. 5,5
Pangururan PAJAK PARKIR

NAMA WAJIB PAJAK D ieteietreterieteteiiitaettirestaeatiehrstaetareea et tatataa s eanesaaarnsannsaresnnernarnnnnn
ALAMAT WAJIB PAJAK T heeeteeereserireseratiesieieeteetttebrhteasterttatat ettt reteattartanserrsanesererresrrrznnnns
NAMA USAHA T ettt teirrereeeetrre et tetheettethetataetastae ettt et s s earareraaansaaasnsennasaran
ALAMAT TEMPAT USAHA D et ieereietertietie e et ebb e b e b e ta e aasetanseata ettt raeaan sttt erneersrresranrnaranans
NPWPD D eeteatreetreritretrrar et rintsehtessatteas s rarrontrsararana e ran nran i tanasaensrennns

1.
2.

PERHATIAN :

Harap diisi dan ditulis dengan huruf CETAK.

Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan
Pendapatan Daerah, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah masa pajak berakhir,
sekaligus melakukan pembayaran pajak.

. Keterlambatan penyerahan SPTPD sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) akan

dilakukan penetapan secara jabatan dan akan dikenakan sanksi administrasi.

DATA USAHA PARKIR

(1) Luas Bangunan a. Panjang ...M  b. Lebar....M (Menggunakan Bangunan Tetap)
(2) Luas Lahan a. Panjang.....M  b. Lebar....M (Menggunakan Lahan Tanpa
Bangunan)
(3) Volume Parkir/Penitipan
a. RodaDua D ereceneens Buah/Hari/Bulan
b. Roda Empat HR Buah/Hari/Bulan
(4) Tarif/Nilai Karcis/Pembayaran (untuk parkir Cuma-Cuma disetarakan rata-rata tarif)
a. Roda Dua
- Biasa i 34 T
- Nginap :Rp v
b. Roda Empat
- Biasa :Rp. .
- Nginap tRp. el
Masa Pajak

lJan|Peb|Mar|AprlMei|Jun|Ju1]Ags|Sep]Okthop|Des|

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

...........................................

Tahun Pajak
1 | Dasar Pengenaan/Omzet/Pendapatan Rp.
2 | Tarif Pajak 20 %
3 | Pajak Terutang (1 x 2) Rp.
Terbilang
LAMPIRAN (lingkari pada nomor) PERNYATAAN
1. Rincian Pendapatan Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat
2. Bonggol Karcis termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan
G T Perundang-undangan yang berlaku, saya atau saya yang
diberi kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami
beritahukan tersebut beserta lampiran-lampiran adalah
benar dan jelas.
TANDA TERIMA TANDA TANGAN WAJIB PAJAK/KUASA

Diisi Oleh Petugas

.......................................... Nama Lengkap

Tanggal Penerimaan SPTPD Jabatan

Tanda Tangan

Tanda Tangan dan Nama

..................................................
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6. PAJAK AIR TANAH

SURAT
PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR PEMBERITAHUAN No. SPTPD
BADAN PENDAPATAN DAERAH PAJAK DAERAH
Jl. Raya Raya Rianiate KM. 5,5 (sprPD) | T
Pangururan PAJAK AIR
TANAH

NAMA WAJIB PAJAK SO SIS UUUEUETUUN USRS YRS PYRPRPP
ALAMAT WAUJIB PAJAK © ciiiiiiiiiiitrtttritieeeneraertaarreensosne s tassnas it saaasa et sttaatusstassasarasses
NAMA USAHA L e tettteseetiessesseseasessessaensssistsettasttnstaatereeaettatataseretaeatiattheteateteterostnasas
ALAMAT TEMPAT USAHA D ertttreseesseseesresesentnretassiestasstetttsttrenttnesasannttretnnstassiotertiittssssnsanantan
NPWPD © eeeeeesrestessseneesseesstaseeestesssaseattttstatanab et tasanassresrastostrestetinetresnnaaetas

PERHATIAN :

1. Harap diisi dan ditulis dengan huruf CETAK.

2. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan
Daerah, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah masa pajak berakhir, sekaligus
melakukan pembayaran pajak.

3. Keterlambatan penyerahan SPTPD sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) akan
dilakukan penetapan secara jabatan dan akan dikenakan sanksi administrasi.

LoKAasi SUMDET AIr 1 L. ceiiiiiiiiiiiieitieriereereeetaetnetariraerserssssesiietessrsstsastsssassinusmaienansasssansne
D eeeeersesessesseaereaeneenaaraeeeastraarerestatnttir i trrthaeaasnaseaarareeraatessasttienns

Volume rata-rata air tanah yang diambil : .........c....c.... M?3/Hari/Bulan

Masa Pajak

[ Jan [ Peb | Mar | Apr | Mei [ Jun [ Jul | Ags | Sep | Okt | Nop | Des |
Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan
Tahun Pajak

DASAR PENGENAAN
Volume .
No Bulan Pengambilan Air Tarif PDAM Dasar Pengenaan
Tanah

Jumlah Dasar Pengenaan

1 | Dasar Pengenaan/Omzet/Pendapatan Rp.
2 | Tarif Pajak 10 %
3 | Pajak Terutang {1 x 2) Rp.
Terbilang

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan
Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, saya atau saya yang diberi kuasa
menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut beserta lampiran-lampiran
adalah benar dan jelas.

TANDA TERIMA TANDA TANGAN WAJIB PAJAK/KUASA
Diisi Oleh Petugas
.......................................... Nama Lengkap

Tanggal Penerimaan SPTPD Jabatan

Tanda Tangan

Tanda Tangan dan Nama

ssessssesesnseersesaaseno s oot csvssssvsesessesessensserestesso s st nessavese
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L. SURAT TEGURAN UNTUK MEMASUKKAN SPTPD

PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
J1. Raya Raya Rianiate KM. 5,5 Pangururan
Telp/Fax (0626) 20921

.........................................

.........................................

..............................

Berdasarkan catatan kami, ternyata -sampai saat ini Saudara belum
memasukkan SPTPD yang telah Saudara terima untuk diisi, maka dengan ini
kami minta agar Saudara menyerahkan kembali SPTPD paling lambat 7 (tujuh)
hari setelah menerima Surat ini.

Apabila Surat Teguran ini tidak juga Saudara indahkan, maka kami akan
melakukan Penetapan Atas Objek Pajak yang Saudara miliki secara Jabatan,
yang akan merugikan Saudara sendiri.

Untuk menjadi perhatian Saudara, agar Kewajiban Saudara dapat dipenuhi
sebagaimana mestinya.

KEPALA BADAN,
PRt )
NIP. oo
------------------------------------- Gunting disiff = =-----=-========c----==-----------
NO.
TANDA TERIMA

NAMA
ALAMAT
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M. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKP-DAERAH)

SURAT KETETAPAN
PEMERINTAH KABUPATEN PAJAK DAERAH
SAMOSIR (SKP-DAERAH) NOMOR
BADAN PENDAPATAN DAERAH URUT
Jl. Raya Raya Rianiate KM. 5,5 MASA PAJAK :
Pangumran TAHUN PAJAK: l I ‘ I I ..........

NAMA L e eeeeeeeeeeeseeeeeaeseeeseameeeeeesteessesseeeesestseeearareeeassasaeraaneseananen

ALAMAT D e eeeeeereeeeeeteeeeesseeeeeaseeeeeessbessessseseastteeearraeeaaraneessraeeaasarens

NPWPD © e eeeeeeeeeeeeteteeeesseseeteeeeesaaseneteeenirsreteeeeaaasrrnaeenaaararnnaeeann

TANGGAL JATUH TEMPO oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeessseressesessssseesesessnsessasssanssteseessassasasssessan

NO KODE REKENING URAIAN PAJAK DAERAH JUMLAH (Rp)

JUMLAH KETETAPAN POKOK
PAJAK

JUMLAH SANKSI A. BUNGA

' R _KENAIKAN

DENGAN HURUF © e eeeeeereeeeeeseseesesseeeesseeeseeestesesssasesessaseeeesaneaeaeaseeeeaseenesnnereeaaeeeses

PERHATIAN

1. HARAP PENYETORAN DILAKUKAN MELALUI BENDAHARA PENERIMAAN ATAU
PADA KAS UMUM DAERAH/BANK SUMUT CABANG PANGURURAN NOMOR
REKENING 241.01.02.000158. :

2. APABILA SKP-DAERAH INI TIDAK ATAU KURANG BAYAR LEWAT WAKTU PALING
LAMA 30 (TIGA PULUH) HARI SETELAH SKP-DAERAH DITERIMA ATAU (TANGGAL
JATUH TEMPO) MAKA AKAN DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA
SEBESAR 2 % (DUA PERSERATUS) PERBULAN.

An. BUPATI SAMOSIR
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

------------------------------------- Gunting disiff -=--~------=========c--------------
NO. SKP-DAERAH :

TANDA TERIMA
NAMA
ALAMAT

YANG MENERIMA
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N. SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR (SSPD)
BADAN PENDAPATAN DAERAH
J1. Raya Raya Rianiate KM. 5,5 TAHUN PAJAK : I i I | ' ' I
Pangururan

isi tahun pada kotak tersedia

NAMA WAJIB PAJAK L ettesenesrevesserecsiaresneresasatorirrassteetatatestatatenteatansitnrnaaaartasarastzasse
ALAMAT WAJIB PAJAK © hvtteteessceeaceserestaensnateasatesesaninsnatetestsestorhentattetearanraanatataeaarstasants
NAMA USAHA L i vttetecerestecartesrensaseetasietttenriesasas sttt arerentteataanaenateranonennannossnate
ALAMAT TEMPAT USAHA D eeeesseusreeresartestasaatasresnnaanrtitesesaetnr s resessesarteatenrsastnnrinntsstsatans
NPWPD D eeeeeeeerrerenensiastasaatesensansetatstessststnabsbetesreanasestesteenstnarnssesarestens
MENYETOR BEDASARKAN : SKPD SK PEMBETULAN
fberi tanda ¥ pada kotak tersedia)
NOMOR KETETAPAN SKPDKB SK KEBERATAN
(isi nomor pada kotak tersedia} SKPDKBT SK PENGURANGAN
TANGGAL KETETAPAN
STPD SK
(isi tanggal, bulan dan tahun ANGSURAN/PENUNDAAN
pada kotak tersedia) PEMBAYARAN
*_| SPTPD LAIN-LAIN
MASA PAJAK

Bulan
|Jan|Peb|Mar|Apr|Mei|Jun|Ju1]Ags|Sep|0kt|Nop!DesJ
Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan
Tahun Pajak

isi tahun pada kotak tersedia

MASA PAJAK KHUSUS PAJAKREKLAME: | | | | | | [T [ 1]
(ig] Bin SID tg] bin
thn) rthn)
NO | KODE REKENING URAIAN PAJAK DAERAH JUMLAH (Rp)

JUMLAH SETORAN PAJAK DAERAH

DENGAN HURUF Dttt etertiesevseesemeenerueeatentantestittatiattetarettatttreraraet e aa et taeraeeetittastattisates
DITERIMA OLEH KANTOR PENERIMAAN PEMBAYARAN PENYETOR
TANGGAL ...ccoviiiiiiiiiiiiiiineireeneeneeneen. TANGGAL ......ccuuueee
cap dan tanda tangan cap dan tanda tangan.
NAMA JELAS NAMA JELAS

TERIMA KASIH TELAH MEMBAYAR PAJAK DAERAH
PAJAK DAERAH UNTUK PEMBANGUNAN KABUPATEN SAMOSIR
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O. NILAI SEWA REKLAME
1. KAWASAN PERSIMPANGAN JALAN : INDEKS 4

Indeks . .
Jenis Reklame RJ enis Tla;;}fd‘;gs J;;%ll{;:nvgu Nilai Sewa Reklame
cklame
1 2 3 4 S
1. Reklame
Papan/Billboard /Videotron/M
egatron dan Sejenisnya
a. Billboard 0,2 Rp. 250.000,/M’-’ Bulan Rp. 200.000,-/M2/Bulan
b. Batiiho 0,2 Rp. 250.000,/Mz? Bulan Rp. 200.000,-/M2/Bulan
c. Vertikal Shop Sign 0,2 Rp. 250.000,/Mz2 Bulan Rp. 200.000,-/M2/Bulan
d. Gapura 0,2 Rp. 250.000,/M2 Bulan Rp. 200.000,-/M?/Bulan
e. Shop Sign 0,2 Rp. 250.000,/M? Bulan Rp. 200.000,-/M2/Bulan
f. Giant Tinplate 0,2 Rp. 250.000,/M2 Bulan Rp. 200.000,-/M2?/Bulan
g. Rombong 0,2 Rp. 250.000,/M2 Bulan Rp. 200.000,-/M2/Bulan
h. Neon Box 0,2 Rp. 250.000,/M2 Bulan Rp. 200.000,-/M2/Bulan
i. Dan bentuk lain yang 0,2 Rp. 250.000,/M2 Bulan Rp. 200.000,-/M?/Bulan
dipersamakan
2. Reklame Kain
a. Spanduk 0,5 Rp. 50.000,/M? Bulan Rp. 100.000,-/M?/Bulan
b. Umbul-umbul 0,5 Rp. 50.000,/M? Bulan Rp. 100.000,-/M?/Bulan
c. Sun Screen 0,5 Rp. 50.000,/M2 Bulan Rp. 100.000,-/M?/Bulan
d. Vertikal Banner 0,5 , | Rp. 50.000,/M2 Bulan Rp. 100.000,-/M2/Bulan
e. Sun Blind 0,5 Rp. 50.000,/M2 Bulan Rp. 100.000,-/M2/Bulan
f. Layar Rombong 0,5 Rp. 50.000,/M2 Bulan Rp. 100.000,-/M2/Bulan
g. Dan bentuk lain yang 0,5 Rp. 50.000,/Mz2 Bulan Rp. 100.000,-/M2?/Bulan
dipersamakan
3. Reklame Melekat
a. Flag Chain 1,5 Rp. 10.000,/M2 Bulan Rp. 60.000,-/M2/Bulan
b. Tinplate 1,5 Rp. 10.000,/M2 Bulan Rp. 60,000,-/M2/Bulan
c. Stiker 1,5 Rp. 10.000,/M2 Bulan Rp. 60.000,-/M2/Bulan
d. Dan bentuk lain yang 1,5 Rp. 10.000,/M2 Bulan Rp. 60.000,-/M2/Bulan
dipersamakan
4. Reklame Selebaran
a. Poster 2 Rp. 5.000,/M2 Bulan Rp. 40.000,-/M2?/Bulan
b. Leaflet 2 Rp. 5.000,/M2 Bulan Rp. 40.000,-/M2/Bulan
c. Gambar 2 Rp. 5.000,/M2 Bulan Rp. 40.000,-/M?/Bulan
d. Brosur 2 Rp. 5.000,/M2 Bulan Rp. 40.000,-/M2/Bulan -
e. Dan bentuk lain yang 2 Rp. 5.000,/M2 Bulan Rp. 40.000,-/M2/Bulan
dipersamakan




E}

2. KAWASAN PARIWISATA : INDEKS 3

Indeks

Jenis Reklame Jenis Tsrif Jenis Jangka Waktu Nilai Sewa Reklame
Reklame eklame Pelaksanaan
1 2 3 4 5
1. Reklame
Papan /Billboard/Videotron/M
egatron dan Sejenisnya
a. Billboard
b. Baliitho 0,2 Rp. 250.000, /M2 Bulan Rp. 150.000,-/M2/Bulan
c.  Vertikal Shop Sign 0,2 Rp. 250.000,/M2 Bulan Rp. 150.000,-/M?/Bulan
d. Gapura 0,2 Rp. 250.000, /M2 Bulan Rp. 150.000,-/M2/Bulan
e. Shop Sign 0,2 Rp. 250.000,/M2 Bulan Rp. 150.000,-/M2/Bulan
- f.  Giant Tinplate 0,2 Rp. 250.000,/M?2 Bulan Rp. 150.000,-/M2/Bulan
g Rombong 0,2 Rp. 250.000,/M2 Bulan Rp. 150.000,-/M2/Bulan
h. Neon Box 0,2 Rp. 250.000, /M2 Bulan Rp. 150.000,-/M2/Bulan
i. Dan bentuk lain yang 0,2 Rp. 250.000,/M2 Bulan Rp. 150.000,-/M2/Bulan
dipersamakan 0,2 Rp. 250.000,/M2 Bulan Rp. 150.000,-/M2/Bulan
2. Reklame Kain
a. Spanduk
b. Umbul-umbul 0,5 Rp. 50.000,/M2 Bulan Rp. 75.000,-/M?/Bulan
c. Sun Screen 0,5 Rp. 50.000,/M? Bulan Rp. 75.000,-/M2/Bulan
d. Vertikal Banner 0,5 Rp. 50.000,/M2 Bulan Rp. 75.000,-/M?/Bulan
e. Sun Blind 0,5 Rp. 50.000,/M2 Bulan Rp. 75.000,-/M2/Bulan
f. Layar Rombong 0,5 ' Rp. 50.000,/M2 Bulan Rp. 75.000,-/M?/Bulan
g. Dan bentuk lain yang 0,5 Rp. 50.000,/M2 Bulan Rp. 75.000,-/M2/Bulan
dipersamakan 0,5 Rp. 50.000,/M2 Bulan Rp. 75.000,-/M2/Bulan
3. Reklame Melekat
a. Flag Chain
b. Tinplate 1,5 Rp. 10.000,/M2 Bulan Rp. 45.000,-/M2/Bulan
c. Stiker 1,5 Rp. 10.000,/M2 Bulan Rp. 45.000,-/M?/Bulan
d. Dan bentuk lain yang 1,5 Rp. 10.000,/M? Bulan Rp. 45.000,-/M?/Bulan
dipersamakan 1,5 Rp. 10.000,/M? Bulan Rp. 45.000,-/M2?/Bulan
4. Reklame Selebaran
a. Poster
b. Leaflet 2 Rp. 5.000,/M2 Bulan Rp. 30.000,-/M2/Bulan
c. Gambar 2 Rp. 5.000,/M2 Bulan Rp. 30.000,-/M2/Bulan
d. Brosur 2 Rp. 5.000,/M? Bulan Rp. 30.000,-/M2/Bulan
e. Dan bentuk lain yang 2 Rp. 5.000,/M2 Bulan Rp. 30.000,-/M2/Bulan.
dipersamakan 2 Rp. 5.000,/M2 Bulan Rp. 30.000,-/M2/Bulan
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3. KAWASAN INDUSTRI : INDEKS 2

Indeks .
Jenis Reklame Jenis Tarif Jenis Jangka Waktu Nilai Sewa Reklame
Reklame Pelaksanaan
Reklame
1 2 3 4 5
1. Reklame
Papan/Billboard /Videotron/M
egatron dan Sejenisnya
a. Billboard 0,2 Rp. 250.000,/M2 Bulan Rp. 100.000,-/M2/Bulan
b. Baliiho 0,2 Rp. 250.000, /M2 Bulan Rp. 100.000,-/M2/Bulan
c. Vertikal Shop Sign 0,2 Rp. 250.000,/M2 Bulan Rp. 100.000,-/M2/Bulan
d. Gapura 0,2 Rp. 250.000,/Mz2 Bulan Rp. 100.000,-/M2/Bulan
e. Shop Sign 0,2 Rp. 250.000,/M2 Bulan Rp. 100.000,-/M2?2/Bulan
f. Giant Tinplate 0,2 Rp. 250.000,/M2 Bulan Rp. 100.000,-/M2/Bulan -
g. Rombong 0,2 Rp. 250.000,/M2 Bulan Rp. 100.000,-/M2/Bulan
h. Neon Box 0,2 Rp. 250.000, /M2 Bulan Rp. 100.000,-/M2/Bulan
i. Dan bentuk lain yang 0,2 Rp. 250.000,/M? Bulan Rp. 100.000,-/M2/Bulan
dipersamakan
2. Reklame Kain
a. Spanduk 0,5 Rp. 50.000,/M?2 Bulan Rp. 50.000,-/M2/Bulan
b. Umbul-umbul 0,5 Rp. 50.000,/M?2 Bulan Rp. 50.000,-/M2?/Bulan
c. Sun Screen 0,5 Rp. 50.000,/M?2 Bulan Rp. 50.000,-/M2/Bulan
d. Vertikal Banner 0,5 Rp. 50.000,/M?2 Bulan Rp. 50.000,-/M2/Bulan
c. Sun Blind 0,5 * Rp. 50.000,/M2 Bulan Rp. 50.000,-/M2/Bulan
f. Layar Rombong 0,5 Rp. 50.000,/M? Bulan Rp. 50.000,-/M2/Bulan
g. Dan bentuk lain yang 0,5 Rp. 50.000,/Mz2 Bulan Rp. 50.000,-/M2/Bulan
dipersamakan .
3. Reklame Melekat
a. Flag Chain 1,5 Rp. 10.000,/M2 Bulan Rp. 30.000,-/M2/Bulan
b. Tinplate 1,5 Rp. 10.000,/M2 Bulan Rp. 30.000,-/M2/Bulan
c. Stiker 1,5 Rp. 10.000,/M2 Bulan Rp. 30.000,-/M2/Bulan
d. Dan bentuk lain yang 1,5 Rp. 10.000,/M? Bulan Rp. 30.000,-/M2/Bulan
dipersamakan
4. Reklame Selebaran
a. Poster 2 Rp. 5.000,/M?2 Bulan Rp. 20.000,-/M2/Bulan
b. Leaflet 2 Rp. 5.000,/M?2 Bulan Rp. 20.000,-/M2/Bulan
c. Gambar 2 Rp. 5.000,/M2 Bulan Rp. 20.000,-/M2/Bulan
d. Brosur 2 Rp. 5.000,/M? Bulan Rp. 20.000,-/M2?/Bulan
e. Dan bentuk lain yang 2 Rp. 5.000,/M? Bulan Rp. 20.000,-/M2/Bulan
dipersamakan
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4. KAWASAN PERDAGANGAN : INDEKS 2

dipersamakan

Indeks
Jenis Reklame Jenis Tarif Jenis Jangka Waktu Nilai Sewa Reklame
Reklame Pelaksanaan
Reklame
1 2 3 4 5
1. Reklame
Papan/Billboard/Videotron/M
egatron dan Sejenisnya
a. Billboard 0,2 Rp. 250.000,/M2 Bulan Rp. 100.000,-/M2/Bulan
b. Balitho 0,2 Rp. 250.000,/M2 Bulan Rp. 100.000,-/M2/Bulan
c. Vertikal Shop Sign 0,2 Rp. 250.000,/M? Bulan Rp. 100.000,-/M2/Bulan
d. Gapura 0,2 Rp. 250.000,/M2 Bulan Rp. 100.000,-/M?/Bulan
e. Shop Sign 0,2 Rp. 250.000,/M?2 Bulan Rp. 100.000,-/M2/Bulan
f. Giant Tinplate 0,2 Rp. 250.000,/M2 Bulan Rp. 100.000,-/M2/Bulan
g. Rombong 0,2 Rp. 250.000,/M2 Bulan Rp. 100.000,-/M2/Bulan
h. Neon Box 0,2 Rp. 250.000,/M2 Bulan Rp. 100.000,-/M2/Bulan
i. Dan bentuk lain yang 0,2 Rp. 250.000,/M2 Bulan Rp. 100.000,-/M2/Bulan
dipersamakan
2. Reklame Kain
a. Spanduk 0,5 Rp. 50.000,/M2 Bulan Rp. 50.000,-/M2/Bulan
b. Umbul-umbul 0,5 Rp. 50.000,/M2 Bulan Rp. 50.000,-/M?/Bulan
c. Sun Screen 0,5 Rp. 50.000,/M2 Bulan Rp. 50.000,-/M?/Bulan
d. Vertikal Banner 0,5 Rp. 50.000,/M2 Bulan Rp. 50.000,-/M?/Bulan
e. Sun Blind 0,5 Rp. 50.000,/M2 Bulan Rp. 50.000,-/M2/Bulan
f. Layar Rombong 0,5 Rp. 50.000,/M2 Bulan Rp. 50.000,-/M2?/Bulan
g. Dan bentuk lain yang 0,5 Rp. 50.000,/M2 Bulan Rp. 50.000,-/M?/Bulan
dipersamakan
3. Reklame Melekat
a. Flag Chain 1,5 Rp. 10.000,/M2 Bulan Rp. 30.000,-/M2/Bulan
b. Tinplate 1,5 Rp. 10.000,/M2 Bulan Rp. 30.000,-/M2/Bulan
c. Stiker 1,5 Rp. 10.000,/M2 Bulan Rp. 30.000,-/M?2/Bulan
d. Dan bentuk lain yang 1,5 Rp. 10.000,/M2 Bulan Rp. 30.000,-/M2/Bulan
dipersamakan )
4. Reklame Selebaran
a. Poster 2 Rp. 5.000,/M? Bulan Rp. 20.000,-/M2/Bulan
b. Leaflet 2 Rp. 5.000,/M2 Bulan Rp. 20.000,-/M?/Bulan
c. Gambar 2 Rp. 5.000,/M2 Bulan Rp. 20.000,-/M2/Bulan
d. Brosur 2 Rp. 5.000,/M2 Bulan Rp. 20.000,-/M2/Bulan
e. Dan bentuk lain yang 2 Rp. 5.000,/M? Bulan Rp. 20.000,-/M2/Bulan
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5. KAWASAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN : INDEKS 3

Indeks . .
Jenis Reklame Jenis Tarif Jenis Jangka Waktu Nilai Sewa Reklame
Reklame Pelaksanaan
Reklame
1 2 3 4 5
1. Reklame
Papan/Billboard /Videotron/M
egatron dan Sejenisnya
a. Billboard 0,2 Rp. 250.000,/M2 Bulan Rp. 150.000,-/M2/Bulan
b. Balitho 0,2 Rp. 250.000,/M2 Bulan Rp. 150.000,-/M2/Bulan
c. Vertikal Shop Sign 0,2 Rp. 250.000,/M2 Bulan Rp. 150.000,-/M2/Bulan
d. Gapura 0,2 Rp. 250.000,/M2 Bulan Rp. 150.000,-/M2/Bulan
e. Shop Sign 0,2 Rp. 250.000,/M2 Bulan Rp. 150.000,-/M2/Bulan
f. Giant Tinplate 0,2 Rp. 250.000,/M2 Bulan Rp. 150.000,-/M2/Bulan
g. Rombong 0,2 Rp. 250.000,/M2 Bulan Rp. 150.000,-/M2/Bulan
h. Neon Box 0,2 Rp. 250.000,/M? Bulan Rp. 150.000,-/M2/Bulan
i. Dan bentuk lain yang 0,2 Rp. 250.000, /M2 Bulan Rp. 150.000,-/M2/Bulan
dipersamakan
2. Reklame Kain
a. Spanduk 0,5 Rp. 50.000,/M2 Bulan Rp. 75.000,-/M2/Bulan
b. Umbul-umbul 0,5 Rp. 50.000,/M2 Bulan Rp. 75.000,-/M2/Bulan
c. Sun Screen 0,5 Rp. 50.000,/M2 Bulan Rp. 75.000,-/M2/Bulan
d. Vertikal Banner 0,5 Rp. 50.000,/M?2 Bulan Rp. 75.000,~/M2/Bulan
€. Sun Blind 0,5 Rp. 50.000,/M2 Bulan Rp. 75.000,-/M2?/Bulan
f. Layar Rombong 0,5 Rp. 50.000,/M2 Bulan Rp. 75.000,-/M2/Bulan
g. Dan bentuk lain yang 0,5 Rp. 50.000,/M2 Bulan Rp. 75.000,-/M2/Bulan
dipersamakan
3. Reklame Melekat
a. Flag Chain 1,5 Rp. 10.000,/M2 Bulan Rp. 45.000,-/M2/Bulan
b. Tinplate 1,5 Rp. 10.000,/M2 Bulan Rp. 45.000,-/M2/Bulan
c. Stiker 1,5 Rp. 10.000,/M? Bulan Rp. 45.(500,—/M9/Bulan
d. Dan bentuk lain yang 1,5 Rp. 10.000,/M? Bulan Rp. 45.000,-/M2?/Bulan*
dipersamakan
4. Reklame Selebaran
a. Poster 2 Rp. 5.000,/M2 Bulan Rp. 30.000,-/M?/Bulan
b. Leaflet 2 Rp. 5.000,/M2 Bulan Rp. 30.000,-/M2/Bulan
c. Gambar 2 Rp. 5.000,/M2 Bulan Rp. 30.000,-/M2/Bulan
d. Brosur 2 Rp. 5.000,/M2 Bulan Rp. 30.000,-/M2/Bulan
e. Dan bentuk lain yang 2 Rp. 5.000,/M2 Bulan Rp. 30.000,-/M2/Bulan

dipersamakan
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6. REKLAME BERJALAN, REKLAME UDARA DAN REKLAME APUNG

Indeks
. . . . Jangka Waktu .
Jenis Reklame Jenis Tarif Jenis Reklame Nilai Sewa Reklame -
Pelaksanaan
Reklame
1 2 3 4 5
Reklame Berjalan 2 Rp. 50.000,/M2 Bulan Rp. 100.000,-/M2/Bulan
Reklame Udara 2 Rp. 50.000,/M2 Hari Rp. 100.000,-/M2/Hari
Reklame Apung 2 Rp. 100.000,/M2 Jam Rp. 200.000,-/M2/Bulan

7. REKLAME FILM/SLIDE, REKLAME PERAGAAN DAN REKLAME SUAR

Indeks
. . Tarif Jenis Jangka Waktu
Jenis Reklame Jenis Nilai Sewa Reklame
Reklame Pelaksanaan
Reklame
1 2 3 4 5
Reklame Film/Slide 2,5 Rp. 100.000,/M? Jam Rp. 250.000,-/M2/Bulan
Reklame Peragaan 3,5 Rp. 100.000,/M2 Jam Rp. 350.000,-/M2/Bulan
Reklame Suara 4,5 Rp. 100.000,/M2 Jam Rp. 450.000,-/M?/Bulan

FORMAT STIKER TANDA PELUNASAN PAJAK REKLAME

PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Raya Raya Rianiate KM. 5,5 Pangururan

..............

NOMOR SKPD : NOMOR STIKER :

TANDA TANGAN

MASA PAJAK BERLAKU PETUGAS

(tanggal) (bulan) S/D (tanggal) (bulan

(tahun) (tahun)
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Q. HARGA STANDARD BAHAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

No JENIS BAHAN SATUAN | HARGA (Rp)
1 | ASBES M? 60.000
2 | BATU TULIS M? 50.000
3 | BATU SETENGAH PERMATA M? 100.000
4 | BATU KAPUR M2 55.000
5 | BATU APUNG M? 70.000
6 | BATU PERMATA M3 100.000
7 | TENTONIT M? 60.000
8 | DOLOMIT M2 50.000
9 | FELDSPAR M2 100.000
10 | GARAM BATU (HALITE) M2 85.000
11 | GRAFIT M2 90.000
12 | GRANIT/ANDESIT . M3 95.000
13 | GIPS M? 80.000
14 | KALSIT M? 55.000
15 | KAOLIN M? 55.000
16 |LEUSIT M3 75.000
17 | MAGNESIT M3 85.000 |
18 | MIKA M3 85.000
19 | MARMER M? 95.000

20 | NITRAT M? 80.000

21 | OPSIDIEN M? 90.000

22 | OKER M? 80.000

23 | PASIR M? 75.000

24 | KERIKIL M? 100.000

25 | PASIR KUARSA M2 85.000

26 | PERLIT M? 75.000

27 | PHOSPAT M3 70.000

28 | TALK M3 65.000

29 Eﬁl;?g)SERAP (FULLERS e 65.000

30 | TANAH DIATOME M3 55.000

31 | TANAH LIAT Me 56.000




No JENIS BAHAN SATUAN HARGA (Rp) KET
32 | TAWAS (ALUM) M3 50.000
33 | TRAS i 50.000
34 | YAROSIF M? 65.000
35 | ZEOLIT M3 90.000
36 | BASAL M3 90.000
37 | TRAKKIT M3 90.000
38 | TANAH TIMBUN M3 50.000
39 |BASE A/B/C M2 95.000
40 | BATU PADAS M3 80.000
41 | PASIR URUG M3 60.000
42 | SIRTU M3 95.000
43 | BATO KAGANG / BATU w %0.000
44 | ABU BATU . M3 75.000
Keterangan :

Besaran harga standard masing-masing Bahan Mineral Bukan Logarh dan Batuan
selain yang dimaksud pada tabel diatas, ditetapkan 60 % (enam puluh perseratus) dari
Standar Satuan Harga Barang/Peralatan/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten
Samosir pada Tahun Anggaran Berjalan.
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R. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)

SURAT KETETAPAN PAJAK
BADAN PENDAPATAN DAERAH (SKPDKB) URUT
Jl. Raya Raya Rianiate KM. 5,5 T
Pangururan PAJAK : covvrersanneee |
MASA PAJAK & oot

NAMA WAJIB PAJAK D eeeeeeeeriisesreetst ittt tatebsebesttsatesartanann s ntesarestisrassnnannasenneraaes
ALAMAT WAJIB PAJAK D iteerseeisesieterestettisaniarterantanetaeteetaniresetasereserstnaaanaseashassansseassnatas
NPWPD D eteeseeerieirerteeestetscttttattatasttat et ttraaeasetaeetastressaranastnsenanerssenanestes
TGL. JATUH TEMPO T eeeesereteseeeseescesseantertiereten ettt ettt tat sttt ersr st aat s e ann e ar e aeaenaraaa

L BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK DAERAH, TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN ATAU ANALISIS ATAS
PELAKSANAAN KEWAJIBAN PAJAK .

II. DARI PEMERIKSAAN ATAU ANALISIS TERSEBUT DI ATAS, PENGHITUNGAN JUMLAH YANG
MASIH HARUS DIBAYAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1. DASAR PENGENAAN PAJAK 1 Rp.
2. PAJAK TERUTANG : Rp.
3. KREDIT PAJAK

A. KOMPENSASI KELEBIHAN PERIODE

SEBELUMNYA : Rp.
B. SETORAN YANG DILAKUKAN : Rp.
C. LAIN-LAIN : _Rp.
D. JUMLAH YANG DAPAT [DIKREDITKAN
(A+B+C) : _Rp.
4. JUMLAH KURANG PEMBAYARAN POKOK
PAJAK (2-3D) : Rp.
5. SANKSI ADMINISTRASI
A. BUNGA Rp.
B. KENAIKAN Rp.
C. JUMLAH SAKSI ADMINISTRASI (A+B) Rp.
6. JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR
(4+5C) Rp.

DENGAN HURUF

PERHATIAN :

1. HARAP PENYETORAN DILAKUKAN MELALUI BENDAHARA PENERIMAAN ATAU PADA
KAS UMUM DAERAH/BANK SUMUT CABANG PANGURURAN NOMOR REKENING
241.01.02.000001-0 DENGAN MENGGUNAKAN SSPD.

2. APABILA SKPDKB INI DAN PELUNASANNYA LEWAT WAKTU PALING LAMA 30 (TIGA.
'PULUH) HARI SETELAH SKPDKB DITERIMA ATAU (TANGGAL JATUH TEMPO) MAKA
AKAN DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA SEBESAR 2 % (DUA
PERSERATUS) PERBULAN.

KEPALA BADAN
A N )
NIP. oo
------------------------------------- Gunting diSif========--=----~==-o---oow-o--------
NO. SKPDKB
TANDA TERIMA
NAMA
ALAMAT




Ty
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S. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT)

PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR SURAT RETETAPAN NOMOR
PAJAK DAERAH KURANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH URUT
1 Rava Rava Rianiate KM, 5.5 BAYAR TAMBAHAN
. Raya Paya aniate .9, (SKPDKBT)
angururan PAJAK : cooeeeeeeeeeeeeeseeeenen |
MASA PATAK ooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseereseeaeeeeeeeaeeeeeseesaenenanes

TAHUN PAJAK: .o s

NAMA WAJIB PAJAK D eiettertestesteteatenteeareiietaetiete et erae s et aatsntetaaranrarertsarerranaeratrasaanes
ALAMAT WAJIB PAJAK D eeteeiiesetieieceuieraresetetara e taraa s neresnasareterestenserstrarnssnrnananens
NPWPD D et tetietesaitrett et r e ner st saebesbestatsssronenrraennstsrasarans
TGL. JATUH TEMPO D et taeeteiireetaeeerreerataererer b b ea et aiteshe s saatsaassastasaetesterneaeans

I. BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK DAERAH, TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN ATAU ANALISIS ATAS
PELAKSANAAN KEWAJIBAN PAJAK .

II. DARI PEMERIKSAAN ATAU ANALISIS TERSEBUT DI ATAS, PENGHITUNGAN JUMLAH YANG
MASIH HARUS DIBAYAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1. DASAR PENGENAAN PAJAK : Rp.
2. PAJAK TERUTANG : Rp.
3. JUMLAH SURAT KETETAPAN PAJAK

SEBELUMNYA : Rp.
4. JUMLAH PAJAK KURANG  BAYAR

TAMBAHAN (2-3) Rp.
5. KREDIT PAJAK

a. SETORAN YANG DILAKUKAN : Rp.

b. LAIN-LAIN : _Rp.

c. JUMLAH YANG DAPAT DIKREDITKAN

(a+b+c) : Rp.

6. JUMLAH KURANG (LEBIH) PEMBAYARAN

POKOK PAJAK (4-5c¢) : Rp.
7. SANKSI ADMINISTRASI BERUPA KENAIKAN : Rp.
8. JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR

(6+7) : Rp.

DENGAN HURUF

PERHATIAN :

1. HARAP PENYETORAN DILAKUKAN MELALUI BENDAHARA PENERIMAAN ATAU PADA
KAS UMUM. DAERAH/BANK SUMUT CABANG PANGURURAN NOMOR REKENING
241.01.02.000001-0 DENGAN MENGGUNAKAN SSPD.

2. APABILA SKPDKBT INI DAN PELUNASANNYA LEWAT WAKTU PALING LAMA 30 (TIGA
PULUH) HARI SETELAH SKPDKBT DITERIMA ATAU (TANGGAL JATUH TEMPO) MAKA
AKAN DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA SEBESAR 2 % (DUA
PERSERATUS) PERBULAN.

KEPALA BADAN
S N )
NIP. e
------------------------------------- Gunting disini-======================22----------=-
NO. SKPDKBT:
TANDA TERIMA
NAMA
ALAMAT




&

T. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL (SKPDN)

PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR SURAT KETETAPAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH PAJAK DAERAH NIHIL | NOMOR
J1. Raya Raya Rianiate KM. 5,5 (SKPDN) URUT

Pangururan PAJAK & ceeeeeeeeeeeeaniinns

MASA PAJAK  : .ottt
TAHUN PAJAK: (.ot

NAMA WAJIB PAJAK D ettt ettt e b e et a e s e e s anannreeessannenneens
ALAMAT WAJIB PAJAK D e et e s et e e e s e e e e e n e s et e ansnnn e banes
NPWPD D st e b e e e b e e r e e b e nan e sean s e naeeessnsrres
TGL. JATUH TEMPO D e e e et s sea e e a s s e a e sna s enarasannn e

I. BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK DAERAH, TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN ATAU ANALISIS ATAS
PELAKSANAAN KEWAJIBAN PAJAK .

II. DARI PEMERIKSAAN ATAU ANALISIS TERSEBUT DI ATAS, PENGHITUNGAN JUMLAH YANG
MASIH HARUS DIBAYAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1. DASAR PENGENAAN PAJAK : Rp.
2. PAJAK TERUTANG : Rp.
3. KREDIT PAJAK
A. KOMPENSASI KELEBIHAN PERIODE
SEBELUMNYA : Rp.
B. SETORAN YANG DILAKUKAN : Rp.
C. LAIN-LAIN : Rp.
D. JUMLAH YANG DAPAT DIKREDITKAN
{A+B+C) : _Rp.
4. JUMLAH KURANG (LEBIH) PEMBAYARAN
POKOK PAJAK (2-3D) : Rp.

DENGAN HURUF

KEPALA BADAN,
(eeeneeiniee e )
NIP. oo
------------------------------------- Gunting disif-=-=~======~==ceecmeee ..
NO. SKPDN
TANDA TERIMA

NAMA
ALAMAT

YANG MENERIMA
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U. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

SURAT TAGIHAN
PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR PAJAK DAERAH NOMOR

BADAN PENDAPATAN DAERAH (STPD) URUT
J1l. Raya Raya Rianiate KM. 5,5
Pangururan PAJAK : coeeeenvenees | T

MASA PAJAK 1 e
TAHUN PAJAK: (i stenes e

NAMA WAJIB PAJAK L eeeeeeeteeta e et it ea et natreaeaarereaesasaseataarenseratnasenaraaatrees
ALAMAT WAJIB PAJAK D eiesieeeiseterereeieatastatiatiatieiiatatsaetatttetatiaetretraenesnernarantanteataatnatenanns
NPWPD L eteereesereeasieasetettteitttsttn ettt theth ettt et anateaeeaesanararearananns
TGL. JATUH TEMPO T e eeerereetiertteetetetta it te ettt tateietbetuatbataenetnetnetnaararnantaraarans

I. BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK DAERAH, TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN ATAU ANALISIS ATAS
PELAKSANAAN KEWAJIBAN PAJAK .

II. DARI PEMERIKSAAN ATAU ANALISIS TERSEBUT DI ATAS, PENGHITUNGAN JUMLAH YANG
MASIH HARUS DIBAYAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1. PAJAK YANG KURANG DIBAYAR : Rp.
2. SANKSI ADMINISTRATIF : Rp.
3. JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR (1+2) : Rp.

DENGAN HURUF

PERHATIAN :

1. HARAP PENYETORAN DILAKUKAN MELALUI BENDAHARA PENERIMAAN ATAU PADA
KAS UMUM DAERAH/BANK SUMUT CABANG PANGURURAN NOMOR REKENING
241.01.02.000158 DENGAN MENGGUNAKAN SSPD.

2. APABILA STPD INI DAN PELUNASANNYA LEWAT WAKTU PALING LAMA 30 (TIGA
PULUH) HARI SETELAH STPD DITERIMA ATAU (TANGGAL JATUH TEMPO) MAKA
AKAN DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA SEBESAR 2 % (DUA
PERSERATUS) PERBULAN.

(creeeeemnrrr e )
NIP. cooiiiee e
------------------------------------- Gunting disini==================cccccmc=c-o--om--n
NO. STPD
TANDA TERIMA
NAMA
ALAMAT
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SURAT PERMOHONAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Kepada
Nomor : Yth. Bupati Samosir
Sifat : Cq. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Lampiran di
Perihal : Permohonan Angsuran. Tempat.
Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini
Nama Pemilik/Pengelola  : .....ccocoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiicrcr et s e eae
Alamat D eeeeeeeeeeeseeeteresesesesesessscacescessssesccacessessmeneesiesisusiastsresnsinse
........................................ Telp. cooeeeeeiiiiiiiceiiae
Bertindak dan untuk atas nama :
Nama/Merk Usaha D eeeteereeneeeeseeneeeeestecesescnetnenstnaananntnaaenetrtastnosrtatentantasinsresans
NPWPD © e eteereerereseeseesecessensseneeenaatnetiaaetnenetasttnietrttatinteraserratanes
Alamat T et eeteiteeteeeeeseesteeeetaceeraseartatattettetnet et easer et tataaerarearaans
........................................ Telp. covvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaee,

Mengakui masih mempunyai hutang Pajak Daerah atas SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD*
) e s sane Bulan ...cocccciiiiiiennee. No. Urut ... berjumlah Rp.

dapat disetor dengan cara angsuran sebanyak ............... RS UIN )
kali dengan masing-masing tersebut dibawah dan akan lunas seluruhnya paling lambat

RINCIAN ANGSURAN
NO TANGGAL PENYETORAN JUMLAH ANGSURAN

olo|alo|eiN|o|n|siwio|—

Alasan pengajuan permohonan angsuran ini :

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Demikian permohonan saya ajukan dengan harapan dapat dipenuhi.

Hormat saya,

*) Coret yang tidak perlu




S

Kepada

Nomor : Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Sifat : di

Lampiran Tempat

[Perihal : Permohonan Penundaan

Pembayaran Pajak

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Pemilik/Pengelola ...ccuiiiiiiiiiiieiiiieiii ittt cieessaenesnseneeneennes
Alamat D eteeteteeteeseeeecteenecuenerntnerettnoheeetaeastn e ettt saetstrearerareaneras

Bertindak dan untuk atas nama :

Nama/Merk Usaha D e eeteretieetecuecnteasreseseensereenosnsenetantnetietaeteretuttretatartanentratats
NPWPD D i ettetterterternennteaeeeeeeieaettettaenetaetaeeaeatneneerasnastantansnrsrianne
Alamat D eeeteteeertenencaetseeratenrtataratraraanetnenteaerratanaaaraeetasureiasianns

Dengan ini saya mengajukan permohonan penundaan pembayaran atas
SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD *) dengan nomor urut .........ce..ceceeeeemieenenennensas
yang akan jatuh tempo pada tanggal ..........cccceviiiiiiiiiiiiiiiinninnen, agar kiranya
tanggal jatuh tempo dapat diperpanjang atau ditunda hingga tanggal

...................................................................

................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

...........................

Demikian permohonan saya ajukan dengan harapan dapat dipenuhi.

Hormat saya,

*) Coret yang tidak perlu
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W. SURAT PERSETUJUAN/PENOLAKAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR SURAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH PERSETUJUAN NOMOR
Jl. Raya Raya Rianiate KM. 5,5 ANGSURAN URUT
pPangururen | P

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama D eeetteeeeteesenreteceereeenstoneraraetreseisttatasatasteasarteatitienanenthetaaananras

NPWPD D eeteeeetesesetessesseereetatuctetienettneretratesasaetaneraaaatasentntterarantetitsenerns

Alamat D eeeeetirereesesteresecetesasesesaneeraeteatatatataseensasnensnseteoitttesatasasesaranntrnans
........................................... L) | o TR

Bertindak dan untuk atas nama

Nama/Merk Usaha D eeeeeteereeeserarrerearetentestenittthetasthteastarebsetrettiasaaasastasarettretoanranarnns

Alamat Dt eteeetrereraeetaceteesteteetenteetantetateesanereenereraraesenraesesitreniestnenetsnsns
........................................... TelP. ceeiniiiiiiiiiinn e

1. Dengan ini menyatakan, telah menyampaikan permohonan angsuran pembayaran hutang Pajak

pada tanggal .....ccovveiiiiiinniniiiii e sebanyak .............. kali angsuran. Terhadap Surat
Ketetapan Pajak yang telah diterima :
a. SKPD F\ (o T ¥ - SR ) 23« TN
b. SKPDKB J\ o S =4 PR 33 o S
c. SKPDKBT 1\« PN [ =3 T 24 + JOT O
d. STPD NO.cveeeeermnnneees bereeenanans -1 DR RDueeririiiiiiriinniiens
Rpeciiiiiiniiiiiiieanane,

Pembayaran Angsuran

Angsuran Biaya Jumlah
Pokok Administrasi/ Angsuran
Bunga
a. Tglane. Angsuran ke | Rp.ccoreuernnnnes 34 o TR | 13 F RN
b.  Tgl.nne. Angsuran ke II 134 o TR 51 o TR | 4+ JOUARUUR
c.  Tgluwooreounn.. Angsuran ke Ill Rp.....cceuueee. RPvveeeeeceeeennnnnenes RPeereeeerecrenanns
d.  Tgla..... Angsuran ke IV ) 24 o SO | 34 o SOOI Rpeviiciiinnnnee
e. Tglnnenn. Angsuran ke V |33 T | 33 o O | 24 o TR
f. Tglacveornnnnes Angsuran ke VI  Rp............... ) 34« O Rp..cccuiiiniranenes
g Tgla... Angsuran ke VI  Rp....cccceeeeet 34+ JOUUOROIN Rp.coriiriiniiennns
h, T8l Angsuran ke Rp.ctvceereeneenn 33 « JOUORUURO Rp.coveiiiinniinnnns
Vil

i Tgleeererrennnene Angsuran ke IX  Rp..........c.... 24 o TR )34 o N
Jj Tgleeererranennes Angsuran ke X 34« TN 34 o T, RpPecereerermninranas
k., Tgloroereees Angsuran ke XI  Rp....cccceeeeent 24 o TN Rpuciriciiirnennns
1 Tgleeeeeeeene, Angsuran ke XII  Rp............... RDeteeuorrienicaaeenns. RDeoeerreecneeneees

2. Jika pernyataan pembayaran pada poin 1 diatas tidak saya penuhi, maka Penagihan dilakukan
dengan Surat Paksa, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Mengetahui dan Menyetujui, = .. s eereeeenteneentanteareenens
KEPALA BADAN, Yang Berjanji,




PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR SURAT

BADAN PENDAPATAN DAERAH PERSETUJUAN | NOMOR
Jl. Raya Raya Rianiate KM. 5,5 PENUNDAAN
Pangururan PEMBAYARAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama LT

NPWPD D etetietrenieteresereserasteneaanattetarateaatatttratraatasttattnaruaraneranretaranaennren

Alamat D ettt eaeaeeete it teaaeneaaon s et aa et tnaa s aasensastrannrseaaearneraras
........................................... Telp. ciiiirieiierrr e creeenees

Bertindak dan untuk atas nama

Nama/Merk Usaha L ettt ottt ittt ta ettt saa st ettt tnetnetnataanteterantnetnranns

Alamat D ettt reeeeeeta e teteteetta et e eat s e een ettt s aa e e eanntrantaanaan
............................................ TeIP. wiriiiiiiiiinr e,

1. Dengan ini menyatakan telah menyampaikan permohonan penundaan pembayaran
hutang Pajak pada tanggal ....... g reeennnne terhadap SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD *)
Nomor Urut .................. jatuh tempo tanggal ......ccccoviiniiniiniriienenenens

2. Berdasarkan permohonan diatas, maka telah disepakati bahwa pembayaran atas
hutang Pajak diatas ditunda pembayarannya sampai dengan tanggal

3. Jika pernyataan pembayaran pada Poin 2 diatas tidak saya penuhi, maka Penagihan
dilakukan dengan Surat Paksa, tanpa pemberitahuan lebih dahulu.

Mengetahui dan Menyetujui = .. s ermeresrenraserncnnesaaneanes
KEPALA BADAN,
Yang Berjanii,
(coeeemrerrnreerarrrnerreeernneerneennas ) (coeerererreererenerenerenrerannssenaannnnee )
NIP coiiiricrrererreeereereeneeene

*) Coret yang tidak perlu




PEMERINTAH KABUPATEN SURAT PEMBERITAHUAN
SAMOSIR PENOLAKAN NOMOR

BADAN PENDAPATAN DAERAH | ANGSURAN/PENUNDAAN | URUT

J1. Raya Raya Rianiate KM. 5,5 PEMBAYARAN |
Pangururan
Kepada
Yth. Sdr. ceveiiiiircrinees
di-
SURAT PEMBERITAHUAN

PENOLAKAN ANGSURAN/PENUNDAAN PEMBAYARAN *)

Setelah kami mempelajari dan mempertimbangkan, dengan ini diberitahukan
bahwa Surat Permohonan Angsuran/Penundaan Pembayaran *) Saudara
tertanggal  ...cocciniiiniiiiieeee, J\ [0} 1's 1o} SO dengan sangat

menyesal tidak dapat kami penuhi.

Demikian agar maklum.

KEPALA BADAN,

*) Coret yang tidak perlu
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X. SURAT PERMOHONAN KEBERATAN PAJAK

Kepada :
Nomor : Yth. Bupati Samosir
Sifat : Cq. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Lampiran : di
Perihal : Permohonan Keberatan Tempat.
Penetapan Pajak.
Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini
Nama Pemilik/Pengelola  : ...ccccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin it ers e e en e
Alamat D e eeeeteeseeerenetaeraert e ter ettt th et s atasa et sat et st areasnes
........................................ Telp. ceveeeeerciieerrececeeeinannes
Bertindak dan untuk atas nama :
Nama/Merk Usaha D e eeeeereeeretesestaeentan s e tietta et en et et thetbtar et et t e eresreaeaanaens
NPWPD D eeereeeeteeesereseneereeueeeueeen ettt thteretaretaetaararaaserrehrserrrrasas
Alamat D e reeeeneeeerateeieetseuette et eetetaataaratea et e bt et st earaeararanes
........... ITSUUROUSURRTORPORRRRRURTR | -] § o J U

Dengan ini saya mengajukan Surat Permohonan Keberatan Pajak atas
SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB *) NOMOTI ...ccviuniiiniiiiiiiiiiinirininiennnnennes Bulan
............................ Tahun Jumlah

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

......................................................................

Demikian permohonan saya ajukan dengan harapan dapat disetujui.

Hormat saya,

*} Coret yang tidak perlu
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SURAT KEPUTUSAN MENERIMA/MENOLAK KEBERATAN PAJAK

PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
J1l. Raya Raya Rianiate KM. 5,5 Pangururan

Membaca

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR TAHUN
TENTANG
KEBERATAN PAJAK DAERAH

Surat Permohonan Keberatan NOIMOTL .....c.cooveiiiiiiiiiiiienineneceniencnenes
Tanggal D e eeeeeeesteceeueesareneatesesaeestaeatotnatetetttesietetarattnteirrenen
Atas Nama D e ttttteeteseesecraerreaeraetseeseentereraenarareaaetaraarnranaaaannanes
Alamat D eetteteeetescnssenrestantastentanseresreereensenstnrantanransaneanaanaanen
NPWPD D e ttteseteiesessieseceeeneserenasennnsteaasanennnesesasteannnteennersonnns

MEMUTUSKAN

Surat Ketetapan ....ccoeevevinieieniuiiiiiiiiiiriiiiiieirieiecesesnsensnnes
Nomor D e erereceietieitsiaesrerettrairasiraerinttenentananns
Tahun/Bulan D eeeeereereriesreratrecnsententacttietreerenerrernras
Nama/Merk Usaha D e eeeeeeeeeereeeeeneeeeeecneaenesaeseseaaontensenaas
Alamat L eeeeeteeierreri ettt eat et a s e abaaras
NPWPD D e eeeeeereenneenneeneenaeenseiaetrsbeasaresrnneans
Nama Pemilik/Pengelola  : ....ccoceiiiniiniimiiniiiiiiiciiieeeneienan,
Semula ditetapkan TR e,

Dikurangi (ditambah) dengan sejumlah : Rp. ...cccovviuiininnennnnnee.
Besarnya Ketetapan menjadi TRP.
Dengan huruf D eerereereeeirereseeeseentenenserasttaetnstrenstrstsnes

.............................................................

Apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam Surat Keputusan
ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di D eereereceeenreenneneesns
Pada tanggal D eeeererreretaan,
KEPALA BADAN,
PP )




PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Raya Raya Rianiate KM. 5,5 Pangururan

Membaca

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENOLAKAN KEBERATAN PAJAK DAERAH
Surat Permohonan Keberatan Nomor ........cccovveviiiiiiniiiiiniinninne.
Tanggal D eetettetetretetetescececntatrteteeseeneaseenanaaaarataanteenenn e aeannaann
Atas Nama @ oot s e e
Alamat D eeeeeettereeseettneeesensenesastneattrsenene e eastatsassrsrrernerans
NPWPD D e reeerereeeeeeeietetn e et e ettt heaateaareneennsaeanaians
MEMUTUSKAN
Surat Ketetapam ......c.coceiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnce s
Nomor D reemreeeeteeetesieseetertaetiinetaceststttasasrsanas
Tahun/Bulan T e teeeereeeeeereereeersteeerasareaneraetnasersentanas
Nama/Merk Usaha T eeereeneeeentenreeenteteteeateetrttaanensensanansns
Alamat D eeeerererereceraeacsaeorararatannnans bereerirniianane
NPWPD D eeteeeieenerecerereesensaecanernsteteseretrsrrrans
Nama Pemilik/Pengelola  : ...cceiiereiiiereeiecnietememenceceeeeeeeeeeens ‘
27556 41810151 ¢ V- S PP

..................................................................................................

Memenuhi pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang

telah diterima.
Apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam Surat Keputusan

ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di D eereeereenencenans
Pada tanggal N
KEPALA BADAN,
(ceneeee e )




Z. SURAT PERMOHONAN PEMBETULAN,

3

PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

PEMBATALAN, PENGURANGAN, ATAU

Kepada

Nomor : Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah

Sifat : di-

Lampiran : Tempat.

Perihal : Permohonan Pembetulan/

Pembatalan, Pengurangan/
Penghapusan Sanksi Adm.
Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini
Nama Pemilik /Pengelola = ..c.coeiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiieicieii ittt cacr s cnen e eaeaeanes
Alamat D e eeeteereeaeeeeeereeetestreentasetestattrtttttetetntaetastrtteretteatentarerarnns
.......................................... Telp. oo ceeaee
Bertindak dan untuk atas nama :
Nama/Merk Usaha D e eeeeeetetteeeteeseeeteeesteresceetseeetetetatnntnetanteraatienstttontostntenerte
NPWPD S eeteeerenseeeerataeatetaeeeaeassestetentutertettetratatnthenatesttorenssrnrsenranns
Alamat : . .........................................................................
........................................ TelP. coveerireic e

Dengan ini saya mengajukan Surat Permohonan
Pembetulan /Pembatalan/Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi atas
SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB/STRD *) Nomor
................................................ Bulan Tahun
......................... Jumlah Rp....cccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniinnnnn.

................................................................................................................................
...............................................................................................................................
................................................................................................................................

..................

Demikian permohonan saya ajukan dengan harapan dapat disetujui.

Hormat saya,

*) Coret yang tidak perlu




e
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AA.SURAT KEPUTUSAN MENERIMA/PENOLAKAN PEMBETULAN,PEMBATALAN,
PENGURANGAN KEBERATAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI
ADMINISTRASI

PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Raya Raya Rianiate KM. 5,5 Pangururan

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRASI

Membaca . Surat Permohonan NOMOT ....ccccvuvieereneiereciorstresessseteraressisasscasasasasnes
Tanggal D rerteteireressecerenenenaseteeteenenetntretaanitsasssnatnsantatensnsrrrnarrraeas
Atas Nama L et tteessecteteesetsetnetnereatatenettatiatnentrtatetentostsstsatetrtntsesnetintas
Alamat D e eteteesetteerireteseacaterasaraesaneterraretarasesnereneenesteritansesesananas
NPWPD L ettttsiettteseseesertesestnenstnrererateenensterararerersetterttsrntnasaraas

Menimbang

Mengingat

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Menerima Surat Permohonan NOMOT ....ccccciiiiiieiiieiiiiieiiieiineeirecneisncane
Tanggal D heeterreesereeeneeneeesrencecresenstesiarirstrstisrrtsrettesrerans
Atas Nama D e eetreesecteeneentetetetenretensaaarataaanseratetsiorrarraeaane
Alamat L et teettetteesesaserestncsaneentrentatastaeetaaeneentesasenetreas
NPWPD L e eeeteestseateetateteserneresnenateevereansantetateanenrsraares :
BETNUDUNE «.eeniemeiiieiiiciiiitiii e iesiierterranesretseraassenssseonssroanesesisssnssnns

KEDUA : Memenuhi pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang telah
dibetulkan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini

akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di D eereeeerneenreeaes
Pada tanggal D rereeeeeeeeeeeeanes
KEPALA BADAN,
((teneermerenerrenrereaneraeranraenaes )




PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

BADAN PENDAPATAN DAERAH
J1. Raya Raya Rianiate KM. 5,5 Pangururan

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENOLAKAN PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN ATAU
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Membaca : Surat Permohonan NOMOT .......cccceiiviiniiiiiiiiiiiiiinic e enneanes
Tanggal D e eteieeeeieeetecesececstaseseecsestteetntantietatasersersransitanraranes
Atas Nama ittt s e et e e e na e
Alamat D eeeeteeeeieeseseeeeeeestestetesetstttstntantntertattrerrintrntanatennnns
NPWPD L e eeeeeettiteeeseetteesessestesteetesttoetestttatatsettituenenatatanetrtante

Menimbang

Mengingat

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Menolak Surat Permohonan NOmOT ........coouviiiinirniiiiieiiiicnennennnn.
Tanggal T eeereerereereseetaetieterett sttt a et st riearenaaanaane
Atas Nama D eeeeteeeeeeeeceareeresetetettretstrettrrereteerrasanaarnnn
Alamat D et reeeeeeieeeeeeseseeteteeearataettiattirtatnerreroneratnns
NPWPD L eeeetieesteecatesceseesutecsatreratetestattrresrrassnaearans .
Berhubung ..c.coeeveiieiiiiiiiii e

KEDUA : Memenuhi pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang
telah diterima.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam Surat Keputusan
ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di  eeeereeererneeaaenne
Pada tanggal D ereeeeeeeeeeeeeaans
KEPALA BADAN,
((eeeeernerenenenermeeeneerrerranenaes )
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BB.SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN/PEMBEBASAN PAJAK

Kepada
Nomor : Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Sifat : di-
Lampiran : Tempat.
Perihal : Permohonan Pengurangan/
Pembebasan Pajak Terutang*).
Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini
Nama Pemilik/Pengelola  : ....ociiiiiiiiiiiiiiiii e e aae
Alamat D et etteeteeieeseesetesteeesennreetntactetattrettatettestshtttaenrarttaaneanes
......................................... Telp. covieiiiiieniiriiaen
Bertindak dan untuk atas nama :
Nama/Merk Usaha T e etetreeceeteeeseeteeteeaetieentasettastattataettatetotattsarertattraeaeanerasanrens
NPWPD L e eeeieeteteteeesserseeeeeesecnttaaeeettintttetietieetaaata st traettaesaneranens
Alamat D ettt etettereeteeretessaseereenatneteeene it taneae bttt taeaheththrenraraanns
............ I RURTRURTRURUTIN | 1 | o SN
Dengan ini saya mengajukan Surat Permohonan Pengurangan Pagjak ..........
sebesar ..... D0 (cerernreeenreiereeeeiaeeateeenearanane )/ Pembebasan Pajak *)

................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

....................................

Demikian permohonan saya ajukan dengan harapan dapat disetujui.

Hormat saya,

*) Coret yang tidak perlu
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CC.SURAT KEPUTUSAN MENERIMA/PENOLAKAN PENGURANGAN/PEMBEBASAN

PAJAK

PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Raya Raya Rianiate KM. 5,5 Pangururan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

Memperhatikan :

*) Coret yang tidak perlu

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGURANGAN/PEMBEBASAN PAJAK TERUTANG

a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan/penelitian sedehana atas
Permohonan Pengurangan/Pembebasan *} Pajak Nomor ...........
tanggal ........ terdapat/tidak terdapat *) cukup alasan untuk
mengurangkan/membebaskan *} Pajak Terutang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas,
maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan
Daerah tentang Pengurangan/Pembebasan Pajak Terutang *)

Surat Permohonan NOIMOT ...c...ivveeiiuinriiriiiiieiietiiinieanianisemeesestercsnsans
Tanggal D et eerereeeseeseeseeeeeeeeeteeteereeeeetasteneaannaanannannen
Atas Nama D eeeteeteceeectseensatnrettttatestta st eiatsaaa sttt tatntataeneneretaanran
Alamat H PPN UR RPN
NPWPD D ieeteerereiereeceisessereseresteneenrsresttettatttetatttetrstarttaresninrararans .
MEMUTUSKAN
Menerima/Menolak *) Surat Permohonan Nomor ................ eeeecrneraennne
Tanggal L e tteteereeeneeereteneeeenseneraereratatretotsasanenranas .
Atas Nama © eeeeresereereesseneesesirittstesarterntreraterhorortesrtensrranees
Alamat D eretreteeecserecerncrrerteteestertsesustaestarstersenieransrrnanas
NPWPD D eeetteeeeeeeeeeecesesreesasetneeenstenstaisttresanetitennnieanaans
Semula ditetapkan TRD
Dikurangi/Dihapus *) TRD e
Besarnya Ketetapan menjadi TRD e
Dengan Huruf T reeetentiereersteeceseceteseetnasesattatasatesantonantasaatastnns

...................................................................

Apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini
akan diadakan pembetulan seperiunya.

Ditetapkan di D ereernraenanns
Pada tanggal D erereneenenes
KEPALA BADAN,
((vemermmmrmere ettt )

I\ § RN
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DD.SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Kepada
Nomor : Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Sifat : di-
Lampiran Tempat.
Perihal : Permohonan Pengembalian
Kelebihan Pembayaran Pajak.
Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini
Nama Pemilik/Pengelola  : .....cooviiiiiiiiiiiiiiiiiiei ettt
Alamat D eeteeeteerressenresesenstaasetesnaaneresestastottstniatenaresarersnataatasnstosssiie
.............................................. Telp. coveeeviiiniiiiicrieennen,
Bertindak dan untuk atas nama :
Nama/Merk Usaha D e eetetetesetseteseersesnesssescesceesenetestaseentanetteateratnaesettarnasnntnnaens
NPWPD D e etteesersseenessensesesseenennaanesrsenteestentastastanthrshaorrertertsanarnsnranes
Alamat D eeieeeeesesessessesseecserntastaracasartetieststetsteretateiessrarasenonnsasarotans
........... weeernennessernennerassnssnses TEIP: toviniiuiiiieniiniieneennannes

Dengan ini saya mengajukan Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Pajak atas SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD *) Tahun ...................
sebesar Rp.....cccovvvinvininninnns O OSSR UUUNR PP PUR PPN PPN )

Alasan Kelebihan Pembayaran Pajak ini :

1. Pembayaran sesuai Ketetapan sebesar | 33 o TN .
2. Pembayaran Seharusnya sebesar RD. teiieeiieereiirenieinnnne,
Kelebihan Pembayaran sebesar Rp. RpP. coeireirercrieene

Demikian permohonan saya ajukan dengan harapan dapat disetujui.

Hormat saya,

*} Coret yang tidak perlu
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EE.SURAT KEPUTUSAN

PEMBAYARAN PAJAK

PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Raya Raya Rianiate KM. 5,5 Pangururan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

KEDUA

Memperhatikan :

*) Coret yang tidak perlu

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR TAHUN
TENTANG

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

a. bahwa berdasarkan hasil penelitian sedehana atas Permohonan
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Nomor ........... tanggal
........ terdapat/tidak terdapat *) cukup alasan untuk
mengembalikan Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas,
maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan
Daerah tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah.

Surat Permohonan NOIMOTL .....coivuiieiienimniiniiiiiiiiiicetinsiesnaesessevesenseenss
Tanggal D eertterteeeeereeeeiecetseesetesteinesntitsttatetastersttatanieaetiretasantanes
Atas Nama L eeeeeseretmereseeteasressermerestesiaatassasttnstsatstaserserssnosnaanarnsnnans
Alamat D i eereeittemereieescasecsesseresrastistesirettstrsetettetnetannanstetaatnatuans
NPWPD D eteeeeererereseeeseseseesesnestesiiastrasttatensiettitrtrareraaersensenasens
MEMUTUSKAN

Menerima/Menolak *) Surat Permohonan NOMOT ...ccccevvveneenrannnennnanne.
Tanggal D eerererreeteeseseeseeceesescreseeoncrestretestrsenstrereerrarans
Atas Nama D eeeertereeteesteseseresseereceesrssstisresiasersiraraotaerrnaras
Alamat D eieeetseeerecusrresecsestiesansensertittneaninnteeraerraernren
NPWPD et sa s en s s ar s e na et e
Pembayaran yang dllakukan TRD e

Seharusnya dibayar R et

Besarnya Kelebihan Pembayaran TRD e

Dengan Huruf D retreterteseseneeneeetataetnsesensattetassnaneentitrarerasnranens

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah sebagaimana
DIKTUM PERTAMA dilakukan dengan :

a. Dibayar melalui transfer Bank ......c.cooooiiiiiiiis dengan Nomor
ReEKENING .c.vevvereriiiriiiiiiniiniieiinirneineenennnees ;

b. Dikompensasikan dengan Kewajiban PaJak ....................... Tahun
............... atas nama NPWPD

........................

c. Disumbangkan pada Daerah.
Apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini
akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di D eereeeeeeenanens
Pada tanggal D eeeeeereneeneenans
KEPALA BADAN,
((eevemeeemneereneeeneeeenierrreraeeas )
NTP ....................................

MENERIMA/PENOLAKAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN




L]

FF. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR

PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR NOMOR
BADAN PENDAPATAN DAERAH SURAT RETETAPAN | "0 iop
. PAJAK DAERAH
Jl. Raya Raya Rianiate KM. 5,5 LEBIH BAYAR
. Pangururan (SKPDLB) ...........
MASA PAUJAK ctiiiriiiiiriiiiiriiiieieeesssensieesassesnssassnsssnasensons

TAHUN PAJAK : coeieniiiiiiienimici et

NAMA WAJIB PAJAK SO UUU U UU RO ORRON
ALAMAT WAJIB PAJAK SRR
NPWPD L O U UUOUUEUR TRt
TGL. JATUH TEMPO D et tatteeaeete i rh s ah st et the st ete s e s s rasareerentearenrernaansannran

L. BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK DAERAH, TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN ATAU ANALISIS ATAS
PELAKSANAAN KEWAJIBAN PAJAK .

II. DARI PEMERIKSAAN ATAU ANALISIS TERSEBUT DI ATAS, PENGHITUNGAN JUMLAH LEBIH
BAYAR YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1. DASAR PENGENAAN PAJAK : Rp.
2. PAJAK TERUTANG : Rp.
3. KREDIT PAJAK

A. SETORAN YANG DILAKUKAN : Rp.

B. LAIN-LAIN : Rp.

C. DIKURANGI KONPENSASI KELEBIHAN
KE TAHUN YANG AKAN

DATANG/HUTANG PAJAK : _Rp.
D. JUMLAH YANG DAPAT DIKREDITKAN
(A+B-C) : Rp.
4. JUMLAH  KELEBIHAN  PEMBAYARAN
POKOK PAJAK (3D-2) : Rp.
5. SANKSI ADMINISTRASI
A. BUNGA Rp.
B. KENAIKAN Rp.
C. JUMLAH SAKSI ADMINISTRASI (A+B) Rp.
6. JUMLAH LEBIH BAYAR  YANG )
SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG (4+5C) Rp.

DENGAN HURUF

PERHATIAN :
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PAJAK DILAKUKAN PADA KAS DAERAH DENGAN

MENGGUNAKAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN |

DANA (SP2D) ATAS DASAR SPM.

------------------------------------- Gunting disini---===========mc==-=======-=====----

NO. SKPDLB
TANDA TERIMA
NAMA
ALAMAT
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IG.LAPORAN HASIL, PENELITIAN

S S @ smaaln ey —— - -

LAPORAN HASIL PENELITIAN

Pcrmohonan D rererrrsetrre e e ie e rer s ransenseraasrrrars

Nomor Laporan D ieseserratiesissreieteessenststesnntettansatncnatsanaans

Tanggal Laporan ! ererscieeseerenseressrasastnsteateteniasasesaresrenes
Berdasarkan Surat Perintali Tugas NOmMOI : .ot tanggal ..ooeeeeenines telah
dilaksanakan penelitian administrasi dan penelitian fisik terhadap pemohon dari tanggal
........................ sampai dengan tanggal ................... terhadap permohonan ........cccccereernns.. yang

diajukan oleh Wajib Pajak/Kuasanya.

1. UMUM

1. Nama Wajib Pajak £ U SUOS
2. Alamat Wayjib Pajak L eetreresiraaseestessescessenssessienntatetieiaetnattertttteniatnieessrrsanitassesntee
3. Masa Pajak S UL POUS U
4. Jenis Ketetapan U USRS
5. Pajak Terutang P Rpninan
{Dengan Huruf) S etrereiraseererreersrrasera e rasteratsetastearar st rra et tnsTerasaraneneans
1I. DASAR HUKUM .

III. HASIL PENELITIAN
1. Penelitian Administrasi

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

IV, KESIMPULAN DAN USUL
1. Kesimpulan

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Petugas Peneliti I, Petugas Peneliti 11,
(e } TR }
NIP. et cenens NIP..ovieimee e eeesenn
Mengetahui
Kepala Sub Bidang ....... ,

............................

BUPATI SAMOSIR,
Cap/Dto
RAPIDIN SINMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggai {(, M ARET 2020

QTATFTATUTIA TAFLL ¥ A TRYS A TY
DLNING L LAINAD AL INLAXL

D . £

Drg, JARIAT SAGATLA, T n
PEMREINA ITAMA MADYA
NIP. 156



